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PENGANTAR KAJIAN 


slam dengan segala perangkat/instrumen yang 
fa: di dalamnya disiapkan untuk kelangsungan 
hidup manusia, sesuai dengan fitrahnya. Itulah 
kalimat yang sering disurakan oleh banyak orang untuk 
menjustifikasi kebenaran Islam, termasuk akademisi seperti 
kami, penulis buku ini. Paling tidak, tim penulis ingin 
membuktikan kebanaran firman dan sabda rasulullah yang 
menyatakan bahwa ISLAM itu rahmatan lil-alamin (sifatnya 
menyentuh kepentingan masyarakat universal-global). 
Demikian juga sabda Rasul yang menyatakan Islam itu tinggi, 
dan tidak ada lebih tinggi darinya.Namun jika dikembalikan 
pada pernyataan Ali ra. maka sesungguhnya nilai ketinggian 
Islam itu terletak pada muslim itu sendiri. Dalam bahasa 
managemen dikenal istilah a man behind the gun, maka wajib 
hukumnya memaknai dan memahami teks Islam berdasarkan 
kemampuan adaptabilitas Islam itu sendiri. 


Secara global (ijmaly), perangkat itu sudah disediakan 
dalam teks Ouran-hadis. "Sesuatu yang dianggap muslim itu 
baik, maka baik pula menurut Aku', sabda Rasul. Kalimat 
di atas juga dikuatkan dengan kalimat “kalian itu lebih 
memahami urusan dunia kalian. Secara akademik Rasul juga 
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memberikan ruang “kebebasan intelektual untuk berkreasi 
selama kreativitas itu masih dalam koridor kebaikan. Ijtihad 
(ray) istilah yang dikembangkan oleh intelek-cendekia dalam 
bidang metodologi Islam (ushul fikih). Secara historis, praktek 
pengembangan urusan dunia ini sudah dilakukan oleh 
Rasul, yang dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in. Hanya 
saja, melalui peroses historis juga, stagnasi pemikiran dan 
pengerdilan ruang kebebasan intelektual terjadi dalam ruang 
sejarah Islam. Akibatnya, Islam dengan perangkat yang ada di 
dalamnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan modern. 


Kembali ke kalimat awal, a man behind the gun adalah 
kuncinya. Yang mengerdilkan Islam adalah muslim sendiri. 
Al-Islam mahjubun bil muslimin (keagungan Islam tertutup 
oleh perilaku umat Islam sendiri), kata Muhammad Amin. 
Kemampuan untuk memahami Islam secara substantif 
dan metodologis adalah jihad akademik yang harus terus 
disuarakan. Agama bukan hanya untuk keagamaan, namun 
agama untuk kemanusiaan yang sifatnya universal-global. 


Salah satu masalah sosial di tingkat global hari ini adalah 
masalah kemiskinan, yang menjadi fokus kegiatan politik- 
ekonomi di berbagai negara. Kemiskinan adalah sesuatu yang 
berdiri sendiri, namun terkait dengan pendapatan, lapangan 
kerja, dan pendidikan. Para pakar sibuk mencari jawaban 
dan solusi dengan berbagai macam pendekatan dan teori. 
Islam secara normatif menyediakan perangkat zakat, infak, 
sadakah, dan wakaf namanya. Perangkat ini secara historis 
pernah menghantar Islam berjaya selama 1000 tahun. Pasca 
kekalan politis dari Eropa di Spanyol, perangkat Islam itu 
lenyap, dan menjadi kajian sebatas normatif yang tidak 
memiliki daya dobrak yang kuat. Di Indonesia, harus diakui 
bahwa zakat dan wakaf adalah sumber dana perjuangan dan 
pembangunan. Walau tidak tertulis dalam lembaran sejarah, 
senyatanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan via 
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zakat-wakaf masih berlangsung hari ini. Hanya saja perlu 
modifikasi doktrin zakat, yang secara normatif fikih sangat 
rigid aturan mainnya. Fikih sebaik apapun produknya, adalah 
produk pemikiran ulama yang dimulai sejak abad II H., 
dan terus dimodifikasi sampai masa stagnasi sebagaimana 
dijelaskan di atas. 


Ada ruang historis akademik yang terputus, sehingga 
muslim hari ini sulit untuk move on mencari bentuk ideal 
aplikasi doktrin Islam dalam ruang waktu masyarakat 
modern, yang serba positivistik dan menilai sesuatu dari 
perspektif aksiologis. Inilah kegelisahan akademik tim penulis 
dalam buku ini. Hajat kami sederhana, mengisi ruang sejarah 
inelektual di antara jutaan orang yang telah mengisi ruang 
yang sama. Pemikiran kecil ini diharapkan diberikan tempat 
yang besar bagi pembaca. 


Ampenan, Desember 2019 


Tim Penulis 
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EKONOMI SYARIAH: PIJAKAN NORMATIF 
DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN 


A. Pijakan Normatif Ekonomi Syariah 


1. Al-Our'an dan Hadis 


agi Umat Islam, Our'an-Hadis adalah sesuatu 

ee sudah final dan menjadi acuan dalam 
merumuskan tingkah laku dalam semua 

aspek kehidupan, baik dalam kontek hubungan horisontal- 
kemanusiaan maupun vertikal-ketuhanan. Tolok ukur 
kebenaran tingkah laku seseorang dinilai dari norma yang 
telah dinyatakan teks Our'an-Hadis. Acuan normatif atas 
tuntutan perbuatan/tingkah laku manusia ini, dalam kajian 
metodologi hukum Islam (ushul al-fikih) dikenal dengan istilah 
dalil, yaitu petunjuk untuk melakukan atau meninggalkan 
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suatu perbuatan tertentu. Perbuatan sebagaimana dimaksud 
di atas, yang termaktub dalam Our an-Hadis adalah mencakup 
masalah ketuhanan (agidah), ibadah, etika (akhlag), relasi sosial 
(mu'amalah), dan lain-lain. Perbuatan yang di luar ketentuan 
Our'an-Hadis adalah sesuatu yang keliru bagi muslim, 
karena tidak didasari pada landasan normatif-teologis. Dalam 
terminologi Islam dikenal dengan istilah bid'ah, melakukan 
sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. 
Namun yang perlu digarisbawahi dalam kaitannya dengn 
bid'ah adalah hanya yang terkait dengan masalah ketuhanan 
dan ibadah. Dalam relasi sosial (mu'amalah) diberlakukan 
adala 


Acuan normatif sebagaimana disebutkan di atas adalah 
penting bagi muslim, karena setiap perbuatan dihitung 
sebagai pahala. Tingkah laku muslim dalam hubungannya 
dengan sesama manusia juga terikat secara teologis-vertikal. 
Pertangungjawaban perbuatan seorang muslim, tidak hanya 
diperhitungkan di depan manusia namun juga di hadapan 
Tuhan. Inilah pentingnya Our an-Hadis sebagai sumber acuan 
tingkah laku dalam kajian keislaman. 


Cakupan Our'an-Hadis terkait dengan agidah, ibadah, 
dan akhlag adalah sesuatu yang sudah final. Tidak ada lagi 
yang perlu didebatkan. Tugas muslim adalah menjalankan 
apa adanya sebagaimana yang tertulis dalam teks. Perintah, 
larangan, dan anjuran dalam teks Our'an-Hadis ini terkait 
dengantiga hal diatas adalah dalam konteks hubungan manusia 
dan Tuhannya diatur secara rigid, dan hampir tidak ada celah 
akal manusia untuk merekayasa dan memanipulasinya. Beda 
halnya dalam konteks relasi kemanusiaan (mu'amalah), ruang 
akal manusia diberikan peluang untuk dimaksimalkan demi 
terwujudnya kesejahteraan umum sebagai basis utama relasi 
hubungan kemanusiaan. Dalam Our'an-Hadis, diberikan 
acuan nilai yang bersifat umum untuk memformulasi bentuk 
dan ragam perbuatan yang terkait dengan relasi kemanusiaan. 
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Secara metodologis, penggunaan akal untuk menetapkan 
perbuatan muslim dalam bidang relasi kemanusiaan ini diatur 
melalui teori ijtihad, yaitu upaya akademik untuk menjawab 
permaslahan baru yang tidak sisebutkan dalam Our'an-Hadis 
dan belum ada contoh/ketetapan praksis dari peristiwa 
tersebut. Ijtihad ini terus dikembangkan secara akademik- 
teoritis-metodologis melalui kajian yang bersifat sosilogis- 
historis dengan mengedepankan aspek realitas (al-wagi'iyyah) 
dalam masyarakat. Teori giyas, maslahah, ijma', magashid 
adalah beberapa teori pendukung lainnya yang menguatkan 
aktivitas ijtihad, upaya inovatif-kreatif untuk merekanstruksi 
ulang pemahaman hukum Gur'an-Hadis atas realitas praksis 
baru yang tidak disebutkan dalam Gur'an-Hadis. 


Salah satu bidang yang terus ada ijtihad di dalamnya 
adalah dalam bidang ekonomi yang meliputi aspek produksi, 
distribusi, dan komsumsi. Secara global, konsep nilai 
yang ditawarkan Ouran-Hadis terkait dengan ekonomi 
terkait dengan nilai keadilan, keseimbangan, tauhid, dan 
kebersamaan. Sebagai contoh terkait dalam bidang keadilan 
adalah pelarangan atas adanya praktek riba (interest) dalam 
praksis ekonomi masyarakat. Kajian tentang larangan riba 
ini bukan hanya bersifat teologis-normatif namun juga 
memiliki efek sosial dalam penguasaan dan pengelolaan 
aset. Model pengelolaan riba yang berbasis kapitalis (pemilik 
modal) akan menutup distribusi/ pemerataan ekonomi yang 
dampaknya adalah social chaos. Ijtihad dibutuhkan untuk 
merekonstruksi struktur ekonomi dan memformulasi desain 
ekonomi yang menjamin proses terwujudnya instrumen yang 
dapat mewujudkan keadilan/pemerataan kesempatan bagi 
masyarakat dalam aktivitas ekonomi. 


Untuk itu, teori besar yang dikembangkan dalam 
pemerataan dan keadilan ekonomi dalam Our'an-Hadis adalah 
konsep bagi hasil yang mengedepankan aspek kerjasama 
dan profesionalisme, musyarakah dan mudharabah. Secara 
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teoritis, kedua konsep ini adalah menghidupkan kekuatan 
ekonomi masyaralat secara utuh. Tidak terjadi penumpukan 
kekayaan pada kelompok/orang tertentu, dan pada sisi lain 
menghidupkan aktivitas ekonomi baru yang juga melibatkan 
pihak lain. Dengan demikian sirkulasi ekonomi berjalan 
normal. Untuk memenuhi aspek komsumsi masyarakat, 
murabahah ditawarkan sebagai jawaban atas kebutuhan 
distributor dan komsumen dalam pemenuhan kebutuhan 
ekonomi masyarakat. Point substansi yang disuarakan 
dalam kajian ekonomi Islam adalah larangan atas praktek 
riba, yaitu perilaku eksploitatif oleh seseorang/ kelompok 
orang atas orang/ kelompok orang lain yang berakibat pada 
ketergantungan dan kezaliman/ketidakadilan. Indikator 
utama terjadinya eksploitasi dalam kasus riba adalah 
penumpukan modal pada kelompok tertentu yang berdampak 
pada kebuntuan dan kemandegan ekonomi. 


Larangan riba pada satu sisi, dibarengi dengan perintah / 
anjuran untuk zakat, infag, sadagah, dan wakaf sebagai 
instrumen non-ekonomi yang secara substansi bekerja pada 
ranah ekonomi. Perintah zakat, infag, sadagah, dan wakaf 
adalah penyeimbang dan sekaligus sebagai support terhadap 
konsep ekonomi Islam yang ditawarkan di atas. Ekonomi 
Islam secara ekstrem, jika hendak disederhanakan adalah 
suatu ide pemikiran yang berangkat dari perintah larangan 
riba dan anjuran untuk berzakat. Secara alamiah, dua doktrin 
di atas adalah seruan seluruh agama secara normatif, yang 
di dalam Islam dijadikan sebagai ajaran tertulis dan menjadi 
rujukan praktis individu dan masyarakat dalam kehidupan 
sosial-ekonomi. Riba dan zakat adalah masalah yang terkait 
langsung dengan sosial-kemanusiaan yang diikat dalam ranah 
teologis-ketuhanan. Implikasi riba-zakat, dalam ajaran Islam 
tidak hanya beurusan dengan ranah kemanusiaan, namun 
tendensi doktrin riba-zakat lebih ke arah teologis. Logikanya, 
hubungan baik manusia-Tuhan dalam ajaran Islam adalah 
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tergantung pada pemahaman dan praksis seseorang dalam 
riba-zakat. 


2. Logika Ilmu Pengetahuan dan Filsafat 


Secara alamiah, ilmu pengetahuan terbentuk dari 
praktik dan pengalaman seseorang atau kelompok orang 
yang kemudian dipostulasikan sebagai ilmu pengetahuan 
dan standar kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah 
kebenaran obyektif yang terus berulang, didapatkan dari 
proses observasi yang terus menerus, dan diakui oleh banyak 
orang atas kebenaran yang dipostulasikan. Kebenaran yang 
dimaksud akan benar jika secara priodik dipublikasikan, 
dan disosialisasikan kepada banyak orang. Untuk menjamin 
kebenaran yang ada, publikasi dilakukan melalui dokumentasi 
tulisan, baik ditulis sendiri oleh penemu/pencetus kebenaran, 
dan atau dituliskan orang lain. 


Hal yang dituliskan di atas adalah kebenaran ilmu 
pengetahuan, yang prosesnya melalui proses indrawi dengan 
melibatkan unsur penalaran. Penalaran adalah proses berpikir 
untuk menghasilkan pengetahuan yang benar (logis dan 
analitis). Logika adalah proses penarikan kesimpulan dengan 
metode berpikir yang benar. Dalam tradisi ilmu pengetahuan 
dikenal logika induktif dan logika deduktif dalam proses 
menyimpulkan sesuatu/realitas. Logika induktif digunakan 
untuk menyimpulkan sesuatu yang berasal dari realitas. 
Sedangkan logika deduktif adalah sesuatu proses berpikir 
diawali dengan norma atau nilai. Dalam bahasa yang umum, 
logika induktif adalah proses penyimpulan dari yang khusus 
ke yang umum (from specifik to general), dan logika deduktif 
adalah proses penyimpulan dari yang umum ke yang khusus 
(from general to specific). Atau dalam kajian ilmu fikih, deduktif- 
induktif ini setara dengan dalil “agli dan dalil nagli. 


Kedua metode logika di atas, dalam ilmu pengetahuan 
ekonomi juga berlaku. Penetapan teori dan pemberlakuannya 
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dalam praksis ekonomi masyarakat didasarkan pada logika 
deduktif-induktif. Walaupun ekonomi adalah kajian yang 
bersifat material, namun dalam praksisnya sangat terkait erat 
dengan nilai, yang merupakan sustansi kehidupan manusia. 
Dalam metodologi ekonomi Islam, aspek nilai dan praksis 
ekonomi adalah sesuatu yang utuh-menyatu. Oleh karenanya, 
kajian ekonomi Islam menyatukan keduanya (nilai/ norma dan 
praksis) untuk kemanusiaan. Logika pengembangan ekonomi 
dalam Islam adalah berdasarkan basic instink (fitrah) manusia 
yang diambil dari nilai umum Our an-Hadis (deduktif) yang 
kemudian dikembangkan melalui praksis ekonomi yang ada 
dalam masyarakat (induktif). Logika berpikir yang seperti 
inilah kemudian yang menjadi acuan dalam pengembangan 
ekonomi Islam, baik teoritik maupun praksis. 


Kebenaran yang didapat melalui kebenaran ilmu 
pengetahuan adalah kebenaran yangbersifat nisbi (sementara). 
Sementara kebenaran yang datang dari Tuhan adalah sesuatu 
yang mutlak. Setiap orang harus pandai memilah antara dua 
kebenaran itu, karena seringkali seseorang/ kelompok orang 
melakukan perbuatan destruktif dengan mengatasnamakan 
kebenaran (nisbi). Ekonomi Islam adalah kebenaran ilmu 
pengetahuan yang juga di dalamnya mengandung kebenaran 
sementara, mengikuti hukum ilmu pengetahuan, dan tunduk 
pada perubahan. Jika merujuk pada dialektika Hegel, maka 
ekonomi Islam adalah upaya untuk formulasi ekonomi dunia 
yang berkeadilan berbasis ketuhanan. Jika formula gagal, 
dicarikan formula lain untuk memperbaiki pada titik mana 
kegagalan itu terjadi, dan seterusnya. Aktivitas hypothesis, 
thesa,dan anti-thesa adalah proses alamiah ilmu pengetahuan 
yang harus dijunjung tinggi untuk menjamin logika berpikir 
seseorang adalah benar dalam mendiskripsikan, mengnalisis, 
dan menyimpulkan sesuatu serta hubungan sesuatu itu 
dengan sesuatu/ realitas yang lain. Oleh karenanya, ekonomi 
Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah bukan agama, 
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karena Islam ekonomi tidak hanya diperuntukkan untuk 
orang yang beragama Islam, namun untuk kemanusiaan. 
Dalam kata lain dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui 
dan mempraktekkan Islam ekonomi tidak harus menunggu 
masuk menjadi muslim (penganut agama Islam). 


Ekonomi adalah sesuatu yang universal, yang kajiannya 
pun tidak dapat dilakukan secara parsial, yaitu dengan 
mengaitkan antar satu sistem dengan sistem lainnya. Islam, 
masyarakat muslim, dan dengan keseluruhan ornamen yang 
melekat di dalamnya adalah bagian dari sistem universal 
yang harus tetap berinteraksi dan terintegrasi dalam sistem 
secara keseluruhan. Interaksi inilah yang dibutuhkan secara 
ajeg-berkesinambungan untuk menghasilkan kebaharuan, 
atau dalam filsafat/teori sistem dikenal dengan emergent 
properties. Kebaharuan itu hanya akan mungkin terjadi jika 
konstruksi pikir dan aksi didasarkan pada kepaduan yang 
utuh-menyeluruh (Wwholeness-holistic). Ekonomi Islam adalah 
sesuatu yang dihasilkan dari proses kesadaran deduktif, yang 
coba diterapkan dalam wilayah spesifik. Perbedaan itu pasti 
ada, namun substansi yang diperjuangkan adalah sama. Oleh 
karenanya, Islam ekonomi adalah sesuatu yang nisbi, diproses 
melalui ilmu pengetahuan, dan tidak anti kritik-perubahan. 
Dan yang perlu dipertanggungjawabkan adalah kebenaran 
ontologis, kebenaran epistemologis, dan kebenaran axiologis 
ilmu ekonomi Islam. Itulah substansi akademik yang harus 
dikedepankan, diutamakan, dan dipublikasikan. 


B. Pengembangan Keilmuan 


1. Historisitas Ekonomi Syariah 
Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos dan nomos. 
Sedang Ekonomi sebagai ilmu (economics) dikenal sejak 
terbitnya karya Adam Smith pada tahun 1776. Aktifitas 
ekonomi adalah aktifitas rutin yang dilakukan oleh manusia 
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sebagai makhluk social yang meliputi aspek produksi, distribusi 
dan komsumsi. Oleh sebab itu, untuk mencapai keseimbangan 
dalam setiap proses tersebut, beberapa pemikir awal 
memberikan konsep teoritis agar kegiatan ekonomi tersebut 
dapat berjalan dengan baik, tanpa ada pihak yang rugi dan 
dirugikan. Dalam sejarah ekonomi Barat, karya Adam Smith 
adalah icon dan symbol kejayaan ekonomi Barat. Renaissance 
dalam bidang ekonomi Barat dimulai dengan terbitnya karya 
Smith tersebut. Dalam perjalanan sejarah pemikiran ekonomi 
Barat, Schumpter dan Spiegel mencatat bahwa terjadi stagnasi 
pemikiran selama ribuan tahun'. Pemikiran ekonomi Barat 
dimulai sejak masa pemikir awal seperti Plato, Aristoteles, 
Cicero, Xenophone dan pemikir lain abad II-IIT SM. 
Tidak banyak yang dapat dicatat sejarah pada masa ini selain 
pemikirantentangpenilaianburukdalampraktekpembungaan 
uang (riba). Selainitu, pemikiranekonomi Baratjugaberangkat 
dari Kitab Suci umat Kristiani yang juga membahas tentang 
pelarangan riba (1 M)? Diskripsi historis ini menggambarkan 
bahwa ada jumping stage, dan ketidakjujuran ilmiah sarjana 
barat dalam pemaparan data perkembangan ekonomi 


1 Joseph Schumter, History of Economic Analysis, (New York, Oxford 
University Press, 1954). 

2 Bagi pemikir pada masa ini, bunga adalah jenis pencairan uang 
yang paling dibenci dan berdasarkan bear, yang menciptakan keuntungan 
dari uang bukan dari penggunaan alamiahnya (sebagai alat tukar). 

3 Pelarangan tentang riba termuat dalam Lukas (6: 34-5) yang berbunyi 
sebagai berikut: “dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena 
kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang 
berdosapun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali 
sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan 
pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu 
akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang 
tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat”. Namun demikian, 
beberapa pendeta muda di Eropa sejak abad XVI mulai menghalalkan praktek 
riba hingga sekarang ini. Lihat Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi 
Perbankan Syariah, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), 7-8. 
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mereka. 1600 tahun adalah waktu yang sangat panjang', 

dan pemikiran ekonomi tidak hanya milik dunia Barat. 
Masalah ekonomi adalah masalah manusia, yang pada abad 
VII M sampai XIV M berkembang pesat di dunia Timur, 
baik secara konseptual maupun paktek. Sangat terbuka 
kemungkinan pada masa itu terjadi komunikasi yang dialogis 
antara Timur-Barat dalam bidang ekonomi, yang akhirnya 
menghasilkan “The Wealth of Nation”-nya Adam Smith, 
yang hingga hari ini masih menjadi ecuan ekonomi dunia, 
baik secara kenseptual-teoritik maupun praksis ekonomi. 
Tentunya, dengan pengembangan-pengembangan yang ada 
di dalamnya. 


Fondasi ekonomi di dunia Timur, baik secara 
konseptual dan praktek sudah dimulai sejak masa awal 
Islam (kerasulan Muhammad). Yang dimaksud di sini 
adalah pemikiran tentang kekayaan-kemiskinan, produksi- 
komsumsi, pertukaran-distribusi, harga-uang dan lain-lain.” 
Karya sarjana muslim pun yang terdiri dari ahli fikih, tasawuf 
dan filosof memberikan konstribusi yang khusus dalam 
ekonomi. Fugaha (ahli hukum Islam) memberikan pemikiran 
tentang aspek legalitas sebuah aktifitas bisnis dari sisi syariah 
(kesesuaian praktek bisnis dengan kerangka nilai dan norma 
yang dalam Our'an dan Sunnah). Para sufi memfokuskan 


4 Masa ini, oleh beberapa sejarawan dan ahli ekonomi Barat dikenal 
dengan masa dark ages (masa kegelapan). Di mana pada saat itu, dapat 
dikatakan tidak ada karya gemilang dalam berbagai bidang kehidupan di 
Barat, termasuk dalam bidang ekonomi. Lihat Joseph Schumter, Op.Cit. 

5 Dalam beberapa ayat al-Guran ada perintah untuk selalu 
berproduksi (OS. Al-Jum'ah, al-Insyirih: 4-5 dan lain-lain. Tentang komsumsi 
dan distribusi Al-Gur'an memerintahkan untuk tidak berlebihan dan selalu 
membayar sadagah, infag dan zakat. Al-Our'an juga melarang monopoli 
dan penimbunan agar adanya pemerataan distribusi ekonomi. Ayat al- 
Our'an tersebut juga dipertegas hadist-hadist rasul. Dari keterangan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa teori dasar ekonomi telah dibawa Muhammad 
sejak kerasulan beliau ada di Makkah. Bukan hanya sekedar apologi dan 
justifikasi terhadap nilai ajaran Islam. 
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diri pada nilai utama (fadlilah), moralitas dan spiritualitas 
dari kegiatan ekonomi. Dengan demikian inti tulisan para 
sufi dalam bidang ekonomi adalah tentang etika bisnis, baik 
yang bersifat vertical dan horizontal, the Islamic economic/ 
bussiness ethical frame. Sedangkan para filosof menyoroti 
tentang  obyektifitas dan rasionalitas aktifitas ekonomi. 
Karya fugaha, sufi dan filosof muslim dalam bidang ekonomi 
tersebut adalah sebuah bangunan sistem ekonomi Islam yang 
mencakup aspek moralitas-spiritualitas-rasionalitas, kerangka 
yang unik-konfrehensif-holistis yang membedakannya dari 
sistem ekonomi dunia yang lain." 


Beberapa karya intelektual muslim yang berpengaruh 
adalah seperti Zaid ibn Ali' (798 M.), Abu Yusuf' (731-798 .), 


6 Dalam pemikiran ekonomi konvensional, baik pemikiran sosialisme 
maupun kapitalisme, hanya mempertimbangkan aspek rasionalitas (economic 
rasionality). Masalah moralitas-spiritualitas, kesesuaiab dengan hukum 
umum (norma) yang berlaku dalam masyarakat dan tata nilai agama tidak 
pernah diabaikan. Aspek keseimbangan (yin-yang) antara kaya-miskin, 
produksi-komsumsi, harga-uang, pertukaran-distribusi dan lain-lain adalah 
hal utama yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut ditopang pula dengan 
nilai keseimbangan moralitas-spiritualitas: kejujuran, amanah dan saling 
menguntungkan dalam hubungan bisnis sesama manusia yang disertai 
dengan tanggung jawab kepada Allah. 

7 Beliau adalah cucu Imam Husein ibn Ali ibn Abu Thalib. Ide besar 
yang dicetuskan beliau adalah tentang pembolehan adanya harga tempo 
yang lebih tinggi dari harga tunai. Namun ia juga keras untuk menentang 
riba dan pemerasan oleh pemodal. 

8 Beliau adalah ahli figih pertama yang menulis kitab ekonomi, Al- 
Kharrdj. Awalnya, buku tersebut adalah serangkaian surat panjang Abu Yusuf 
kepada penguasa Abbasyiah, Harun Al-Rasyid. Buku ini telah diringkas dan 
dianalisis oleh Dhiya ad-Din ar-Rayis dengan judul Al-Kharrdj wa an-nuzh al- 
Miliyah fi al-Islam hatta Muntshaf al-Garn ats-Tsalist al-Hijri, diterbitkan oleh 
Fakultas Adab Universitas Kairo dan telah diterbitkan dalam bahasa Inggris. 
Karya Abu Yusuf ini juga banyak dibahas oleh Elias Tuma, Khurshid Ahmad, 
Al-Maududi, Zia al Hag dan intelektual muslim lainnya. Lihat Muhammad 
Nejjatullah Shiddigi, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, dalam Sejarah 
Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta, IIIT, 2001), 11. Buku ini adalah buku 
tentang pajak dan perpajakan dan peranan pemerintah dalam pembangunan 
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Muhammadibn Hasan al-Syaibiny”, Abu Ubayd al-Oasim'", Al- 
Mawardi" (1058 M.), Al-Ghazali”, Ibn Taimiyah”, Nasiruddin 


ekonomi masyarakat. Ide utamanya adalah tentang pajak pertanian, dan 
perpajakan perlu memperhatikan aspek keadilan, kewajaran, kesesuaian 
kemampuan untuk membayar dan akuntabilitas dari pemerintah. Lihat Al- 
Gadhi Abu Yusuf ibn Ibrahim, Kitab al-Kharraj, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 
1989), 23, 110-115. Ide Abu Yusus tentang pajak kurang lebih hampir sama 
dengan teori/konsep Adam Smith dalam perpajakan, khususnya tentang 
“canon of taxation, egual, certain, convenient and economical. Lihat MB. Hendri 
Anto, Pengantar EkonomiMikro Islami, (Yogyakarta, Ekonisia, 2003), 73. 

9 Karya utama beliau dalam bidang ekonomi adalah Iktisab ft ar- 
Rizg al-Mushtahab. Dalam buku tersebut beliau menginformasikan sumber 
produksi muslim, ijdrah, tijarah, zird'ah dan shind'ah dan pola komsumsi 
ideal seorang muslim, suka memberi tapi pantang meminta. Hendri Anto, 
Ibid, 74. 

10 Karya monumental beliau adalah Al-Amwil. Ide pokok dalam 
karya tersebut adalah tentang keuangan publik/kebijakan fiskal. Dalam 
buku tersebut dibahas tentang hak dan kewajiban negara dari sumber dana 
negara seperti zakat, wakaf, jizyah, kharraj dan lain-lain. Selain itu, buku ini 
adalah refernsi tentang sejarah kegiatan ekonomi 2 abad sebelumnya dan 
pemerintahan Madinah. Hendri Anto, Ibid., 74. 

11 Beliau menulis banyak buku tentang ekonomi. Di antaranya 
adalah Al-Ahkd as-Sulthdniyyah yang membahas tentang kebijakan fiskal. 
Karya beliau yang lain adalah al-Adab ad-Bin wa ad-Dunyd. Buku ini lebih 
focus pada etika bisnis yang merujuk pada nilai sufiesme. Karya lainnya 
adalah Al-Hdwy al-Mudharabah dan lain-lain. Ibid, 75. 

12 Imam Al-Ghazali adalah seorang yang dikenal memiliki 
pengetahuan yang sangat luas. Tulisannya mencakup masalah fikih, tasawuf, 
teologi, dan ushul fikih. Kajiannya dalam bidang ekonomi tersurat dalam 
karyanya Ihya Ulum ad-Din, yang membahas pentang pentingnya uang 
sebagai alat tukar dan pengukur nilai. 

13 Beliau adalah seorang pemikir yang menulis di berbagai bidang 
ilmu. Karya pentingnya dalam bidang ekonomi adalah As-Siyasah as- 
Syar'iyyah fi Ishlah ar-R@'i wa ar-Ra'tyyah dan al-Hisbah fi al-Islam au Wazhifah 
al-Hukiimah fi al-Islam. Dalam as-Siydsah, Ibn Taymiyah menawarkan tentang 
ide “pasar bebas” yang berada di bawah pengawasan negara. Pemerintah harus 
memberikan seperangkat aturan main yang mengatur produsen, pedagang, 
supplier dan agen untuk melakukan transaksi secara jujur dan fair. Intervensi 
pemerintah dalam praktek dagang yang mengandung unsure eksploitasi, 
pemaksaan, manipulasi, penimbunan dan lain-lain ketidakadilan adalah harus. 
Dengan demikian akan terwujud kestabilan harga /pasar. Lihat Ibn Taymiyah, 
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at-Ttisy dan lain-lain. Namun demikian, dalam bentuknya 
yang paling sederhana, konsep dan praktek ekonomi Islam 
telah dipraktekkan oleh rasulullah dan para sahabatnya di 
Madinah. 


Tanpa bermaksud “bernostalgia dengan kejayaan 
masa lalu, namun ini adalah data ilmiah-historis yang perlu 
disajikan untuk obyektifitas dan singkronisasi perkembangan 
(proses penyempurnaan) sebuah ilmu pengetahuan. Data 
ini sekaligus memberikan jawaban terhadap kevakuman/ 
stagnasi pemikiran ekonomi, yang diklaim sebagai hak milik 
Barat, selama berabad-abad. Selain itu, fakta ini harus disajikan 
sebagai motivasi bagi generasi muda Islam untuk mencapai 
kejayaan masa depan. Data sejarah bukan hanya sekedar 
lembaran putih yang dihiasi tinta hitam, namun lebih dari 
itu, lembaran tersebut dapat dijadikan sebagai upaya untuk 
mencatat lembaran baru untuk kehidupan masa depan. 


Sebelum kehadiran Muhammad, Mekkah dikenalsebagai 
kota dagang dan tempat singgahnya berbagai kafilah dari 
berbagai penjuru tanah Arab. Hal ini terjadi karena Mekkah 
dikenal dengan ka'bah dan sumber air yang tak pernah 
mongering (sumur zam-zam). Namun sayangnya, kekuatan 
ekonomi Mekkah hanya dikuasai oleh segelintir orang elit 
bangsawan Arab. Dengan demikian, eksploitasi ekonomi 
kelompok elit terhadap kelompok alit adalah sebuah realitas 
yang tidak dapat terhindarkan. Praktek bisnis “gurita adalah 
fakta yang tidak dapat dielakkan. Beberapa catatan al-Our'an 


As-Siydsah as-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Rd'i wa ar-Ra'iyyah, (Mesir, Dar al-Kitab 
al-Araby, 1969). 31-35. Untuk menghindari aspek eksploitasi, penipuan dan 
penimbunan dalam perdagangan diperlukan lembaga pengawas (al-hisbah, 
negara), yaitu sebuah lembaga yang tidak saja menciptakan hormonisasi 
hubungan social ekonomi, namun juga sebagai sarana untuk memerintahkan 
yang baik (amr al-ma'raf) dan mencegah kemungkaran (nahy al-munkar). 
Lihat Ibn Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islim au Wazhifah al-Hukimah fi al-Islam, 
(Mesir, Dar al-Kutub al-Araby, tth.), 6. 
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dan hadist nabi memberikan gambaran realitas masyarakat 
pada masa itu." 


Kehadiran Muhammad di tengah masyarakat Mekkah 
adalah untuk menegakkan kalimat tauhid dan mewujudkan 
keadilan ekonomi dalam masyarakat. Jika ditelaah lebih 
jeli, maka inti perjuangan Muhammad tertuju pada dua 
hal tersebut. Hal (bidang) ajaran lain adalah 'percikan' 
dari tingkat kemapanan dalam dua hal tersebut. Walau 
demikian, Muhammad tidak mengajarkan umat Islam untuk 
candu, mencintai dengan sangat, dikuasai dan menjadikan 
harta sebagai 'tuhan' dalam pikiran dan hati mereka. Yang 
demikian itu, harta dalam aktifitas ekonomi akan menjadi 
opium (racun) yang dapat merasuk dan merusak fisik dan 
psikis manusia. Oleh sebab itu, sebagai balance activities 
dibutuhkan penopang utama yang bersifat uliihiyyah agar 
fitrah kemanusiaan dalam kegiatan ekonomi tetap terjaga”. 
Di sinilah letak keutuhan ajaran Islam, menyatukan kebutuhan 
fisik-sosial-spiritual dalam setiap aktifitasnya, termasuk bidang 
ekonomi. 


Pada awalnya, gerakan ekonomi Muhammad berupa 
teguran dan sapaan terhadap masyarakat Arab yang 
materialistis-hedonis saat itu. Tegur-sapa tersebut mengajak 
kepada kelompok masyarakat Arab untuk mendermakan 
sebagian dari harta mereka melalui sadagah dan infak, 


14 Kritik al-Gur'an terhadap praktek masyarakat elit Arab ini tampak 
jelas dalam OS. At-Takatsur dan . Al-Humazah. 

15 Pada awal kerasulan Muhammad, dalam surat Makkiyah 
tergambarkan bahwa focus perjuangan rasul adalah penegakkan kalimat 
tauhid dan kritik terhadap sistem ekonomi masyarakat Arab yang tidak 
ada toleransi social dalam bidang ekonomi. Harta hanya bergulir pada 
kelompok tertentu, kelompok miskin tidak mendapatkan derma yang layak. 
Kepedulian dan solidaritas social dalam tata social masyarakat Makkah saat 
itu bisa dikatakan hampir punah. Celaan al-Gur'an terhadeap praktek ini 
dapat dilihat dalam OS. Al-Humazah, At-Takitsur, Al-M4'in dan lain-lain. 
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pemberian yang tidak mengikat kepada kelompok lemah tidak 
berdaya. Namun banyak kelompok Ouraish yang menentang 
dan mengusir Muhammad, yang ending-nya adalah peristiwa 
hijrah nabi ke Madinah." 


Di Madinah, yang pertama dilakukan 
Muhammad adalah membangun masjid dan 
pasar, pusat kegiatan spiritual dan ekonomi.” 
Masjid dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pasar 
dijadikan sebagai pusat ekonomi bisnis yang ada di bawah 
pengawasan kekuasaan, khususnya dalam penentuan harga 
dan distribusi (penguasaan) ekonomi. 


Selanjutnya rasulullah membangun bait al-mal 
wa at-tamwil sebuah lembaga khusus negara yang 
mengelola dana dari kaum muslimin yang kemudian 
didistribusikan sesuai dengan pos dana yang masuk." 


16 Pada masa itu masyarakat Mekkah mempunyai lembaga dir an- 
nadwah, lembaga masyarakat yang mayoritasnya dikuasai oleh para elit 
bangsawan Arab. Untuk menandingi lembaga ini, Nabi membentuklembaga 
dir al-Argam yang mengorganisir masa untuk memerangi ketidakadilan 
dan sebagai lembaga trainig umat Islam pada masa itu. Eksistensi lembaga 
inilah yang menimbulkan puncak kebencian bangsawan Ouraish terhadap 
Muhammad dan para pengikutnya dan mengusirnya keluar dari Mekkah. 
Lihat Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia, (Yogyakarta, UII Press, 
2005), 55. 

17 Karena dana Baitul Mal berasal dari berbagai macam dana, perlu 
ada pemilahan administrative yang jelas dan tegas, mana yang termasuk 
dana zakat, infak, wakaf, pajak, jizyah dan lain-lain, yang masing-masing 
telah mempunyai pos penggunaan yang khusus. M. Syafi'i Antonio, “Ekonomi 
Islam dalam Perspektif Sejarah”, Makalah, Februari 1995. 

18 Pada masa rasul, konsep pembayaran pajak di dua kerajaan besar 
seperti Romawi dan Persia dilakukan oleh para mentri dan punggawa 
yang kemudia diserahkan utuh-penuh pada raja. Dengan kata lain, pajak 
adalah upeti yang harus dibayarkan rakyat kepada raja. Oleh sebab itu 
Hasanuzzaman mengatakan bahwa pendirian Baitul Mal wa at Tamwil pada 
masa nabi adalah usaha yang revolusioner. Sebuah lembaga negara yang 
dikelola secara transparan dan terbuka dengan pola managemen dagang 
modern (keseimbangan antara penerimaan-pendapatan (revenue collection) 
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Lembaga ini merupakan lembaga penyimpanan harta 
masyarakat yang beorientasi pada welfare (kesejahteraan) 
masyarakat. Langkah ini adalah yang sangat baru, dan murni 
hasil ijtihad ekonomi Muhammad, karena mengingat pada 
masa itu para kaisar menarik upeti (pajak) dari rakyatnya 
untuk pemenuhan kebutuhan istana. 


Dana baital-malwaat-tamwilpadamasarasulullah diambil 
daridanazakat,infag,sadagah, wakaf, jizyah, kharraj danpajak." 
Penerimaan dana dari masyarakat diproses dan dibelanjakan 
secara transparan yang diorientasikan pada pemenuhan 
hajat masyarakat banyak (maslahah al-ummah). Oleh sebab 
itu, banyak ilmuan menyamakan bait al-mal wa at-tamwil 
pada masa rasul adalah sama fungsinya dengan Badan 
Keuangan Negara, dalam bentuknya yang sangat sederhana 
sesuai dengan kondisi dan perkembangan pada masa itu.” 
Lembaga ini juga memberikan pelayanan modal kepada 
publik dengan polamudharabah dan musyarakah.” 


Pada masa khalifah, perkembangan bait al-mal wa at- 
tamwil mencapai puncak pada masa Umar ibn Khattab. 
Sistem pengawasan yang ketat diterapkan pada masa ini. 
Perkembangan yang baru pada masa ini adalah adanya 
pemberlakuan kuota bagipedagangasing (principleof reciptory), 
yang pada masa rasulullah tidak ada aturannya. Kebijakan 


dan pembelanjaan (expenditure). Lihat Hasanuzzaman, Economic Function of 
an Islamic State, (Leicester, The Islamic Foundation: 1991), 138. 

19 Tagyuddin an-Nabhni, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 
Perspektif Islam, terj. (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), 253-64. 

20 Sebagian cendekia berpendapat bahwa selain sebagai lembaga kas 
negara, Baitul Mil wa at Tamwil juga berfungsi sebagai bank sentral yang 
berfungsi sebagai pengawas moneter. Eksistensi Baitul Mal wa at Tamwil 
sebagai lembaga moneter diperkuat setelah didirikannya Wilayat al-Hisbah 
yang mengawasi pasar pada masa rasul. Lihat M.A. Manan, Islamic Economic 
Theory and Practice, (New Delhi, Idarat-I Delhi, 1980), 78. 

21 H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian 
Umat, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), 11. 
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Umar yang paling populer dan mendapat kritikan keras dari 
para sahabat adalah tentang pembagian harta rampasan 
perang. Dalam aturan fikih dan tradisi yang dilakukan, 
seharusnya tanah rampasan tersebut diserahkan kepada para 
tentara muslim, namun oleh Umar tanah tersebut diserahkan 
kepada penduduk setempat dan hanya memungut kharrdj dari 
pengelolaan tanah tersebut.” 


Khalifah selanjutnya (Usman dan Ali) melanjutkan 
tradisi Umar, yang intinya adalah bahwa kebijakan ekonomi 
para sahabat selalu mengutamakan kepentingan umum, 
ketimbang kelompok, golongan apalagi pribadi tertentu. 


Pergolakan politik dan perebutan kekuasaan pasca 
kepemimpinan Ali membawa dampak negatif pada 
perkembangan bait al-mal wa at-tamwil. Pengeluaran lembaga 
ini lebih banyak terkuras untuk kepentingan kelompok politik 
umawiyah. Walau demikian, kalifah Umar ibn Abdul Aziz 
adalah tokoh yang menormalkan kembali fungsi bait al-mal 
wa at-tamwil yang memusatkan penggunaan harta negara 
untuk kepentingan masyarakat umum. Pada masa beliau, 
sulit untuk mendistribusikan zakat karena hampir tidak ada 
orang miskin dalam pemerintahannya yang singkat.” 


Jatuhnya dinasti Umawiyah ke tangan Abbasyiyah, 
bait al-mal wa at-tamwil mengalami pergeseran yang 
signifikan, khususnya dalam bidang moneter. Kecendrungan 
untuk menurunkan nilai mata uang emas dan perak dan 
menggantikannya dengan uang logam terjadi pada masa ini. 


22 Ijtihad Umarinijika ditinjau dari sisiekonomi, masuk dalam kategori 
kebijakan fiskal. Tanah tersebut jika diserahkan pada tentara muslimin maka 
tidak akan bernilai produktif. Oleh sebab itu Umar menyerahkan tanah 
tersebut pada penduduk agar aktifitas ekonomi tetap berlangsung dan ada 
pemasukan tetap dan realistis bagi negara yangbermuara pada kesejahteraan 
kaum muslimin secara umum. Lihat Hasanuzzaman, Economic Function of 
an Islamic State, (Leicester, The Islamic Foundation, 1991), 138. 

23 Hasanuzzaman, ibid., 140. 
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Walau demikian, etika ekonomi yang terkait dengan riba 
dan kestabilan nilai uang/tukar tetap terjaga sehingga tidak 
ada terjadinya krisis dan kesejahteraan masyarakat tetap 
terjamin. 


Fungsi bait al-mal wa at-tamwil sebagai lembaga fiskal 
dikembangkan secara ilmiah-amaliah oleh para pemikir dan 
pemerintah. Karya besar Kitab al-Amwal oleh Abu Yusuf dan 
Kitab al-Kharraj oleh Ibn Gudamah ditulis pada masa ini. Pada 
masa ini, bait al-mal wa at-tamwil juga difungsikan untuk 
membiayai kegiatan ilmiah dan penelitian, penerjamahan 
buku Yunani, militer dan pertahanan, produksi dan biaya 
rutin pegawai. 


Pasca kepemimpinan Abbasyiah, kerajaan Islam terpecah 
menjadi dinasti kecil, Turki Seljug di Asia Tenggara, Fathimiyah 
Mesir, Sasanid Spanyol dan terakhir Turki Usmani di Istanbul. 
Kehancuran Turki Usmani adalah tanda kehancuran dinasti 
Islam dan masuknya kolonialisme di hampir seluruh wilayah 
Islam. Hal ini juga berdampak pada kehancuran lembaga bait 
al-mal wa at-tamwil, yang kemudian menghidupkan kembali 
“babak baru pemikiran ekonomi dalam dunia Islam. 


Penindasan, keterbelakangan dan keterlepasan umat 
Islam dari 'poros' sejarah adalah kesuksesan imprialisme- 
kolonialisme dalam menanamkan doktrin sekulerisme. Hal 
ini mengakibatkan pada “kemandulan” kegiatan intelektual 
Islam, baik dalam bidang agama, pendidikan, hokum, politik, 
dan termasuk juga dalam bidang ekonomi selama ratusan 
tahun. Tokoh Islam pun berbicara dan berjuang atas nama 
nasionalisme, sehingga gerakannya terbatas dan parsial, hanya 
untuk kepentingan lokal. 


Pada dasawarsa 1940-an, muncullah beberapa tokoh 
denganide-ide yang go internasionaldanbanyak mempengaruhi 
pola juang umat Islam. Tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, 
Abu al-Ala Al-Maududi dan lain-lain adalah inspirator dunia 
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Islam dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi, Al- 
Maududi juga membahasnya, khususnya tentang kelemahan 
sistemekonomimoderndanriba. Pemikiranbeliauinikemudian 
bergulir dan berkembang yangakhirnya didirikan baital-mal wa 
at-tamwil di Mesir tahun 1969 oleh Abdul Hamid An-Naghar.“ 

Kehadiran lembaga ini adalah starting point kembalinya 
lembaga ekonomi Islam dalam dunia modern,” 
termasuk di Indonesia. 


2. Ekonomi Syariah Sebagai Ilmu Pengetahuan 


Secara umum, ilmu pengetahuan harus menenuhi 
tiga unsur pokok, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 
Ekonomi syariah, sebagai ilmu pengetahuan pun harus 
memenuhi tiga unsur di atas agar diakui sebagai sebuah ilmu 
pengetahuan. Hari ini, banyak orang yang masih rancau untuk 
membedakan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan, 
sebagai agama, sebagai praktek ekonomi, sebagai lembaga 
ekonomi dan seterusnya. Unsur ontologis, epistemologis, 
dan aksiologis ekonomi Islam perlu dikemas secara priodik- 
bertahap untuk sampai pada titiksempurna bangun-paradigma 
ekonomi Islam. 


Ontologi wilayah / bidang kajian keilmuan yang meliputi 
tentang substansi ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, 


24 Karena kepentingan politik Mesir saat itu, lembaga keuangan 
ini dibubarkan oleh pemerintah Mesir. Lembaga serupa kemudian 
dikembangkan di Kuwait, Bahrain dan beberapa negara Islam lainnya. 
Sejarah tentang perkembangan ekonomi dan perbankan Islam Pada masa 
Modern dapat dilihat dalam Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi 
Ekonomi Kontemporer, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999). 

25 Menurut Dawam Rahardjo, perkembangan lembaga keuangan 
Islam pada tahun 1970-an didukung oleh tiga hal, pertama, munculnya 
kekuatan 'petro dollar di negara muslim yang menguasasi minyak dunia. 
Kedua, munculnya kesadaran akan kebangkitan Islam pada abad XIV 
H. ketiga, hadirnya intelektual muslim baru yang mendapat 'sentuhan' 
pendidikan modern. Lihat Dawan Rahardjo, Islam dan Transformasi sosial 
Ekonomi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999). 
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ontologi ilmu pengetahuan selalu berangkat dari pertanyaan 
what, yang berupaya untuk menelusuri secara mendalam 
(radical-fundamental) atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan 
ekonomi syariah, sebenarnya tidak berbeda secara substansi 
dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengkaji tentang 
fungsi dasar ekonomi, produksi, distribusi, dan komsumsi. 
Yang membedakannya adalah aspek tauhid-rububiyyah dan 
penekannanya pada aspek keadilan dan keseimbangan. Dua 
hal ini terkait dengan nilai etis yang mempengaruhi instrumen 
ekonomi Islam. 


Epistemologi ilmu pengetahuan adalah terkait dengan 
cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Kajian episteme dalam 
ilmu pengetahuan biasanya fokus pada kajian metodologis 
dalam mendapat ilmu pengetahuan. Sebagaimana dibahas 
sebelumnya, secara umum metode yang dikenal dalam 
mendapat ilmu pengetahuan adalah dengan metode deduktif 
dan induktif. Dalam tradisi keilmuan Islam, paling tidak dikenal 
metode bayani, burhani, dan “irfani. Epistemologi bayani adalah 
logika deduktif melalui analisis norma, doktrin, dan ajaran 
yang tertulis dalam teks Gur an-Hadis. Pengetahuan tentang 
ekonomi disadur melalui proses penyimpulan kata-kalimat 
dalam teks yang kemudian disimpulkan makna, konsep, 
dan teori dari padanya. Konsep-teori yang disimuilkan ini 
kemudian diambil sebagai teori dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan ekonomi Islam. 


Epistemologi burhani adalah upaya deduktif-induktif 
dalam menyimpulkan realitas. Metode ini pada dasarnya 
adalah pengembangan lebih jauh atas kebenaran yang ada 
dalam metode bayani. Bisa jadi, dengan metode ini ilmu 
pengetahuan yang didapat melalui metode bayani diperkuat 
dengan bukti empiris yang didapat melalui proses induktif. 
Atau, bisa jadi ada hal baru yang didapat dan dijadikan sebagai 
cabang ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu yang sama. 
Adanya gabungan metodologi dalam epistemologi burhani 
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adalah upaya pembuktian, justifikasi, dan pengembangan atas 
kebenaran logika epistemologi bayani. Dalam bahasa yang 
paling sederhana, kebenaran teoritis-deduktif mendapatkan 
pembenaran dari proses induktif, atau ada pengembangan 
baru yang didapat dari proses induktif yang didasarkan pada 
logika deduktif. Kebenaran yang didapat dari proses burhani 
adalah berupa pembuktian melalui proses akal (analogi) yang 
melibatkan logic berpikir yang benar. 


Melengkapi epistemologi di atas, irfani disiapkan sebagai 
epistemologi yang berbasis pada nilai etis, yang membingkai 
keseluruhan epistemologi. Unsur utamanya adalah rasa 
(instink) yangdidasarkanpada tradisi ilmu pengetahuan. Dalam 
ekonomi, dikenal teori kesejahteraan. Dalam epistemologi 
bayani dijelaskan zakat sebagai solusi mencapai kesejahteraan. 
Tugas epistemologi burhani adalah merinci detail seseorang/ 
kelompok orang untuk mencapai sejahtera dengan zakat yang 
disebutkan dalam epistemologi bayani. Epistemologi irfani 
bermain pada wilayah prioritas yang diperjuangkan untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat melalui konsep zakat. 
Tentunya, epistemologi irfani akan terasah secara lamiah jika 
seseorang telah menguasai, dan secara matang memahami 
realitas secara wholeness dan comprehensive. 


Dalam konteks kajian ekonomi Islam, ontologi 
pengetahuan didapat melalui analisis Guran, Hadis, dan 
ijtihad. Secara umum, ontologi ekonomi Islam dalam Ouran- 
Hadis dapat diklasifikasi dalam konsep produksi, kepemilikan, 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan, tenaga kerja, upak, 
kemiskinan, kesejahteraan, diskribusi ekonomi, eksploitasi 
ekonomi, dan lain-lain. Konsep di atas kemudian diekplorasi 
lebih jauh melalui epistemologi burhani, yang kemusian 
dipayungi oleh epistemologi burhani sebagai kerangka nilai 
dalam berpikir dan praktek ekonomi. 


Dari aktivitas seperti di atas, ekonomi Islam sebagai ilmu 
pengetahuan terus dikembangkan melalui kebebasan berpikir. 
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Keterbatasan sumber deduktif sebagaimana digambarkan, 
menjadi kendala utama dalam pengembangan ekonomi Islam. 
Pada satu sisi Guran-Hadis sudah selesai diwahyukan, dan 
pada sisi lain masalah ekonomi terus berkembang. Di sinilah 
letak penting metodologi ekonomi Islam yang berbasis pada 
kajian metodologi Islam (Ushul Fikih), yang oleh Alwani diakui 
sebagai gueen of science in Islam. 


3. Definisi dan Konsep Ekonomi Syariah 


Berbasispadanorma danrealitas praktekekonomisyariah 


di masyarakat, beberapa akdemisi mencoba mendiskripsikan 
ekonomi syariah sebagai berikut : 


1. 


Muhammad Dawam Rahardjo membedakan ekonomi 
syariah sebagai ilmu pengetahuan, sistem, dan perilaku 
ekonomi. Ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan 
adalah ilmu pengetahuan yang bersumber dari Guran- 
Hadis. Beberapa istilah penting seperti khilafah, 
amanah,tolong-menolong(ta'awun), ihsan,  fastabigul 
khairat, musyawarah, ta'aruf, dan amal saleh perlu untuk 
dilakukan penafsiran ulang (kontekstual dan relevan) 
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi hari ini. 
Konsekwensinya, konsep kunci dalam ekonomi syariah 
wajib hukumnya diambil (driven from) Ouran-Hadis. 
Inilah yang kemudian membedakan ekonomi syariah 
dari ilmu ekonomi lainnya, sumber ilmu pengetahuan. 
Dari ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan di atas 
terbentuklah sistem ekonomi yang diadaptasikan dengan 
praktek ekonomi masyarakat-bangsa. Karena itu sistem 
itu mengikut tradisi yang ada di suatu wilayah. Ekonomi 
syariah mewarnai sistem yang ada di masyarakat. Dengan 
adanya pengetahuan dan sistem di atas, maka perilaku 
ekonomi akan secara alamiah terbentuk. Tiga hal tersebut 
di atas adalah ranah yang berbeda dalam kajian ekonomi 
syariah. Hakekatnya, Rahardjo ingin mengurai titik 
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temu ekonomi pancasila, demokrasi ekonomi, ekonomi 
kerakyatan dan ekonomi Islam. 


Hasanuzzaman menulis bahwa ekonomi Islam adalah 
pengetahuan dan penerapan perintah dan aturan yang 
ditetapkan Allah untuk mencegah praktek ketidakadilan 
dalam pengelolaan sumber daya untuk pemenuhan 
kebutuhan dalam rangka ibadah kepada Allah dan 
pengabdian pada masyarakat. Hal ini senada dengan 
Mannan yang menuliskan bahwa ekonomi Islam adalah 
ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah 
ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Ekonomi 
bukan hanya aktivitas, namun lebih berorientasi pada 
tujuan, dan tujuan ekonomi dalam kajian ekonomi syariah 
adalah human falah (kebahagiaan manusia). 


Muhammad Akram Khan menulis bahwa ekonomi Islam 
bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan 
hidup manusia (human falah) yang dicapai dengan 
mengorganisasi sumberdaya di muka bumi atas dasar 
gotong royong dan partisipasitif(islamic economics aims at 
the study of human falah (well being) achieved by organizing the 
resources of the earth on basis of cooperation and particpation. 
Konsep ta'awun (tolong-menolong), kebersamaan, dan 
partisipatoris adalah metode yang dimungkinkan untuk 
mengelola sumber daya secara maksimal untuk mencapai 
kesejahteraan (human falah). 


Muhammad Nejatullah Siddigi mendiskripsikan ekonomi 
Islam sebagai respon pemikir muslim terhadap tantangan 
ekonomi pada masa sekarang yang diambil dari Guran- 
Hadis yang diperkuat dengan pemikiran akal dan 
pengalaman praktis ekonomi. Siddigi nampaknya melihat 
ekonomi sebagai upaya pertahanan dan perlawanan umat 
Islam terhadap realitas perkembangan ekonomi modern. 
Hal ini juga senada dengan Haidar Nagfi yang menyatakan 
bahwa islamic economics is the representative muslim's 
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behavior in a typical muslim society, Hadirnya ekonomi 
Islam, menurut definisi ini adalah bukan karena ilmu 
pengetahuan murni, namun lebih pada aspek emosional 
umat Islam yang merasa tertinggal dalam ekonomi, dan 
hendak mengambil peran dalam ekonomi dunia. Untuk 
itu Nagvi menawarkan pemahaman terhadap nilai 
etik fundamentaln dan merunutnya menjadi aksioma 
yang bersifat operatif dengan menggunakan sebagai 
masyarakat muslim sebagai basis praksis ekonomi Islam. 
Terkait dengan ini, Afzalurrahman merinci delapan 
prinsip dasar ekonomi Islam yang meliputi aspek 
kebebasan individu, hak kepemilikan, pemertaan ekonomi 
yang wajar, adanya kesetaraan sosial, jaminan sosial, 
distribusi kekayaan secara merata, larangan monopoli 
(penumpukan harta), terwujudnya kesejahteraan individu 
dan kesejahteraan sosial. Postulasi yang dituliskan oleh 
Rahardjo bahwa usaha mengembangkan teori ilmu 
ekonomi Islam tampaknya mengandung dua ciri, yaitu 
di satu pihak terdapat kecendrungan kuat untuk bertolak 
dari matriks budaya, melalui pendekatan aksiologi 
untuk membentuk struktur etika Islam, yang dengannya 
tidak saja bermaksud membentuk masyarakat ekonomi 
melainkan juga membudayakan perekonomian. Namun, 
di lain pihak, terdapat usaha yang sungguh-sungguh 
untuk mengembangkan model-model matematika dan 
ekonometri dari tingkah laku manusia dan ekonomi yang 
telah dipengaruhi nilai-nilai Islam. 


. Syafruddin Prawiranegara menguraikan bahwa tidak 
ada perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi 
lainnya, karena semua sistem ekonomi bekerja atas dasar 
dua hal, yaitu pertama, tujuan mencari pemuasan berbagai 
keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup pribadi 
maupun keperluan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, 
prinsip atau motif ekonomi setiap orang atau masyarakat 
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akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya 
dengan tenaga yang sekecil-kecilnya. Hanya saja tujuan dan 
prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya dipengarusi, 
atau dibatasi oleh Our'an-Hadis, sumber ajaran Islam. 
Substansi yang diinginkan oleh pemikiran ekonomi Islam 
adalah keseimbangan dan keadilan distribusi dengan 
mengedepankan etika dan nilai sosial. 


6. A.M. Syaefuddin menyimpulkan bahwa ekonomi Islam 
didapat melalui proses deduktif dan induktif. Upaya 
yang dilakukan Syaefuddin adalah penelusuran ontologi 
ekonomi Islam melalui kajian deduktif dengan mereduksi 
ayat dan hadis ekonomi sebagai acuan normatif dalam 
merekonstruksi konsep-teori ekonomi. Pada tataran 
epistemologi, prosesinduktif dilakukan untuk mencermati 
praktek ekonomi masyarakat dan meramunya dalam 
bingkai ekonomi Islam. Dan pada tataran aksiologis 
Syaefuddin mengarah pada instrument yang harus 
dibangun dalam kerangka terwujudnya kesejahteraan 
ekonomi masyarakat. 


C. Islam dan Masa Depan Ekonomi 


Sebagai ilmu pengetahuan, harus diakui bahwa ekonomi 
Islam adalah sesuatu yang baru. Namun secara praktis, 
ekonomi Islam adalah sesuatu yang sudah teruji dalam 
ruang historis kemanusiaan yang panjang. Hanya saja praksis 
ekonomi muslim dalam realitas historis kemanusiaan belum 
terdokumentasikan secara sistematis sebagaimana logika 
berpikir ekonomi hari ini. Embrio ekonomi modern dengan 
lahirnya the wealth of nation Adam Smith adalah realitas 
dialektika Smith dengan lingkungan sekitar yang kemudian 
mengkristal menjadi mazhab ekonomi kapitalis, adalah 
pemikiran Timur yang diolah di Barat. Itulah dialektika ilmu 
pengetahuan, yang semestinya didiskripsikan secara jujur 
dan obyektif. Kapitalisme adalah mazhab ekonomi yang 
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bukan tiba-tiba muncul dari ruang kosong. Ada konsep-teori 
sebelumnya yang menghantar, yang secara obyektif belum 
diungkap oleh ilmu pengetahuan secara terbuka. Pada sisi 
ini, ranah ideologi dan regional “bermain', karena bagian dari 
penaklukan bangsa atas bangsa yang lain. The powerfull state 
memainkan peran dalam penguasaan aset ekonomi negara 
dunia. Penguasaan atas aset ini juga adalah bagian dari mazhab 
kapitalisme yang menyokong kuat para pemodal (kapitalis). 
Penjajahan masyarakat Eropa atas negara Asia adalah bagian 
dari misi penguasaan aset sumber daya dengan pendekatan 
dan kekuatan militer. 


Penaklukan dan penjajahan adalah alasan sosiologis 
bangkitnya pemikiran ekonomi Islam di Timur Tengah yang 
kemudian menyebar secara perlahan di beberapa negara 
muslim, termasuk Indonesia. Pengaruh aspek teologis dalam 
pengembangan ekonomi syariah juga dominan. Sosiologis 
dan teologis berjalan seiring dalam pengembangan ekonomi 
Islam dan memberikan corak-warna yang spesific dalam 
perkembangan ekonomi selanjutnya. 


Masyarakat dunia hari ini, hampir semuanya mengenal 
ekonomi Islam dengan istilah dan konsep yang beragam:Islamic 
services, profit sharing, bank tanpa bunga, sharia banking, dan 
lainnya adalah beberapa istilah yang merujuk pada praktek 
ekonomi syariah. Dalam catatan hari ini, tiga negara yang 
tercatat sebagai tiga besar produsen ekonomi syariah adalah 
Dubai, London, dan Malaysia. Yang menarik adalah London, 
negara dengan mayoritas non-muslim namun kuat dalam 
konsep dan praktek ekonomi syariah. Ini juga menunjukkan 
universalitas Islam dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam 
tidak hanya untuk muslim, namun juga diminati oleh non- 
muslim. Itu juga indikator bahwa ekonomi Islam dengan visi 
yang tegas dapat merubah arah ekonomi dunia di masa yang 
akan daatang. Ekonomi Islam hari ini masih mencari pola, 
menguatkan paradigma, dan mengokohkan fondasi keilmuan 


Phylantropy Islam Investasi Publik & Pembangunan 0 25 


untuk dapat berperan lebih banyak dalam pengembangan 
ekonomi dunia. 


Di Indonesia, ekonomi Islam substansinya seiring 
dengan ideologi ekonomi pancasila yang berbasis pada 
eonomi kerakyatan. Titik temu ideologi Islam dam Pancasila 
ini diharapkan memberikan sinergi untuk pengembangan 
ekonomi syariah. Sejak beridirinya Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 1999 adalah awal 
geliat pengembangan pemikiran ekonomi syariah di Indonesia 
dalam wadah sistem politik-hukum yang berlaku di Indonesia. 
Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah 
yang didukung oleh fatwa DSN-MUI dan Bank Indonesia, 
lembaga pendidikan dengan program studi ekonomi syariah 
berkembang pesat di seluruh Indonesia. Ditambah lagi 
dengan diundangkannya UU. No. 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan syariah, semakin menguatkan bahwa Indonesia di 
masa yang akan datang akan mengambil peran penting dalam 
pengembangan ekonomi syaraiah. 


Indonesia masih harus banyak berbenah untuk mencapai 
ke tittik terbaik pusat pengembangan ekonomi syariah 
dunia.Meski belum terbaik dalam pengembangan ekonomi 
syariah, dari sisi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia 
adalah yang terbaik dengan angka 39Yo per-tahun, yang jika 
dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya berkutat 
pada angka 19Yo. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia 
tidak terlepas dari beberapa hal, di antaranya adalah sebagai 
berikut : 


1. Faktor eksternal perkembangan ekonomi syariah di tingkat 
global. Dengan angka pertumbuhan yang mencapai angka 
390 bisa dikatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah 
di tingkat global bisa dikatakan baik. Perkembangan 
ekonomi syariah di tingkat global tidak hanya terjadi 
di wilayah negara muslim, namun juga diminati oleh 
masyarakat negara non-muslim. Ini adalah potensi 
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yang baik yang patut dikembangkan untuk menyokong 
pertumbuhan ekonomi syariah di dalam negeri. 


. Faktor potensi internal Indonesia juga berpengaruh 
kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah. Dengan 
mayoritas total penduduk muslim lembaga keuangan 
dan bisnis syariah menyebar, menguat, dan menguat 
sampai level grass root masyarakat. Indonesia, sebagai 
negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar sudah 
seharusnya menjadi icon bagi penguatan ekonomi syariah 
di tingkah global. 


. Hubungan baik Islam dan Negara di awal 1990-an adalah 
pintu masuk penguatan ekonomi Islam yang hingga 
hari ini mendapat sokongan yang kuat dari pemerintah. 
DSN-MUI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di 
lembaga pendidikan tinggi Islam, UU. Tentang perbankan 
syariah, dan beberapa instrumen lainnya adalah bukti 
keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi 
syariah. Di Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Nasional (BAPENAS) dibentuk lembaga Komite Nasional 
Keuangan Syariah (KNKS), di bawah koordinasi Bank 
Indonesia (BI) ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 
dan beberapa lembaga lainnya adalah lembaga “plat 
merah' yang mempercepat proses sosialisasi ekonomi dan 
lembaga keuangan syariah di masyarakat. 


. Seiring dengan keberpihakan pemerintah atas 
pengembanganekonomisyariah, diarus bawah masyarakat 
muncul kelompok menengah muslim yang terdidik 
dengan semangat religiusitas yang tinggi dalam mengawal 
ekonomi syariah. Tentunya, kelompok menengah 
muslim ini adalah amunisi yang kuat bagi penguatan dan 
pengembangan ekonomi syariah. 


. Dalam sejarah keuangan dan perbankan di Indonesia, 
lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang tahan 
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banting. Krisis ekonomi 1998 adalah tonggak sejarah" 
keunggulan lembaga keuangan dengan sistem syariah. 
Dalam kondisi krisis, banyak bank yang pailit. Di saat yang 
sama, bank syariah bertahan dan mampu mengembangkan 
usahanya. 


Ekonomi syariah tidak hanya mengikat sosial-emosional 
masyarakat muslim saja, namun juga rasio ekonomi 
menjadi pertimbangan utama. Produk profit sharing 
melalui mudharabah dan musyarakah adalah long/ 
short term contract yang dipandang menguntungkan bagi 
pelaku usaha. Konsumen lembaga keuangan syariah tidak 
hanya diperuntukkan bagi muslim, namun ekonomi 
syariah dengan perangkat yang ada di dalamnya adalah 
diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Keyword yang 
ditawarkan adalah keuntungan ekonomi yang berbasis 
etika kemanusiaan dan ketuhanan. 


Paling tidak, ada beberapa hal penting yang dapat dicatat 


terkait dengan praksis ekonomi syariah di Indonesia, yaitu 
sebagai berikut : 


1. 
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Penyaluran dana lembaga keuangan syariah yang tidak 
memberlakukan bungan (interest) lebih berpihak pada 
sektor ekonomi riil. Dampaknya, semua lini kehidupan 
ekonomi masyarakat dapat bergerak secara alami, yang 
juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 


Dengan adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia, 
mengundang investor asing terutama wilayah Timur 
Tengah untuk menyalurkan dana investasi dalam proyek 
pembangunan di Indonesia. 


Perilaku ekonomi yang berbasis etika religius mulai tampak 
dalam praktek keseharian masyarakat. Keberpihakan, 
keadilan, kejujuran adalah nilai utama yang diperjuangkan 
ekonomi Islam dalam praktek ekonomi riil masyarakat. 
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4. Karena tuntutan pada perubahan perilaku, maka 
dikembangkan juga lembaga pendidikan yang khusus 
melayani dan mengembangkan konsep, teori, etika, yang 
mendukung eksistensi ekonomi syariah secara utuh. 
Lembaga pondok pesantren, pendidikan tinggi Islam, dan 
lembaga profesi lainnya dibentuk untuk kebutuhan di 
atas. 


5. Tuntutan perubahan perilaku di atas juga disupport oleh 
kebijakan yang mendorong hadirnya perilaku ekonomi 
yang berbasis pada nilai etis sebagaimana dimaksud di 
atas. Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (POJK), UU. No. 21 tentang Perbankan 
Syariah, dan lain-lain adalah beberapa payung hukum yang 
menjamin terlaksananya praktik ekonomi syariah yang 
berbasis pada nilai etik. Kebijakan di atas juga dibarengi 
dengan adanya UU. 23 tentang Zakat, UU. 31 tentang 
wakaf, dan Fatwa Ekonomi DSN-MUI. 


Kesemua hal yang disebutkan di atas, menghidupkan 
roda ekonomi masyarakat secara utuh. Elemen yang satu 
menguatkan lainnya.Tentunya, kesemuanya harus berjalan 
di atas rel yang benar, baik teortik, kebijakan, dan praktek 
ekonomi. 


Misi besar ekonomi Islam adalah menghadirkan keadilan 
ekonomi dengan berbasis pada nilai etika dan mengedepankan 
nilai ketuhanan dalam praktek ekonomi. Inilah yang dalam 
doktrin Islam diyakini sebagai media yang dapat merealisasikan 
kalimat baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur(gemah ripah loh 
jinawi toto tentrem kerto raharjo). 
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PARADIGMA EKONOMI SYARIAH 
DI INDONESIA 


A. Ekonomi Islam Indonesia 


ada dasarnya, semua mazhab ekonomi 

( pnempnya tujuan yang serupa (untuk tidak 
mengatakan sama), yaitu kesejahteraan 

masyarakat. Hanya saja dalam pemenuhan kesejahteraan 
itu perlu mempertimbangkan manusia dari sisi individu dan 
comunal, serta dipertimbangkan dalam proses pemenuhan 
kebutuhanekonomi yangmencakupaspek produksi, distribusi, 
dan komsumsi. Pada tahap ini perbedaan teoritik-konseptual 
muncul. Ada semacam vested intrest yang datang dari pihak 
tertentu, sesuai dengan realitas perkembangan sosial yang 
terjadi dalam masyarakat. Tidaklah heran kemudian jika antar 
satu ahli ekonomi akan berbeda konsep dan pendapat dalam 
menganalisis economic problem. Belum lagi teori-konsep itu 
dihadapkan dengan realitas obyektif sosial-politik-ekonomi 
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yang membutuhkan jawaban khas atas kasus ekonomi di 
regional tertentu. 


Dalam ilustrasi di atas menunukkan bahwa ekonomi 
Islam /syariah itu hadir untuk menawarkan desain uliihiyah 
dalam menjawab permasalahan ekonomi. Tugas berat 
intelektual akademisi ekonomi syariah adalam memastikan 
bahwa tawaran ekonomi ini bukan sekedar perhelatan 
pemikiran 'Timur-Barat, dan menerjamahkan teori- 
konsep uliihiyah itu dalam tataran ekonomi modern. Tentu 
membutuhkan perangkat logic yang menghubungkan tradisi 
pemikiran Islam dan sistematika berpikir ekonomi. Dalam 
hal ini yang dibutuhkan adalah pergeseran paradigma shifting 
paradigm, memasangkembali (reconstrustion), dan menawarkan 
postulasi (sementara)atas keraguan banyak orang atas tawaran 
Islam ekonomi. Bagaimanapun, suara dari bawah menyatakan 
bahwa hampir tiada beda ekonomi syariah dengan ekonomi 
konvensional. Artinya bahwa eksistensi (distinsi) ekonomi 
Islam tidak hanya sebatas pada ranah otologis-epistemologis, 
namun juga aksiologis-nya, seberapa besar makna hadirnya 
ekonomi Islam dalam peta percaturan ekonomi global. 


Dalam konteks di atas, yang dibutuhkan adalah 
keutuhan dan kepaduan ekonomi Islam dengan sistem 
ekonomi masyarakat, regional, national, dan iternasional. Yang 
dibutuhkan adalah keutuhan paradigma dalam konstruksi 
ekonomi syariah dan instrument pengembangan yang ada di 
dalamnya. Hal ini penting mengingat bahwa paradigma adalah 
pola / bentuk yang akan diambil untuk merekonstruksi realitas 
untuk perubahan yang dimaksud. Sebagaimana yang diakui 
oleh beberapa pakar ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam 
adalah sesuatu yang belum final, dan perlu direkonstruksi 
secara berkala untuk sampai pada titik yang diinginkan. Di 
sinilah letak pentingnya paradigma dalam pengembangan 
ekonomi syariah. 
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Sayangnya, kondisi ideal Islam ekonomi itu belum 
terbentuk dengan baik, namun praksis ekonomi Islam 
sudah berjalan begitu massive di masyarakat dunia Islam 
dan mengambil pola-bentuk yang variatif di masing-masing 
regional. Sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, hadirnya 
ekonomi Islam ini adalah bukan hanya murni kegelisahan 
intelektual, namun juga didominasi oleh faktor emosional 
akibat keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan di 
wilayah muslim serta kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh 
antara Barat-Timur. Pertentangan ideologi, dan perlawanan 
kaum tertindas adalah faktor yang tersembunyi di balik 
hadirnya ekonomi Islam. Dunia Islam mungkin terlalu luas 
untuk dikaji, dan penulis hanya ingin menuangkan beberapa 
point pikiran Islam ekonomi dan ekonomi Islam dam konteks 
sistem di Indonesia. Ekonomi adalah unit dari sistem sosial 
yang tidak akan pernah existed dan developed tanpa adanya unit 
sistem lain dalam masyarakat. Interaksi antar-inter unit sistem 
dalam masyarakat itulah yang menghadirkan kebaharuan dan 
menawarkan ide-ide baru untuk pengembangan. 


B. Ekonomi Syariah: Basis Konseptual-Teoritis 


Sejak tahun 1940-an, para cendekiawan muslim dunia 
mengkaji secara intensif tentang ekonomi Islam, baik dari 
sisi sosial, politik, tafsir, fikih, sejarah, filsafat dan lain-lain. 


26 Secara historis, konsep ekonomi syariah ini diambil akar 
akademiknya dari zaman abad pertengahan Islam, dan secara praktek dapat 
ditarik dari praktek Nabi Muhammad danpara sahabat. Lihat Afzalurrahman, 
Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Yogyakarta: Yayasan Bhakti Wakaf, 
1999). Praktek inti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah dengan 
mendirikan bait al-mal. Lihat Hasanuzzaman, Economic Function of an Islamic 
State, (Leicester, The Islamic Foundation, 1991), 138. Lihat juga Tagyuddin 
an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. 
(Surabaya, Risalah Gusti, 1996), 253-64. Lihat juga M.A. Manan, Islamic 
Economic Theory and Practice, (New Delhi, Idarat-I Delhi, 1980), 78. Lihat juga 
A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta, 
Raja Grafindo, 2002), 11. Pasca Nabi Muhammad, beberapa ulama yang 
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Namun hingga hari ini, kesepakatan tentang ekonomi 
syariah itu masing “mengambang. Igbal menuliskan, 
the debate on “nature” of and “need” for Islamic economics 
and finance as an alternative paradigm is not settled yet”. 
Para cerdik-cendekia menyimpulkan sesuai dengan perspektif 
keilmuan masing-masing. Walau demikian, secara praktis 
ekonomi syariah terus berjalan sambil mencari pola dan 


model yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi.” 


Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks, yang 
oleh karena itu tidak dapat diselesaikan oleh ekonomi itu 
sendiri. Karena kompleksnya, ekonomi membutuhkan alat 
bantu kaji lain untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa ilmiah, 
dikenal istilah multidisiplin, intra-disiplin, antar-displin, 
integrasi-interkoneksi, integrasi keilmuan, dan seterusnya. 
Dalam konteks ilmu ekonomi Islam, yang dibutuhkan 
adalah pengetahuan tentang agama (hukum islam/fikih), 
ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi itu 
sendiri, dan ilmu lain yang berkenaan langsung maupun tidak 
dengan masalah ekonomi. Dengan logika berpikir seperti 
ini berarti setiap orang yang berpikir dan mengembangkan 
ekonomi Islam adalah mereka yang berpikir secara 
sistemik instutisional karena beberapa hal sebagai berikut 


merumuskan konsep ekonomi adalah Imam Al-Mawardi, Imam al-Gazali, 
Ibn Rusyd, Ibn Maskawaih, dan lain-lain dengan berbagai macam teori yang 
ditawarkannya. Lihat Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam 
Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), h. 
103-104. 

27 M. Syed Ali Igbal dan Muljawan, D. (2007), Advances in Islamic 
Economics and Finance', Proceedings of 6th International Conference on 
Islamic Economics and Finance, IRTI, h. 4. 

28 Ada dua pola pengembangan ekonomi syariah di dunia Islam, yaitu 
pertama desain pola ideal dengan rencana strategi jangka panjang tentang 
sistem ekonomi yang holistis-konprehensif. Kedua, pola pragmatis yaitu 
pola yang dilakukan dengan mengembangkan salah satu aspek ekonomi 
dari ekonomi syariah. Lihat Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi 
Islam..., h. 113. 


34 » Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag, dkk 


:? yaitu, Pertama, secara teoritik upaya pencarian konsep 
ekonomi Islam ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia yang berasas pada naluri dasar (fitrah) kemanusiaan 
yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan yang ada di dalam 
dirinya. Kedua, dalam kerangka diatas dibutuhkan rekonstruksi 
dan restrukrisasi yang koheren, konsisten, kenprehensif, dan 
holistis untuk sampai pada “titik kebenaran dan pembenaran. 
Ketiga, upaya diatas membutuhkan integrasi berbagai lini untuk 
membentuk kekuatan dan mewujudkan keunggulan dalam 
konteks aplikasinya. Dalam kata lain, bahwa ekonomi Islam 
harus dikembangkan berbasis ontologi yangjelas, epistemologi 
yang kuat, dan dalam kerangka axiologis yang mungkin dapat 
dirasakan oleh semua orang, bukan hanya kelompok Islam.” 
Mayor idea hadirnya ekonomi Islam adalah rahmat li al- “alamin 
yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang ada di dalam diri 
manusia. 


Bagir al-Shadr menuliskan bahwa ekonomi Islam 
adalah bukan ilmu ekonomi, namun mazhab ekonomi." 
Ekonomi Islam dihadapkan dengan sistem (mazhab) 
kapitalisme, sosialisme dan komunisme atas kegagalannya 
dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia.” 
Al-Shadr dalam karyanya ini memberikan kerangka moral- 


29 M. Dawam Rahardjo, “Rancang Bangun Ekonomi Islam', dalam 
http:/ /webcache.googleusercontent.com / search?g-cache:nolapwrekasJ:h 
ttp:/ /ekonomisyariah.org/ download / artikel/ Arsitekturyo2520EkonomiYo 
2520Islam.pdfyo2Brancang--bangun--ekonomi--islam--dawam trahardjox 
hi-en&&ct-—clnk, diunduh tanggal 2 Februari 2018. 

30 Dalam konteks inilah Rahardjo memetakan ekonomi Islam dalam 
ranah teoritis, sistem, aktivitas ekonomi. Lihat M. Dawam Rahardjo, Islam 
dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 3-4. 

31 Syahid Muhammad Bagir ash-Shadr, Islam and Schools of Economics, 
terj. Mazhab Ekonomi Islam, M. Hashem, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 
h. 140. 

32 Syahid Muhammad Bagir ash-Shadr, Islam and Schools of 
Economics,...h. 18-32, 58-86. 
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etis dalam aplikasi ekonomi Islam, dan sekaligus perlawanan 
teologis atas konsep yang tidak bersumber dari Islam. 


Secara sederhana, Mannan menulis bahwa 
ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial 
yang mempelajari masalah yang terkait dengan 
ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam.” 
Defininiyangdituliskandiatasmencakupbanyakhalyangsangat 
luas terkait dengan aktivitas dan teori ekonomi. Dalam konteks 
ini, definisi yang dikemukakan Mannan belum memberikan 
ciri khas dalam pemikiran ekonomi Islam. Implikasi yang 
paling nyata dari definisi di atas adalah bahwa teori dan praktek 
ekonomi Islam dapat menjiplak, atau memodifikasi praktek 
dan teori ekonomi dari manapun dengan menambahkan 
aspek nilai yang bersumber dari Islam (otoritas ketuhanan). 
Mannan menuliskan bahwa ada potensi ketuhanan (nilai) yang 
lepas dari aktivitas ekonomi modern sekarang ini. Inilah yang 
membedakan ekonomi Islam dari konsep ekonomi lainnnya.” 

Kerangka ontologis, epistemologis, dan axiologis ekonomi 
Islam dibangun dariproses deduksinas dan sekaligus dari proses 
induksi melaluiijtihad dalamsebuahsistemsosialtertentu, yang 
darinya dapat dikonklusi model, pola, dan konsep ekonomi 
yang tetap dan selalu bersandar pada realitas ketuhanan.” 

Dalam hal ini, Manan tidak menawarkan a distinct concept 
(konsep yang khas) dari ekonomi Islam, namun memberikan 
warna dan jiwa dalam aktivitas ekonomi secara universal, 
sebagaimana layaknya diketahui dan dipraktekkan secara 
umum oleh masyarakat dengan memasukkan nilai Islam. 


S.M. Hasanuz Zaman menuliskan bahwa ekonomi 
Islam adalah ilmu pengetahuan, praktek dan hokum. 


33 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory and Practice, 
terj. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana 
Bhakti Wakaf, 1993), h. 19. 

34 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic,... h. 20 

35 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic,....h. 15-16, 23-24. 
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Selengkapnya, ia menuliskan berikut ini, “islamic economic 
is the knowledge and applications and rules of the shariah that 
prevents injustice in the reguisition and disposal of material 
resources in order to provide satisfaction to human being and 
enable them to perform they obligations to Allah and the society” 
Dari definisi yang dikemukan Zaman di atas, ada upaya 
strukrisasi ilmu ekonomi Islam baik dari sisi ontologis, 
epistemilologis, dan aksiologis. Walaupun dia tidak secara 
tegas menunjuk mana aspek ontologi, epistemologi, dan 
aksiologi ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi ini oleh zaman 
harus dikaitkan dalam kerangka ketundukan hamba kepada 
Tuhan. 


M.N. Shiddigi menuliskan bahwa ekonomi Islam 
adalah the moslem thinker response to the economic challenge 
of their times. In this endeavour they were aided by the 
Ouran and the sunnah as well as by reason and experience.” 
Definisi yang dikemukan oleh Shiddigi ini adalah definisi 
ekonomi Islam yang bersifat sosiologis. Tidak ada point 
ekonomi yang ada di dalamnya, hanya menggambarkan bahwa 
ekonomi Islam itu hadir karena kegelisahan pemeluknya 
akan lemahnya sistem ekonomi dunia yang dianut sekarang 
ini. Dari kegelisahan itulah hadir para pemikir muslim untuk 
memberikan jawaban ekonomi, yang disandarkan pada 
kesadaran nilai moral yang bersumber daripada alOuran dan 
sunnah. 


Chapra lebih menekankan pada aspek keadilan produksi, 
distribusi, dan komsumsi dalam kajian ekonomi Islam. 
IamenuliskanekonomilIslamsebagaicabangilmupengetahuan 


36 Dikutip dari Siti Nur Fathoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2014), h. 156. 

37 Dikutip dari Siti Nur Fathoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, .... h. 157. 

38 M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge, terj. Islam dan 
Tantangan Ekonomi, Ihkwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 
h. 3-4. 
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yang dengan itu membantu mewujudkan kesejahteraan 
manusia melalui alokasi sumber daya yang terbatas yang 
masih dalam konfirmasi ajaran Islam tanpa pengekangan 
individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan 
kelangsungan ekologi (islamic ecomomics was defined as that 
branch of kenowledge which helps relize human well-being through 
anallocation and distribution of scarce resources thatisin comfirmity 
with islamic teaching without unduly curbing individual freedom 
or creating continued macro economic and ecological imbalances). 
Basis analisisnya adalah kegagalan ekonomi sistem kapitalisme 
dan sosialisme, dan kemudian manganalisis kegagalan 
tersebut dengan menggunakan teori magasid al-syart'ah,” 
khususnya teori yang dikembangkan oleh Imam Abi 
Samid al-Gazali dan Ibn al-Gayyim al-Jauziyyah." 
Dengandemikian, samahalnya denganMannan, Chaprabelum 
menawarkanpemikiranyangutuhdalambidangekonomilslam. 
Hanyasajaiamemberikantawaranyangbaik, yangmembedakan 
sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, 
yaitu bahwa ekonomi Islam berbasis pada nilai ketuhanan 
(tauhid), khilafah (perwakilan), dan “adalah (keadilan). 
Ketiganya ini adalah basis teoritis yang harus dikembangkan 
secara baik untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonomi." 
Rahardjo menuliskan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah 
pengetahuan dan penerapan, perintah dan tata cara (rules) 
yang ditetapkan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam 
penggalian dan penggunaan sumber daya material guna 
memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka 
melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.” 
Kemakmuran masyarakat dalam konsep ekonomi Islam hanya 


39 M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge,....h. 1, 7-9, 

40 Mengenai teori magasid al-syariah ini akan dikaji lebih lanjut dalam 
bab kajian berikutnya. 

41 M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge,...h. 201-215. 

42 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Tranformasi..., h. 10. Lihat juga 
Euis Amalia, Keadilan Distributif...., h. 115-116. 


38 Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag, dkk 


mungkin didapat melalui tauhid, kekeluargaan (brotherhood), 
kebersamaan (cooperation), kerja (work), produktivitas 
(productivity), kepemilikan (ownership), dan keadilan (justice). 


Peta pemikiran ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan 
dalam empat aliran, yaitu pertama, mereka yang berupaya 
untuk menghadirkan sistem ekonomi Islam sebagai sistem 
alternatif bagi kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme 
dalam mewujudkan kesejahteraan dunia (human walfare).“ 
Aliran ini memilih gerakan/perubahan radikal dari sistem 
yang sudah ada. Kedua, yaitu aliran yang mengakui bahwa 
sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbeda 
dengan sistem ekonomi yang sudah ada, namun mereka 
belum yakin betul untuk menghadirkan sistem ekonomi 
alternatif yang bersifat konprehensif. Oleh karenanya, 
gerakan perubahan yang ditawarkannya reformasi bertahap 
(gradual) terhadap model dan sistem ekonomi konvensional. 
Ketiga, aliran ketiga yaitu mereka yang menilai bahwa tidak 
ada bedanya sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi 
sebelumnya (kapitalisme dan sosialisme). Aliran ini melihat 
bahwa dogma dan nilai yang tertulis dalam nas mencakup 
tentang prinsip-prinsip ekonomi modern yang sejalan 
dengan asumsi modern dalam teori ekonomi neo-kalisik.” 

Oleh karenanya, aliran ini cendrung untuk tidak 


43 Euis Amalia, Keadilan Distributif...., h. 107. 

44 Tagiyuddin an-Nabhani adalah salah satu tokoh muslim yang 
meyakini aliran ini. Pemikiran ekonominya melanjutkan pemikiran Abu a'la 
al-Maududi yang dominan atas “pemaksaan' atas hadirnya sistem ekonomi 
alternatif yang menggantikan posisi kegagalan kapitalisme dan sosialisme 
dalam mensejahterakan ekonomi dunia. Lihat Tagiyuddin an-Nabhani, 
Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pespektif Islam, terj. An-Nizam al- 
Igtisadi fi al-Islam, Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 
h. 1-47. 

45 Kegiatan ekonomi, di mana-mana tempat sama saja. Yang 
membedakannya adalah moral ekonomi para pelakunya. Lihat M. Dawam 
Rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen, (Yogyakarta: Tiara Wacana 
Yogyakarta, 1990), h. 1. 
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menawarkan apapun dalam kajian eknomi Islam, kecuali 
menambahkan item nilai dan etika yang melandaskan 
praktek ekonomi modern yang berbasiskan pada nas." 
Keempat, mereka yang selalu melakukan kritik terhadap sistem 
ekonomi Islam yang beranggapan bahwa ekonomi Islam 
tidak mempunyai potensi / peluang untuk mendapat bentuk / 
pola keilmuan yang jelas. Ekonomi Islam, menurut aliran ini 
hanyalah Tanjutan dari kapitalisme plus zakat atau sosialisme 
plus agama (nilai ketuhanan). Ekonomi Islam adalah sebuah 
gerakan kultural-teologis vis a vis budaya/ekonomi barat. 
Ekonomi Islam hanyalah gerakan budaya, bukan murni untuk 
pengembangan ilmu ekonomi itu sendiri. 


Pola pengembangan ekonomi Islam, saat ini setidaknya 
dapatdipolakandalambeberapamodelberikutini, yaitupertama, 
konsep dan teori ekonomi Islam didorong oleh kekuatan 
ideologis yang berbasis pada kalam suci. Pendekatannya adalah 
holistis-doctrin. Kedua, konsep dan teori ekonomi Islam oleh 
cendekiawan muslim yang mendapat “polesan pendidikan 
Barat. Upaya yang dilakukan adalah dengan upaya rekonstruksi 
pemikiran dengan melakukan analisis fundamental- 
revolusionerfilosofis terhadap teks. Ketiga, melakukan 
rekonstruksi terhadap kaidah dan materi hukum (gawa'id al- 
ahkam) dalam bidang fikih mu'amalat. Keempat, upaya mencari 
pembenaran etis-teologis atas praktek ekonomi Islam.” 


46 Konsep homo-economicus Adam Smith adalah sama dengan 
homo-islamicus sebagaimana yang tertuang dalam konsep Islam. Lihat 
Bill Maurer, Mutual Life Limited Islamic Banking Alternative Currencies Lateral 
Reason Princeton University Press, 2005), h.36. Dalam realitas sejarah pun 
tercatat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang entrepreneur sebagai 
simbol kebebasan individu, dan turut serta aktif dalam menentukan pasar. 
Inilah yang dalam teori Adam Smith dikenal sebagai the invisble hand. 
Hanya saja, praktek bisnis Nabi diikat oleh kesadaran yang kuat antara 
potensi kemanusiaan dan tanggungjawab ketuhanan. Lihat Afzalurrahman, 
Muhammad as Trader, terj. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Yogyakarta: 
Yayasan Bhakti Wakaf, 1995), 1-35. 

47 M. Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Mekkah Menuju 
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Inilah yang diupayakan melalui pengembangan metodologi 
ekonomi Islam sebagaimana tertulis di point ketiga di atas dan 
melalui fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah, 
yang menjadi kajian dalam penelitian ini. 


C. Ekonomi Syariah di Indonesia: Sekilas Sejarah 


Ekonomi syariah hari ini adalah “buah dari pengkajian 
pemikiran cendekiawan muslim Indonesia dan praktek 
ekonomi sejak Islam itu hadir di bumi nusantara ini. 
Dalam sejarah pun tercatat bahwa kehadiran Islam di 
Indonesia melalui jalur ekonomi dan perdagangan," 
dengan pendekatan dakwah kultural yang dimulai daerah 
pesisir sebagai aktivitas kegiatan masyarakat saat itu. Islam 


Ekonomi Islam, (Bandung: Mizan, 1989), h. 103-105. Bandingkan dengan 
Mohammed Aslem Haneef, Contemporary Islamic Thought A Selected 
Comparative Analysis, (Kuala Lumpur: S. Abdul Mejeed & co., 1995), 
h. 12. Karim menuliskan bahwa mazhab ekonomi Islam sekarang ini 
terbagi dalam 1). Mazhab igtishaduna yang dipelopori oleh Bagir al-Sadr. 
Mazhab ini adalah mazhab yang tidak sejalan dengan ilmu ekonomi, baik 
teori, konsep, dan prakteknya. Oleh karenanya mazhab ini menggantikan 
konsep igtisad yang konsep dan nilainya berasal dari alguran dan sunnah. 
2). Mazhab mainstream IDB, yaitu mazhab ekonomi yang sejalan seiring 
dengan konsep ekonomi sekarang ini yang mengatakan bahwa masalah 
ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang berhadapan 
dengan keinginan manusia yang tak terbatas. 3). Mazhab alternatif kritis 
yaitu mazhab ekonomi yang konsisten untuk selalu kritis terhadap realitas 
perkembangan ekonomi. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi 
Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang juga dilakukan 
dalam ekonomi konvensional. Lihat Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro 
Islam, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 29-33. 

48 Ada tiga teori tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori 
Mekkah, teori India, dan teori Benggali. Azyumardi Azra, “Islam di Asia 
Tenggara PengantarPemikiran', dalam Azyumardi Azra, Perspektif Islam Asia 
tentang masuknya Islam di Indonesia, namun kesepakatan dari tiga teori itu 
bahwa Islam masuk melalui jalur ekonomi dan perdagangan.Lapidus juga 
menguatkan simpulan di atas. Lihat Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, 
alih bahasa A. Ghhufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo 1999), h. 720. 
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masuk nusantara ini dengan damai yang dimulai dari Sumatra, 
Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Islam “menyusup dalam 
urat nadi masyarakat nusantara dengan cara yang sangat 
indah, tanpa ada perlawan dari masyarakat pribumi.” 
Dari sinilah Islam mulai masuk dalam pusat pemerintahan, 
mempengaruhi, dan memainkan peran dalam pembentukan 
hukum dan ekonomi. Islam tidak hadir dalam wajahnya yang 
formal, tapi lebih pada memberi nilai dan mewarnai tradisi 
dan budaya lokal dalam masyarakat." Ada dua hal yang 
perlu dicatat tentang masuknya Islam di Indonesia. Pertama, 
masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam adalah 
masyarakat apatis terhadap agama. Kedua, Islam yang datang 
ke Indonesia menawarkan eguity dan eguality bagi semua 
anggota masyarakat sehingga nilai yang ditawarkan Islam itu 
bisa menggeser kebudayaan Hindu-Budha yang telah melekat 
pada masyarakat Indonesia sebelumnya. Dalam kontek ini, 
Islam adalah agama pembebas masyarakat dari sistem kasta 
dalam tradisi Hindu. Lihat Snouck Hurgronje, Islam di 
Hindia Belanda, (Jakarta: Bharata Karya Aksara 1983), h. 9. 

Oleh karenanya, Islam Indonesia hari ini adalah Islam 


49 Ada dua hal yang perlu dicatat tentang masuknya Islam di 
Indonesia. Pertama, masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam adalah 
masyarakat apatis terhadap agama. Kedua, Islam yang datang ke Indonesia 
menawarkan eguity dan eguality bagi semua anggota masyarakat sehingga 
nilai yang ditawarkan Islam itu bisa menggeser kebudayaan Hindu-Budha 
yang telah melekat pada masyarakat Indonesia sebelumnya. Dalam kontek 
ini, Islam adalah agama pembebas masyarakat dari sistem kasta dalam tradisi 
Hindu. Lihat Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, (Jakarta: Bharata 
Karya Aksara 1983), h. 9. 

50 Budaya sirri dalam tradisi Makassar adalah sebagai salah satu 
bagian dari hifz al-nafs yang dikembangkan berbasis pada nilai al-haya', 
dengan mempertimbangkan harga diri hifz al-'ird, dan hifz al-nasl. Lihat 
Sirajudi Ismail, “Sirri Na Pacce: Prinsip Dasar Sistem Perkawinan Orang 
Makassar, dalam Abdul Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Barat, (Makassar: Indobis 2006), 35-114. Baca juga M. 
Fachrirrahman, Sistem Perkawinan Masyarakat Bima, (Mataram: LEPPIM 
2008) 
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pelangi dengan identitas lokal masing-masing yang melekat 
padanya. Dalam tradisi masyarakat Minang dikenal istilah 
“adat bersendikan syara”, syara bersendikan kitabullah'. Di 
Makassar, Goa, Bone, Tallo, Bima, Banten, Cirebon, dan 
beberapa daerah Jawa punmengenalistilah yangsenada dengan 
masyarakat Minang dalam bahasa dan kalimat yang berbeda. 
Intinya bahwa ada semacam pengakuan kultural masyarakat 
Nusantara bahwa Islam adalah bagian dari hukum masyarakat. 
Hallag menuliskan bahwa hukum Islam adalah keunikan 
fonndasi kultural yang melingkupi psikis masyarakat muslim. 
Hukum Islam bukan hanya sekedar hukum, tapi melekat erat 
dalam nadi masyarakat Islam.” 


Dalam kaitannya dengan ekonomi, masyarakat 
nusantara sudah lama dikenalkan dengan materi fikih yang 
terkait dengan mu'amalat (hubungan sesama manusia) 
yang di dalamnya tertuang tentang materi ekonomi (bab al- 
bai', bab al-“agd, bab al-rahn, bab al-zakah, bab al-salam, bab 
al-mudarabah, bab al-murabahah, bab al-muzara'ah dan lain- 
lain). Bahkan di beberapa kerajaan/kesultanan nusantara 
dikenal lembaga baitul mal yang secara fungsional 
kelembagaan mengikuti pola baitul mal di masa khilafah.” 
Bahkan di beberapa basis masyarakat Islam Nusantara, 
dana baitul mal dijadikan sebagai sumber dana 
perjuangan untuk melawan/mengusir penjajah Belanda.” 
Demikian pula halnya dengan pembubaran Majlis Ulama 


51 Wael B. Hallag, The Origins and Evolution of Islamic law, (Cambridge: 
Camridge University Press 2005), h. 1 

52 Untuk lebih detailnya tentang ini dapat dibaca dalam B. Wiwoho 
dkk., Zakat dan Pajak, (Jakarta, Bina Rewa Pariwara, 1992). 

53 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 
(Jakarta: UI Press 1988), h. 32. Karena potensi zakat yang besar inilah 
kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 
tanggal 4 Agustus tahun 1893 dan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 
1905 tentang zakat. Lihat Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas Pengantar 
Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Gaya Media Pratama 
2001), h. 164. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam...., h. 33. 
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Ala Indonesia (MUAI) pada masa penjajahan Jepang, karena 
adanya upaya lembaga tersebut dalam menggalang dana 
zakat masyarakat melalui baitul mal yang didirikannya.” 

Pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia tercatat 
Syarikat Dagang Islam sebagai organisasi dagang yang 
didirikan oleh entrepreneur muslim pada tahun 1911. 


Perkembangan pemikiran ekonomi Islam 
selanjutnya dituangkan oleh Bung Hatta dalam 
konstek nasionalisme Indonesia. Ia menawarkan 
koperasi, yaitu konsep yang berbasis kebersamaan dan 
tolong-menolong yang bercirikan  ke-Indonesia-an.” 

Pengembangan ide ini kemudian dikembangkan oleh 
Muhammad Yunus yang menulis karya tentang ekonomi Islam 
dalam bingkai ke-Indonesia-an dengan konsep “bersamaisme . 
Tentunya ide ini berasal dari perkembangan pemikiran yang 
terjadi di Timur Tengah saat itu yang mencoba untuk mencari 
format untuk 'memerdekan' diri dari kungkungan dunia 
Barat, politik, sosial, dan ekonomi. 


IdeologiekonomiBungHattatertuangrapidalam Undang- 
undang Dasar 1945 sebagai idelogi resmi ekonomi Indonesia.” 


54 Lembaga ini dibubarkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 
24 Oktober 1943.Nourouzzaman Shiddigi, Figih Indonesia, Penggagas dan 
Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), h. 20. 

55 Penelusuran yang dilakukan oleh Sritua Arif, pemikiran ekonomi 
Hatta dicetuskan dalam majalah Daulat Rakjat No. 84 tanggal 10 Januari 
1934. Istilah yang pertama beliau kemukakan adalah ekonomi kerakyatan, 
kemudian menggelinding menjadi sosialisme Indonesia, sosialisme religius, 
dan kemudian ekonomi Pancasila. Istilah tersebut kemudian sering 
diucapkan kembali oleh Bung Karno dalam berbagai acara kenegaraan. 
Suharto juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam kerangka 
pengembangan ekonomi Pancasila pada awal tahun 1970-an. Bahkan hingga 
saat ini jargon ekonomi kerakyatan selalu menjadi materi kampanye politik 
untuk mengambil hati rakyat. Lihat Sri Esi Swasono, "Ekonomi Indonesia: 
Sosialisme Religius”, dalam Sri Edi Swasono dkk, Sekitar Kemiskinan dan 
Keadilan, (Jakarta, UI Press: 1988), 1. 

56 Lihat pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan secara 
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Walau demikian, secara praktis Indonesia jauh dari ideologi 
ini. Indonesia, termasuk juga negara berkembang lainnya 
terjebak pada kapiltalisme ekonomi dan laizes faire.” 
Sebagai negara merdeka, sejak awal Indonesia ditegakkan 
atas nama kebersamaan, integralisme, dan konsensus sosial.” 

Oleh sebab itu, kepentingan masyarakat banyak yang 
harus diutamakan, bukan orang per orang. Walau 
demikian, martabat seseorang tetap dan harus dihormati 


tegas bahwa 1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan, 2. cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai pleh negara, 3. bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar- 
besar kemakmuran rakyat. Makna kata 'disusun' artinya bahwa ekonomi/ 
perekonomian direncanakan oleh perangkat lembaga negara, bukan 
tersusun dengan sendirinya. Perekonomian tidak dibiarkan 'bebas', tapi di 
bawah kendali pemerintah. Pasal ini mempertegas bahwa mazhab ekonomi 
Indonesia adalah tidak berpihak kepada mazhab free market,invisible hand”, 
anti kapitalis-liberalis, anti kapitalisme global, dan anti imperialisme 
ekonomi. Bung Hatta mengungkap bahwa kapitalisme telah menggrogoti 
Indonesia melalui jalur feodalisme. Jika di Barat kapitalisme tumbuh subur 
vis a vis feodalisme, namun di Indonesia kapitalisme "menggandeng 
feodalisme sebagai alat untuk menguasai produksi masyarakat seluruhnya. 
Mohammad Hatta, Membangun Ekonomi Indonesia, (Jakarta, Inti Idayu Press, 
1987). 

57 Menurut Edi Swasono, ada lima kali gerakan pemikiran yang telah 
dilakukan untuk melawan laissez-faire. Namun setiap kali itu pula, selalu ada 
adaptasi perspektif ekonomi yang dilakukan oleh kelompok pembela pasar 
bebas. Globalisasi, juga salah satu kreasi positif pasar bebas untuk mengelak 
dari neo-mazhab ekonomi. Lima tahap gerakan pemikiran sebagaimana 
disebutkan di atas adalah sebagai berikut, pertama, tahun 1926 dilakukan 
oleh Keynes sebagai tokoh utamanya. Kedua, tahun 1944 disuarakan oleh 
Polanyi. Ketiga, tahun 1957 disuarakan kembali oleh Myrdal dan Galbraith. 
Keempat, tahun 1991 dikemukakan oleh Kuttner dan beberapa tokoh lainnya 
dari negara dunia ketiga. Kelima, tahun 2007 disuarakan oleh Hurwicz, 
Maskin dan Myerson (penerima hadiah nobel ekonomi) yang menegaskan 
kegagalan pasar bebas (the end of laissez-faire). Sri Edi Swasomo, "Ekonomi 
Islam dalam Ekonomi Pancasila, makalah seminar, Mataram, tanggal 1 
Agustus 2009. 

58 Revrisond Baswir, “Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan”, dalam 
Politik Ekonomi Indonesia Baru, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), h. 6. 
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dan dilindungi.” Pemikiran moral-etis dalam ekonomi 
disampaikan oleh Bung Hatta sejak tahun 1934.” 
Penolakan Hatta yang kuat terhadap selfinterest dan homo 
economicus-nya Adam Smith kemudian dilanjutkan oleh 
beberapa tokoh politik-ekonomi Indonesia seperti Mubiyarto, 
Sri Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Amin Rais, Sritua Arif, 
Ichsanuddin Norsy, Rizal ramli dan seterusnya. Secara bersama, 
kelompok 'penerus Hatta” ini mengawal perekonomian 
Indonesia. 


Hakekatnya nilai moral-etis sebagaimana yang 
dimaksud dalam pemikiran Hatta tertuang dalam 
pasal 33 UUD 1945. Inti dari pasal itu adalah praktek 
ekonomi yang didasarkan pada persaudaraan dan 
kebersamaan. Untuk merealisasikan nilai persaudaraan 
itu dibutuhkan lembaga yang sering disebut koperasi." 
Koperasi ini adalah sebagai wadah/sarana masyasarakat 
untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama. 
Dalam koperasi, semua anggota masarakat terlibat dalam 


59 Revrisond Baswir, "Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan”, h. 6. 

60 Penelusuran yang dilakukan oleh Sritua Arif, pemikiran ekonomi 
Hatta dicetuskan dalam majalah Daulat Rakjat No. 84 tanggal 10 Januari 
1934. Istilah yang pertama beliau kemukakan adalah ekonomi kerakyatan, 
kemudian menggelinding menjadi sosialisme Indonesia, sosialisme religius, 
dan kemudian ekonomi Pancasila. Istilah tersebut kemudian sering 
diucapkan kembali oleh Bung Karno dalam berbagai acara kenegaraan. 
Suharto juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam kerangka 
pengembangan ekonomi Pancasila pada awal tahun 1970-an. Bahkan hingga 
saat ini jargon ekonomi kerakyatan selalu menjadi materi kampanye politik 
untuk mengambil hati rakyat. Lihat Sri Edi Swasono, 'Ekonomi Indonesia: 
Sosialisme Religius”, dalam Sri Edi Swasono dkk, Sekitar Kemiskinan dan 
Keadilan, (Jakarta, UI Press: 1988), 1. 

61 Prinsip dasar yang membedakan koperasi dengan bentuk 
perusahaan lainnya adalah dihapuskannya konsep buruh-majikan dalam 
organisasi. Buruh juga dapat diikutsertakan dalam kepemilikan modal 
koperasi. Koperasi adalah tempat berkumpulnya pekerja untuk keperluan 
bersama. Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan, (Jakarta, Balai Pustaka, 
1954), 203. 
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kepemilikan, pengelolaan, dan pengawasan usaha. Masing- 
masing memiliki kedaulatan untuk mengendalikan dan 
mengembangkan usaha dalam koperasi. Kata kunci dalam 
pengembangan ekonomi koperasi adalah kedaulatan masing- 
masing anggota dalam mengembangkan usaha dalam wadah 
koperasi dan keterbukaan koperasi dalam menampungaspirasi 
ekonomi masyarakat. Inilah hakekat ekonomi pancasila,” 
aktivitas ekonomi yang diselenggarakan secara demokratis, 
didirikan, diselenggarakan, diawasi, dan dinikmati secara 
bersama. Kesejahteraan ekonomi yang diharapkan adalah 
kesejahteraan bersama. 


Diakui atau tidak, hakekatnya konsep ekonomi 
Indonesia diilhami oleh paham sosialisme-marxisme. Hanya 
saja, ada proses filterisasi dan pemaknaan nilai sosialisme- 
marxisme dalam kontek budaya masyarakat Indonesia. 
Hatta sebagai konseptor pasal 33 UUD 1945 menguraikan 


62 Ekonomi Pancasila menurut Mubiyarto mempunyai ciri berikut, 
pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsanagn ekonomi, moral 
dan sosial. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan 
pemerataan sosial (egaliterianisme) yang sesuai dengan asas kemanusiaan. 
Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian 
nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan 
ekonomi. Keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan 
meruapakan bentuk konkret dari usaha bersama. Kelima, adanya imbangan 
yang jelas dan tegas di tingkat nasional dengan desemtralisasi dalam 
pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan. Sedangkan Sri 
Edi Swasono menyatakan ciri ekonomi pancasila sebagai berikut, pertama, 
diberlakukannya nilai moral-etis yang didasarkan pada nilai Ketuhanan 
dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, kehidupan ekonomi yang 
beradab. Anti pemerasan, penghisapan, humanistik, dan tidak mengenal 
riba. Ketiga, aktifitas ekonomi didasarkan pada sosio-nasionalisme Indonesia, 
kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, kerjasama yang mutualis, 
bukan didasarkan pada persaingan-kompetitif mematikan! Keempat, 
perekonomian didasarkan pada demokratisasi ekonomi, mengutakan 
hajat orang banyak, kedaulatan ekonomi, dan ekonomi rakyat sebagai 
dasar perekonomian nasional. Kelima, kemakmuran rakyat yang utama, 
berkeadilan dan berkemakmuran. Sri Edi Swasono, Ekonomi Islam..15-16. 
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beberapa hal berikut: pertama, sosialisme Indonesia muncul 
karena suruhan agama. Nilai agama yang mendorong pada 
persaudaraan dan saling tolong-menolong adalah embrio 
sosialisme. Dalam hal ini ada "pertemuan cita sosial demokrasi 
Barat dengan Islam yang kemudian menghasilkan sosialisme 
khas Indonesia. Sosialisme di sini bermakna sebagai panggilan 
jiwa, bukan sebagai hasil dialektika dengan paham Marxisme. 
Kedua, sosialisme adalah jiwa pemberontak rakyat Indonesia 
yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari penjajah. 
Kezaliman, ketidakadilan, dan penghinaan penjajah selama 
ratusan tahun adalah spirit munculnya sosialisme Indonesia. 
Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak menerima 
Marxisme-sosialisme mencari sumber sosialisme lain dari 
dalam masyarakatsendiri. Sosialisme adalah tuntutanjiwa yang 
bertujuanuntukmendirikan masyarakat yangadil dan makmur 
bebas dari segala penindasan. Sosialisme, dengan semangat 
budaya kolektif yang ada dalam suku-bangsa Indonesia 
sesungguhnya telah hidup dalam masyarakat adat Indonesia, 
tinggal membingkainya dalam wadah ke-Indonesia-an.” 
Inilah cita dasar demokrasi ekonomi Indonesia. 
MengadaptasikannilairevolusisosialismeBaratdengancita-rasa 
Indonesia, yang kemudian tertuang secara tegas dan sistematis 
dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.“ 


63 Secara lebih panjang dapat dibaca dalam Mohammad Hatta, Persoalan 
Ekonomi Sosialis Indonesia, (Jakarta, Djambatan: 1963), 1-29. Pembelaan 
terhadap sosialisme sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa negara Islam 
dengan melakukan adaptasi kultural dan konseptual dengan pendekatan 
agama. Irak, Iran, Saudi Arabia, Maroko, Yordania adalah beberapa negara 
Islam yang pro terhadap sosialisme (isytiragiyyah). Lihat M. Amin Rais, 'Kritik 
Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme', dalam Sri Edi S., Sekitar Kemiskinan 
dan Keadilan, (Jakarta, UI Press: 1988), 10-11. 

64 Walau dalam perjalanannya, konsep ideal ini dikalahkan oleh 
kapitalisme yang 'menjelma' dalam berbagai wujud. Yang terjadi adalah 
kapitalisme kolusif yang dilakukan oleh Konglomerat dan Birokrat. Hal 
ini menyebabkan Indonesia kehilangan idealisme dalam pembangunan 
ekonomi. Akibatnya, 54”0 lebih asset negara dikuasai tidak lebih dari 200 
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Dari sinilah sebenarnya spirit ekonomi syariah Indonesia itu 
dikembangkan. Mempertahankan cita rasa Indonesia dalam 
keragaman sistem dan mazhab ekonomi. Sebagai mayoritas, 
pilihan masyarakat Indonesia adalah sistem yang yang secara 
teologis, ideologis, dan sosiologis dekat dengan masyarakat 
Indonesia, ekonomi syariah. 


Geliat ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan 
berdirinya BMT Salman di Bandung pada tahun 1970-an, 
yang kemudian diikuti dengan diskusi kecil berkelanjutan, 
yang kemudian direspon oleh MUI dan ICMI saat itu dengan 
menggelar sarasehan dan seminar tentang ekonomi syariah. 
KH. Ali Yafie saat itu sebagai motor penggerak kegiatan 
ini berhasil melakukan lobbi ke pemerintah yang akhirnya 
menghadirkan Bank Muamalat Indonesia, dan merubah 
kebijakan perbankan Indonesia dengan memasukkan istilah 
bagi hasil dalam undang-undang Nomor 2 tentang Perbankan 
tahun 1992. Selanjutnya undang-undang ini disempurnakan 
dengan undang-undang Nomor 21 tahun 1998 tentang 
perbankan. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin 
mapan dengan hadirnya UU. No. 21 tentang Perbankan 
Syariah tahun 2008. Dengan adanya payung hukum yangjelas, 
perbankan syariah dan lembaga ekonomi-bisnis lainnya yang 
berbasis syariah berkembang secara luas, asuransi syariah, 
syariah finance, pasar modal syariah, syariah micro finance, 
koperasi syariah, dan lain-lain.” 


orang konglomerat, 24Yo sisanya dikuasai BUMN/BUMD, dan sisanya 
dipegang oleh usaha kecil dan menengah. Konsentrasi kekayaan hanya 
terjadi di beberapa titik, yang akibatnya adalah kesenjangan, bukan hanya 
antar kaya-miskin, kota-desa, bahkan pelaku ekonomi sendiri terjadi 
kesenjangan yang menyebabkan pada keterpurukan ekonomi Indonesia 
yang berkepanjangan. A. Tony Prasetiantono, 'Ekonomi Rakyat dan Pasar 
Bebas', dalam Kiswondo dkk, Politik Ekonomi Indonesia Baru, (Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar: 2000). Lihat juga Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi 
Kerakyatan, (yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997). 

65 Walau demikian, masih banyak kritikan yang ditujukan bagi 
eksistensi lembaga keuangan syariah saat ini. Kritik yang paling menggelitik 
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Berbasis pada realitas di atas, MUI merespon geliat 
ekonomi syariah ini dengan mendirikan Dewan Syariah 
Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di penghujung 
Desember 1999, yaitu lembaga khusus yang bekerja secara 
otonom untuk mengolah dan memproduksi fatwa ekonomi 
yang mungkin diguna-kembangkan untuk kepentingan 
kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga ini secara 
aktif memberikan fatwa ekonomi kepada masyarakatsejak 
tahun 2000 hingga hari ini. Total jumlah fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga ini hingga hari sebanyak 121 fatwa 
yang mencakup tentang perbankan syariah, asuransi syariah, 
pasar modal syariah, pegadaian syariah, surat berharga negara 
syariah, akuntansi syariah dan pembiayaan syariah." 


Produk fatwa ekonomi ini, selain sebagai referensi 
bagi masyarakat juga sebagai rujukan bagi operasional 
bisnis dan keuangan syariah di Indonesia. Bahkan produk 
fatwa ini juga dijadikan sebagai bahan dalam menyusun 


adalah bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. 
Perbedaannya hanya pada nama, tapi spiritnya masih sama dengan sistem 
perbankan konvensional. Bank syariah dan konvensional masih di bawah 
cengkeram kapitalisme sehingga sulit untuk mewujud menjadi dirinya 
sendiri.Bank syariah dalam mengamankan produk yang ditawarkannya 
berlindung di bawah akad yang secara fikih diakui dan dibenarkan.Namun 
spirit akad belum mampu diperjuangkan dengan baik. Hasil wawancara 
dan diskusi bersama tim dosen di Fakultas Syariah dan ekonomi Islam IAIN 
Mataram tanggal 16 September 2015. Sebagai catatan pribadi penulis, untuk 
membandingkan perbankan syariah dan perbankan konvensional saat 
ini adalah bukanlah waktu yang tepat.Perbankan konvensional adalah 
sistem dan mekanisme keuangan yang telah berjalan ratusan tahun yang 
sampai pada tingkat kemapanan sistem dan telah melekat erat dengan 
benak masyarakat. Sementara perbankan syariah adalah suatu hal yang 
baru, dan masih terus berevolusi menuju cita idealnya. Dengan demikian 
membandingkan perbankan syariah dan perbankan konvensional pada 
tataran idealitas, untuk saat ini adalah sesutau yang tidak fair dan pincang. 

66 Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang 
Ekonomi Syariah, (Yogyakarta Pustaka Zeedny 2009). Lihat juga www. 
dsnmui.com diunduh tanggal 21 September 2015. 
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peraturan perbankan dan undang-undang tentang 
Perbankan Syariah di Indonesia. Geliat ekonomi syariah ini 
sebenarnya bukan hanya melanda Indonesia, tapi juga upaya 
pencarian umat Islam dunia atas jawaban keterbelakangan 
umat Islam selama beberapa dekade terakhir.” 
Perlawanan utama dilakukan dengan menawarkan sistem 
ekonomi syariah sebagai ganti atas sistem ekonomi kapitalis 
dan sosialis yang saat ini menjadi mazhab mainstream dalam 
aktivitas ekonomi dunia. Upaya yang diupayakan adalah 
dengan jalan menggali kembali terma, doktrin, dan ajaran 
ekonomi yang tertuang dalam ayat alGuran dan hadis dan 
mendesain ulang ajaran tersebut dalam konteks ekonomi 
modern. Salah satu media penting ekonomi saat ini adalah 
lembaga keuangan, yang digunakan sebagai lembaga 
intermediasi antar komunitas dalam masyarakat. Fatwa DSN- 
MUI, mau tidak mau, juga turut mendesain produk lembaga 
keuangan syariah agar praktek ekonomi syariah tetap 
berada di jalurnya, dan memberi dampak signifikan dalam 
pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. 


D. Desain Pengembangan Ekonomi Syariah Di 
Indonesia 


Secara umum, kerangka pengembangan ilmu 
pengetahuan dalam kajian keislaman mengambil dua 
pola, yaitu doktrinal-tekstual dan kultral-kontekstual. 


67 Abdul Manan menuliskan ada tiga alasan untuk mengembangkan 
ekonomi syariah, yaitu pertama, untuk belajar dari pengalaman terdahulu 
dengan mengidentifikasi alasan tentang kewajaran dan ketidakwajaran 
penjelasan perilaku ekonomi yang lampau dengan teori ekonomi Islam. 
Kedua, untuk menjelaskan keadaan ekonomi aktual betapapun masih 
bersifatfragmented.Ketiga, untuk mengientifikasi kesenjangan antara teori 
ekonomi Islam yang ideal dengan praktek masyarakat muslim kontemporer 
untuk mendapat suatu pencapaian ekonomi yang ideal. M. Abdul Mannan, 
Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa 1997), 
h. 15 
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Setidaknya, statemen di atas disimpulkan dari logika 
berpikir usil al-fikihyang dikembangkan sejak abad II H. 
dan menjadi induk pengembangan keilmuan dalam Islam. 
Alwani menyebutnya sebagai the gueen of science in Islam. 
Minhaji secara detail menjelaskan pola pengembangan 
usul al-fikihdalam bentuk logic of repetation atau logic 
of justification, yang secara ketat berpegang pada teks." 
Pola lain yang dikembangkan adalah penelusuran substansi 
maknateksyangdikaitkandenganrealitasempiris-kontekstual.” 
Pendekatan yang digunakan adalah maslahah dengan 
melibatkan aspek ratio-logic-empiric dalam memahami teks.” 

Teks tidak berbicara, dan tidak berdiri sendiri. Kitalah 
yang mengkomunikasikan teks dengan realitas, agar dapat 
dipahami dan diaplikasikan secara baik. Pada titik inilah 
Islam sebagai ajaran dan hukum dijadikan sebagai kontrol 
sosial (social control), rekayasa sosial (social engineering), dan 
memberikan kemaslahatan (social walfare) bagi masyarakat.” 


68 Akh. Minhaji, Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas: Perspektif 
Sejarah Sosial, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press 2004), h. 25. 

69 Akh. Minhaji, Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas..., h. 27 

70 Mazhab pemikiran yang mengembangkan metode maslahah 
dalam pengembangan kajian keislaman. Bahkan al-Tufi menguraikan dan 
mengkonstruksi lebih esktrem maslahah sebagai metode dengan empat 
alasan sebagai berikut: pertama, istiglalal- ugil biidrak al-masalih wa al-mafasid 
(kebebasan akal alam mengidentifikasi kemaslahatan dan mudarat). Kedua, 
al- maslahah dalilun mustagillun “an al-nusis (maslahah adalah dalil hukum 
yang terlepas dari teks/nas). Ketiga, majal al-“amal bi al- maslahah huwa al- 
mu'amalat wa al- “adat diina al-ibadatwa al-mugaddarat (keberlakuan maslahah 
hanya dalam bidang muamalah dan social, tidak dalam wilayah ibadah dan 
agidah). Keempat, al- maslahah agwa adillat al-syar'i(maslahah adalah dalil 
hukum yang paling kuat). Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori 
Hukum Islam Kritik Terhadap Teori Maslahah Al-Thufi, (Yogyakarta: Kaukaba 
Dipantara 2014), h. 96-99. 

71 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masayarakat dan Pembinaan 
Hukum Nasional, (Bandung: Putra A. Badrin 2000). Lihat juga Mochtar 
Kusumaatmadja, Pembangunan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, 
(Bandung: Binacipta 1986). 
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Ekonomi, dalam kajian keislaman adalah masuk 
dalam kategori hukum, karena hukum dalam kajian 
keislaman mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.” 
Dalam konteks di atas  Coulson kemudian 
mengerucutkan bahwa 'pertikaian kajian keislaman 
itu terjadi pada titik ektrem, revelation and reason, unity 
and diversity, authoritarianism and liberalism, idealism 
and realism, law and morality, stability and change.” 
Di sinilah letak dialog teks dengan realitas historis 
kemanusiaan.” 


Setidaknya, ada tiga lembaga otoritas di Indonesia yang 
hariinimengokohkaneksistensiekonomisyariah, yaitulembaga 
fatwa, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan, 
agama, pendidikan, dan politik. Halinisejalan denganpendapat 
Oaradawi yang menyatakan bahwa jjtihad itu dilakukan 
melalui ijtihad akademik, ijtihad fatwa, dan ijtihad konstitusi.” 

Implikasi dari tawaran di atas terhadap eksistensi ekonomi 
syariah di Indonesia hanya mungkin terjadi jika ada sinergi 
yang kuat-positif antara tiga sistem di atas. 


Sebagai sebuah sistem, tentunya ekonomi bukan 
sesuatu yang berdiri sendiri, dan harus berdialog dengan 


72 Liebesny menuliskan bahwa syariah covers every aspect of life and 
every field of law—international, cinstitutional, administration criminal, civil, 
family, personal, and religion. In addition, it covers an enormovus field wich would 
not be regarded as law at all in any modern clasification. Herbert J. Liebesny, The 
Law of Near and Middle East Reading, Cases and Materials, (New York: State 
University of New York Press 1975), h. 4. Lihatjuga dengan karya Muhammad 
Syaltat, Al-Islam Agidah wa Syar"'ah, (Beirut Dar al-Syurag, 1983), h. 58 dan 
Ahmad Hassan, The Early Development of Islamic Jurispridence, terj (Bandung 
Pustaka: 1984), h. 7. 

73 Noel J. Coulson, Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence, 
(Chicago, The University of Chicago Press: 1969), h. 58-76. 

74 M. Atho Muzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, 
(Yogyakarta Pusataka Pelajar: 1998), h. 246 

75 Yusuf al-Garadawi, al-Ijtihad al-Mu'asir, (Mesir: Dar al-tauzr wa 
al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), h, 41-5. 
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unit sistem lainnya. Dalam teori sistem diakui bahwa 
kebaharuan (realitas) yang ada hari ini adalah akibat adanya 
hubungan antar dan inter unit sistem dalam masyarakat.” 
Ekonomi (pemikiran dan perilaku) yang berkembang hari ini 
adalah bagian dari dialog/ hubungan antar unit sistem dalam 
masyarakat pada masa lalu. Interaksi antar unit sistem itu akan 
terus berlanjut membentuk pola baru, dan sangat tergantung 
pada model dan pola yang dikembangkan hari ini. Inilah 
yang dalam teori sistem dikenal dengan emergence properties.” 
Kesiapan lembaga pendidikan, reformasi fatwa, 
dan akomodasi politik perlu digiring pada interaksi 
yang positif dengan pola desain win-win solution.” 
Agenda pembangunan (ekonomi) di Indonesia harus 
berjalan, dan Ekonomi Syariah menjadi bagian dari proses 
pembangunan nasional. 


Dengan berbasis konsep di atas, penguatan ekonomi 
syariah harus selalu diinisiasi oleh lembaga pendidikan, 
lembaga fatwa, dan lembaga politik sebagai agen perubahan 
(agent of change). Lembaga pendidikan yang dimaksud di sini 
adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam (PTKI) sebagai corong untuk menyuarakan, 
mengembangkan, dan menguatkan konsep syariah dalam 
ekonomi. Proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian 


76 Jamshid Gharajedaghi, System Thingking Managing Chaos and 
Complexity, (Amerika: Morgan Kaufman 2011), h. 25-47. 

77 Muadz menyebut emergence dengan “fitur kebaruan, yang 
penyebabnya tidak bisa dilacak. Yang pasti bahwa emergence adalah fungsi 
dari interaksi keseluruhan komponen pada masing-masing level sistem 
Muhammad Husni Muaz, Anatomi Sistem Sosial Pendekatan Sistem, (Mataram: 
Institut Pembelajaran Gelar Hidup 2014), h. 75-76. 

78 Islam ekonomi harus didesain atas dasar kepentinganpembangunan 
ekonomi Indonesia, bukan kepentingan ideologi dan politik. Hal ini 
perlu ditegaskan karena Islam politik vis a vis negera selalu terjebak pada 
konflik dan kontra produktif dengan ide pembangunan. Muh. Salahuddin, 
Demokratisasi Ekonomi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Mataram: 
Lentera, 2013), h. 27. 
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masyarakat (Tri Dharma) di lingkup Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam harus diadaptasikan dan berdialog dengan realitas 
perkembangan ekonomi di masyarakat. Perubahan dan review 
ariah di Indonesia itu mestinya dibangun atas paradigmasistem 
yang berlaku di Indonesia, realitas sosial yang berkembang di 
Indonesia, dan dikembangkan atas dasar konsep-teori induk 
dalam kajian keislamanan, usul al-fikih. Dalam skema yang 
sederhana, tawaran di atas terangkum sebagai berikut : 


Sharia Legal 


Skema di atas menggambarkan ekonomi syariah bekerja 
dalam sistem Indonesia, dan terinteraksi dengan struktur/ 
sistem yangada di dalamnya. Simonovic mendefinisikan sistem 
sebagai acollection of various structuraland non structuralelements 
that are connected and organized in such a way as to achieve some 
specific objective through the control and distribution of material 
resources, energy, and information”. Untuk itu struktur yang ada 
dalam sistem harus bekerja dalam hubungan yang integrated, 
wholeness, multidimensi, dan berorientasi tujuan. Ekonomi 
syariah bukan "menara gading dan mesti jalan sendiri (selfish), 


79 Slobodan P. Simonovi'c, Systems Approach to Management of 
Disasters: Methods And Applications, (Canada Jhon Wiley and Son Inc: 2011), 
h. 55. Lihat juga A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, 5th 
edition, (New York: Oxford University Press, 1995), 1212. Auda menuliskan 
bahwa sistem adalah aset of interacting units or elements that form an integrated- 
whole intended to perform some function.Lihat Jasser Auda, Magasid al-Shariah 
as Philosophy of Islamic Law, (London: The International Institute of Islamic 
Thought 2008), h. 193-245 
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namun secara inten dikomunikasikan dan dikoneksikan untuk 
mencapai tujuan ekonomi, al-falah. 


Islam ekonomi dan ekonomi Islam hari ini adalah 
kajian keagamaan yang masuk dalam ranah kajian ilmiah- 
akademik-sosiologis. Sehingga mengkajinya pun tidak 
hanya mengandalkan doktrin-dogma yang nuansanya 
teologis. Sebagai muslim, tentuya Ia raiba(no doubt) atas 
apa yang tertera dalam kitab suci. Hanya saja tugas muslim 
selanjutnya adalah mengkomunikasikan Islam ekonomi itu 
dalam realitas ekonomi atas dasar keyaginan yang dianut 
dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang dipahami 
secara universal. Bukan berarti Ouran tidak ilmiah, akan 
tetapi membahasakan Ouran dalam dunia ilmiah itulah yang 
penting. Dalam bahasa yang sederhana, Oamaruddin Hidayat 
menuliskan “menerjamahkan bahasa Tuhan ke dalam bahasa 
yang dipahami oleh manusia” 
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ZAKAT DAN WAKAF: INSTRUMEN 
PEMBANGUNAN EKONOMI 


A. Pendahuluan 


ealitas adanya kaum miskin dan kaya 
dalam sejarah manusia adalah suatu 
eniscayaan. Namun demikian, keberadaan 
dua komponen kelompok manusia tersebut tidak harus 
dihadap-hadapkan. Sebaliknya, keberadaan dua kelompok 
tersebut harus saling bahu-membahu dan tolong menolong 
antara sesamanya. Dalam hal ini, diperlukan kepekaan 
pemerintah untuk mengantisipasi konflik-konflik sosial yang 
kemungkinan akan terjadi di antara dua kelompok ini." 


80 Dalam menjembatani dua kelompok ini, Jalaluddin Rahmat 
menawarkan teori rekayasa Sosial. Rekayasa sosial harus dimulai dengan 
merubah pola pikir. Akan mustahil untuk melakukan perubahan sosial tanpa 
disertai dengan perubahan pola pikir. Selain itu, keterlibatan pemerintah 
dalam rekayasa sosial tidak dapat diabaikan, karena kebijakan-kebijakan 
harus diputuskan oleh pihak pemerintah. Lihat Jalaluddin Rahmat, Rekayasa 
Sosial, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 37-58). 
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Dalam pengalaman berbangsa, pertikaian dua kelas sosial 
ini adalah sumber instabilitas bangsa. Jurang pemisah yang 
terlalu dalam antara dua kelompok ini, dalam sejarah bangsa 
manapun, merupakan sumber utama konflik-konflik sosial." 


Dalam Islam, kemungkinan terjadinya konflik-konflik 
sosial tersebut diatur dengan sangat rapi. Pada sisi politik, 
Islam memberikan keadilan bagi manusia dan menjamin 
persamaan hak dan kewajiban, dan hal ini sangat berkaitan 
dengan keadilan individu. Sedangkan sisi keadilan sosialnya 
diatur lewat kewajiban zakat dan penggunaan harta yang 
proporsional. Zakat, dalam Islam, selain sebagai ibadah” 
yang telah ditetapkan, zakat juga merupakan gambaran 
tanggung jawab sosial seorang muslim. Zakat juga 
diyagini sebagai sarana pengentasan kemiskinan, sebagai 
alat analisis penyebab kemiskinan dan membebaskan 


81 Pengalaman sejarah bangsa Indonesia misalnya, porak porandanya 
eksistensi negara Indonesia sekarang ini adalah akibat konflik dua kelompok 
sosialini. Perbedaan yangsangatmencolok dalam bidangekonomi, kebijakan- 
kebijakan yang tidak memihak pada kaum dlu'afa, dan ketidakadilan sosial 
adalah faktor-faktor utama dari instabilitas roda pemerintahan. 

82 Konsep ibadah dalam Islam adalah sarana yang telah ditentukan 
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ibadah tersebut, telah 
ditentukan waktu, cara dan kadar pelaksanaannya. Tidak seorangpun 
boleh menggantikannya. Ibadah tersebut adalah sholat, Puasa, Zakat dan 
haji. Dan jika dikerucutkan lagi, ibadah dalam Islam mencakup dua hal 
yang penting, menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah untuk 
berbuat keji serta berjuang di jalan Allah dalam makna yang seluas-luasnya. 
Lihat Yusuf al-Gordlowi, al-Ibadit fi al-Islam, (Beirut, Muassasat al-risalah, 
1988), hal. 203. Wahbah az-Zuhaily menambahkan bahwa ibadah tidak 
hanya berorientasi pada kesalehan individual, namun ibadah merupakan 
pengejewantahan keimanan, sarana pendidikan dan pembentukan moral 
yang berdimensi individual dan sosial. Selain itu, ibadah merupakan wadah 
uintuk membentuk peradaban dalam masyarakat dan dapat dijadikan sebagai 
tolok ukur untuk menilai sifat-sifat baik dan buruk dalam kehidupan sosial 
kemasyarakatan. Lihat Wahbah az-Zuhaily, Al-Our'an al-Karzm Bunyatuh 
asy-Syarz'ah wa Khoshoisuhu al-Hadloriyyah, (Beirut, Dar al-Fikr al-Mu'Ashir, 
1993), hal. 117-120. 
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manusia dari kehinaan, iri dan dengki.” Kata zakat, dalam 
al-Ouran. sering digandengkan dengan kata sholat.” 
Halini menunjukkan bahwa solat dan zakat adalah pilar utama 
bagi keberlangsungan manusia dan kemanusiaan dalam Islam. 
Sholat merupakan sarana untuk pemenuhan kebutuhan 
spiritual dalam berhubungan dengan Allah, dan zakat adalah 
sarana pemenuhan kebutuhan sosial sesama manusia.” 


Dalam sejarah kerasulan Muhammad —dan juga 
para nabi dan rasul sebelum Muhammad-, tercatat bahwa 
kehadiran beliau di tengah masyarakat Arab adalah 
untuk menyerukan kalimat tauhid dan menegakkan 
keadilan, yang merupakan inti dari ajaran Islam, 
termasuk di dalamnya adalah keadilan sosial-ekonomi." 
Tidak dapat disangkal bahwa ayat-ayat pertama (makkiyah) 
mengandung panggilan untuk beriman kepada Allah 
(tauhid) dan menentang tatanan sosial yang timpang saat 


83 Fauzi Athwa, al-Igtish6d wa al-Mal fz at-Tasyrz' al-Islamy wa an- 
Nudzhum al-Wadl'iyyah, (Beirut, Dar al-Golam al-Aroby, 1988), hal. 25. 

84 Menurut al-Oorodlowy, dalam al-Guran, kata zakat yang 
disandingkan dengan sholat sebanyak 28 kali. Lihat Yusuf al-Gorodlowy, 
Fikih Zakat hal: 142. 

85 Penjelasan lebih rinci mengenai hubungan sholat dan zakat, lihat 
Abdur Rahman Shad, Zakat and Ushr, (Lahore, Kazi Publication, 1986) hal. 
41-43. 

86 Ziaul Hag mendiskripsikan perjuangan nabi pada sektor keadilan 
ekonomi dengan sangat indah. Ia mengatakan, nabi adalah sosok ksatria yang 
menentang sistem yang berlaku dalam masyarakat pada saat itu, berusaha 
untuk menghindari eksploitasi kaum tertindas oleh orang-orang kaya di 
Masyarakat Mekah. Nabi Muhammad adalah sosok suci yang tidak hanya 
memikirkan dirinya sendiri, namun pikirannya selalu mengembara untuk 
membangun kesejahteraan masyarakat saat itu. Lihat Ziaul Hag, Revelation 
and Revolution in Islam, (Lahore, Vanguard Book, 1987), 23-25. Ilustrasi 
tentang perjuangan para nabi dari sisi keadilan ekonomi juga digambarkan 
oleh Ashgar Ali Engineer, The Origin and Development of Islam, An Essay on 
its socio economic growth, terj., (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), hal. 80-96. 
Sebagai informasi pelengkap, lihat Fazlur Rahman, Major Themes of the Our'an, 
(Chicago, Bibliotheca Islamica, 1980), hal. 38-40. 
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itu, khususnya dalam masalah diseguilibrium ekonomi, yang 
mana pada saat itu akses dalam bidang ekonomi dikuasai 
oleh sekelompok kecil elit (bangsawan) masyarakat Arab.” 
Sayangnya, perhatian terhadap perkembangan sosial ekonomi 
banyak diabaikan oleh inteketual muslim sekarang ini. Kajian 
keislaman sekarang ini lebih banyak bernuansa filosofis dan 
“melangit”. Sedangkan aspek “membumi” dari ajaran Islam 
kurang tersentuh secara proporsional. Namun akhir-akhir ini, 
muncul pembaharuan-pembaharuan dalam aktualisasi ajaran 
Islam, termasuk dalam ajaran zakat. 


Zakat yang selama ini dikaji secara dogmatis- 
normatif mulai terbuka untuk dikaji secara kontekstual. 
Ide-ide pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang masih 
bersifat tradisional mulai dirubah polanya sesuai dengan 
kondisi kehidupan real masyarakat modern sekarang 
ini. Zakat yang selama ini hanya bersifat karitatif, belas 
kasihan dari si kaya kepada si miskin yang bersifat 
atas-bawah  (top-down), yang menempatkan orang 
kaya sebagai subyek dan orang miskin sebagai obyek" 
sudah saatnya untuk diolah sesuai dengan pola dan 
perkembangan manajemen modern agar lebih berdayaguna 


87 Lihat OS. Al-Humizah (104): 1-7, al-Takdtsur (102): 1-4. Ayat ini 
merupakan indikasi dan sekaligus perintah bahwa orang kaya mempunyai 
tanggung jawab sosial yang besar dalam masyarakat. Bahkan surat al-Ma'un 
ini menjelaskan bahwa sholat sekalipun akan menjadi perbuatan yang 
munafik jika seorang muslim tidak punya keinginan untuk merelisasikan 
tanggung jawab sosialnya dan meningkatkan kesejahteraan orang miskin. 
Baca OS. Al-M3'un (107): 1-7. 

88 YB. Mangunwijaya menggambarkan dana apapun namanya, 
termasuk zakat yang bersifat karitatif sekarang ini ibarat petugas kesehatan 
yang memberikan balsem kepada orang yang sakit kanker. Artinya, bahwa 
orang-orang miskin hanya diberikan sedikitpenyambungnyawa yang berupa 
dana yang akan habis dalam satu atau dua hari saja. Setelah itu, mereka 
kembali menikmati kelaparan dan kemelaratan. Lihat YB. Manunwijaya, 
Gerundelan Orang Republik, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), cet. II, hal. 
55-59, 111-120. 
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bagi pengembangan dan aktualisasi diri orang-orang miskin. 
Pemikirandanide yang bersifatreformatif perlu dikedepankan, 
substansi dari perintah zakat harus ditonjolkan dan segala 
kemampuan dirahkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. 


Pintu-pintuijtihad” yang selama ini tersumbat dalam 
bidang zakat harus dibuka kembali, demi mencapai 
substansi dari ajaran zakat tersebut, memberdayakan 
orang miskin dan mengurangi jurang pemisah yang terlalu 
dalam antara si kaya dan si miskin. Ijtihad dalam bidang 
zakat, telah dan selalu dilaksanakan di Indonesia, baik 
secara individual maupun konstitusi. Keberadaan Badan 
Amil Zakat Infak dan Sodagoh merupakan salah satu bukti 
dari proses ijtihad tersebut dan merupakan respon positif 
pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di tanah air ini. 
Selain itu, respon positif pemerintah terhadap zakat ialah 


89 Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang 
optimal dalam menggali hukum syara. (Muhammad Abu Ishag asy- 
Syathibi, al-Muwifagot fz Ushul asy-Syarz'ah, (Kairo, Mustofa Muhammad, 
tth.), IV, hal. 89. Bandingkan juga dengan definisi yang dikemukakan oleh 
al-Amidi, al-Ihkam fz Ushil a-Ahkim, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), III hal 204. 
Bandingkan juga dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul 
fikih kontempoirer. Amin Abdullah mengatakan bahwa gerakan jijtihad 
dan tajdid adalah sikap mental untuk selalu siap bersikap kritis-konstruktif 
terhadap realitas historis manusia, teramsuk dalam bidang keagamaan. 
Lihat Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural, (Bandung, Mizan, 2000), hal. 
29.Kaitannya dengan al-ashl fz amr az-zakit, ijtihad tidak dapat diaplikasikan 
dalam masalah ini. Zakat adalah suatu permasalahan yang goth'i dan tidak 
dapat dirubah-rubah. Tapi yang perlu diingat di sini ialah bahwa dalam 
zakat ada tiga aspek penting yang diperhatikan, pemberi, pengelola dan 
penerima zakat. Pada aspek yang pertama (pemberian), mutlak tidak dapat 
dimasuki lahan ijtihad di dalamnya. Yang menjadi masalah dalam pemberian 
sekarang ini ialah kadar dan harta apa saja yang dapat diberikan yang sesuai 
dengan konteks masyarakat saat ini. Namun pada aspek kedua (pengelola) 
dan ketiga (penerima), aspek ijtihad sangat dominan dan harus ditekankan. 
Karena dua aspek yang tersebut terakhir akan sangat berhubungan erat 
dengan kondisi sosial-ekonomi suatu masyarakat. Lihat Ali Yafie, Menggagas 
Fikih sosial, (Bandung, Mizan, 1994), cet. II, hal.231-232. 
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dengan dikeluarkannya UU tentang Zakat tahun 1999.” 
Dalam realitas sejarah nasional Indonesia, pemerintah tidak 
pernah tidak, selalu memperhatikan masalah penting ini. 


Aktualisasi UU Zakat itu merupakan tugas daerah 
masing-masing untuk menginfentaris, mengumpulkan dana 
dari masyarakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan 
nash. Tugas ini merupakan bagian dari aktualisasi makna zakat 
yang substansial memberikan dana yang memberdayakan, 
mengusahakan kelompok penerima zakat keluar dari 
lingkaran kemiskinan, atau dalam kata lain yang sederhana, 
menjadikan si penerima zakat menjadi si pembayar zakat. 


B. Zakat Dalam Islam 


1. Definisi Zakat 


Kata zakat berasal dari kata kerja zakd yang bermakna 
mensucikan, membersihkan (thuhrun), menambah (ziyidah) 
dan menumbuhkan (numuw). Ada beberapa ayat al-Our'an 
yang mengindikasikan pada tiga makna tersebut. Zakat dalam 
arti suci tersurat dalam OS. asy-Syams, (9), al-Ala, (14), an- 
Najm, (32) dan lain-lain. 


Kata zakd juga telah lama dikenal dan digunakan 
oleh orang Arab, jauh sebelum datangnya Islam. Biasanya 
digunakan dalam syair-syair mereka. Namun demikian, kata 


90 Kebijakan dikeluarkannya UU zakat tersebut dilihat dari sisi 
politik hukum, memang sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
Ini menandakan bahwa pemerintah saat itu adalah pemerintahan yang 
demokratis, sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Mahfud, MD. 
Uraian mengenai Hubungan Pemerintah dan Produk Hukum ini baca 
Moh. Mahfud MD., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta, 
UII Press, 1998), hal 1-27. Namun demikian, realisasi pelaksanaan UU zakat 
di lapangan masih rancau dan tidak jelas. Menurut Rohani, hal tersebut 
disebabkan karena peta politik dan kondisi ekonomi sekarang ini masih 
kabur. Lihat Rohani Budi Prihatin, “Mencermati Undang-undang Zakat”, 
dalam Republika, edisi 25 Agustus 1999. 
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zakd yang digunakan dalam tradisi kebahasaan Arab tersebut 
tidak ada kaitannya sama sekali dengan perintah zakat yang 
ada dalam Islam. Zakat, dalam artinya yang spesifik, hanya 
dikenal dalam agama. Istilah zakat yang dikenal sekarang ini 
adalah setelah adanya perintah-perintah tentang zakat, baik 
pada priode Mekkah dan Madinah. 


Mengenai asal-usul kata zakat ini, Yosep Schact 
mengatakan sebagai berikut : 


“The word, for wich there is no satisfactory Arabic etimology, 
became known to the prophet in a much wider sense from 
usage of the Jews (Aramaic zakut) 


Menurut Schact, kata zakat berasal dari kata 
zakut (Yahudi) yang berarti tagwa. Nabi Muhammad 
menggunakannnya untuk kata zakat dalam makna yang 
lebih luas. Namun pendapat ini dibantah oleh Hasbi ash- 
Shiddigy dengan mengatakan bahwa ungkapan yang 
demikian tersebut bertujuan untuk merendahkan Islam.” 
Senada dengan Hasbi, Oorodlowy juga membantah 
pendapat Schact. Ia mengatakan, pendapat tersebut 
hanya mengada-ngada dan hanya berlandaskan pada 
hawa nafsu para orientalis belaka. Mereka mencoba 
untuk mengilustrasikan kata-kata, hukum, moral Islam 
dan lain-lain dengan mengatakan bahwa sumber-sumber 
ke-Islam-an tersebut berasal dari Yahudi atau Kristen.” 
Dalam kaitannya dengan zakat ini, Oordlowy menolak 
pendapat Schact dengan argumentasi sebagai berikut : 


Pertama, penggunaan kata zakat sebagaimana yang 
dipahami oleh umat Islam sekarang ini telah digunakan sejak 
awal priode Mekkah. Hal tersebut tampak dalam al-OGur'an 


91 Houtsma, M.Th. dkk. (editor), Fisrt Encyclopedia of Islam, (Leiden, 
EJ. Brill: 1987), hal. 1202-1203. 

92 TM. Hasbi ash-Shiddiegy, Op.Cit., hal 4. 

93 Yusuf al-Gorodlowy, Op,Cit. hal., 35. 
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al-Arof, (156), Maryam, (31), al-Anbiya', (72), al-Mu'minin, 
(4), an-Nam)|, (3), ar-Ruim, (39), Lugman, (4) dan as-Syiiro, (7). 
Selain itu, secara historis Nabi Muhammad tidak mengenal 
bahasa Ibrani, Yahudi atau bahasa yang lain, selain bahasa 
Arab. Beliau hanya berhubungan dengan orang-orang Yahudi 
setelah masa hijrah. 


Kedua, pendapat Schact tersebut sangat gegabah dan 
tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Kesamaan lafadz dan 
makna yang terdapat dalam dua bahasa bukan berarti bahasa 
yang satu menjiplak bahasa yang lain.“ 


Dalam pengertian syara zakat adalah harta 
tertentu yang dibayarkan pada waktu tertentu 
dan diberikan pada orang-orang tertentu pula.” 
Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan harta 
yang khusus yang telah mencapai nishob kepada orang-orang 
yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mengatakan, zakat 
adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang 
khusus sebagai milik orang yang khusus yang telah ditentukan 
oleh syari'at karena Allah. Menurut Hanafiyyah, zakat adalah 
hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus dan untuk 
kelompok yang khusus pula. Sedangkan menurut syafi 'iyyah, 
zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh 
sesuai dengan cara khusus.” 


W.C. Smith, seorang orientalis mengatakan bahwa 
zakat adalah sejenis pajak tahunan biasa yang diambil dari 
dana lebih orang-orang kaya. Zakat, hanya bentuknya yang 
khusus, dan sistem zakat ini hanya sesuai dan hanya dapat 
diaplikasikandalammasyarakatpertanianagriculturalsociety).” 

Namun pendapat ini dibantah oleh Ahmed dengan alasan 


94 bid, hal 36. 

95 Imam al-Mawardi, Al-Majmi', V: 325. 

96 Dikutip dari Wahbah az-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, 
terj. (Bandung, Rosda Karya, 1994) hal. 83-84. 

97 W.C. Smith, Modern Islam In India, hal. 100. 
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bahwa zakat adalah ibadah ritual berupa pengeluaran sebagian 
harta dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat, berkenaan 
dengan masyarakat pertanian, oleh Ahmed dikatakan bahwa 
Smith belum mengetahui sepenuhnya tentang Islam.” 
Menurut hemat pribadi penulis, memang Smith belum 
menkaji Islam secara holistik, sehingga ia memahami sebagian 
dan meninggalkan sebagian yang lain. 


Dari definisi-definisi di atas ada tiga unsur yang perlu 
diperhatikan dalam zakat. Pertama, “harta yang khusus”. 
Yang dimaksud dengan harta yang khusus ini adalah kadar 
yang harus dikeluarkan yang sesuai dengan ketentuan 
syari at. Kedua, “orang-orang yang khusus”. Zakat dibayarkan 
oleh orang-orang kaya dengan tujuan untuk didistribusikan 
kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut, 
sesuai dengan aturan syariah. Ketiga, “waktu yang khusus”. 
Pembayaran zakat dilakukan setelah mencapai haul. Artinya, 
pembayaran zakat telah ditentukan waktunya. Halini berbeda 
dengan sodagoh yang tidak terikat dengan hitungan waktu. 


Dalam al-Gur'an, ada beberapa kata yang mempunyai 
makna yang sama dengan zakat, di antaranya adalah sodagoh 
(OS. at-Taubah, 60, 104), hag (OS. al-An'am, 141), nafagoh 
(OS. at-Taubah, 34) dan “afw (OS. al-Arof, 199). Empat kata 
yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut bermakna perintah 
untuk zakat. Dari sini, Imam Mawardi menyimpulkan 
bahwa sodagoh adalah zakat dan zakat itu adalah sodagoh, 
berbeda nama tapi mengandung arti yang sama. Namun yang 
berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk 
shodagoh wajib, sedangkan shodagoh itu sendiri dikenal 
dengan sodagoh sunnah, distribusi harta yang tidak terikat. 


Perintah berzakat ini tertuang dalam al-Guran dan 
hadist nabi. Dalam al-Our'an, perintah zakat dalam bentuk 


98 Saekh Mahmud Ahmed, Economic of Islam, (Delhi, Idarah-I 
Adabiyat-I Delli, !980), hal. 119. 
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kalimat perintah, pujian, motifatif dan terkadang bersifat 
ancaman yang berbentuk intimidasi atau peringatan. Zakat 
dalam bentuk kalimat perintah di antaranya tertuang dalam 
surat al-Muzammil, (20), al-Bayyinah, (5), al-Bagoroh, (43, 83, 
110), al-Hajj, (78), al-Ahzab (33) an-Niir (56) dan al-MS'idah, 
(12). Bentuk kata yang digunakan adalah fi'l amr (kalimat 
perintah), yang dalam hal zakat biasanya menggunakan 
kata-kata |! (tunaikanlah), | ,20! (nafkahkanlah) dan J- 
(ambillah). 


Perintah zakat dengan nada memberikan motivasi 
tercermin dalam surat al-Bagoroh, (277), sebagai berikut : 


INI yo B9 SELAI Igkasg Igal cp JI ol 
He SAY, eanka Hal db SIS, 

Op LAN 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 
saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mendapatkan 


pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan 
tidak pula mereka bersedih hati” 


Adapun perintah zakat dengan nada memberikan pujian 
kepada mereka yang menunaikan zakat direkam dalam surat 
al-Maidah, (55), sebagai berikut : 


P Oya ob Lokah adl Sganyg BL SIS GI 
3 to Lal 
“Sesungguhnya walimu adalah Allah dan rasulnya, dan 


orang-orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan 
zakat” 


Sedangkan yang bersifat ancaman sebagaimana yang 
tertuang dalam at-Taubah (34-35), yang berbunyi sebagai 
berikut : 
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rb Eee Lp adl Il Did 
SS Na do geb 3 nana era le KE 
“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan 
menginfagkannya di jalan Allah maka gembirakanlah 
(kabarkanlah) mereka adzab yang pedih. Dan pada hari 
dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahannam, 
lalu ditempelkan pada jidat, lambung dan punggung mereka. 
Lalu dikatakan padanya, “inilah hasil timbunanmu yang telah 


engkau nikmati hanya untuk kalian sendiri, maka rasakanlah 
apa yang telah engkau timbun dahulu”. 


Sedangkan dalam hadist nabi, perintah zakat 
dinformasikan dengan kalimat perintah, anjuran, 
ancaman dan contoh langsung dari nabi dan para 
sahabatnya dalam menunaikan zakat. Imam Bukhori dan 
Muslim meriwayatkan sekitar 800 hadist yang berkaitan 
dengan zakat, termasuk di dalamnya adalah atsar.” 
Namun demikian, landasan utama kewajiban zakat adalah 
hadist nabi yang berbunyi sebagai berikut : 


Oly BINI JIV Ol Bole mb de INI 
H3 3S jl sluls Ha UPN) etl3 al JO gm IS 
Oles, Ba. 

Dalam hal ini, sunnah merupakan sebagai ta'kid 
(penguat) dan tabayyun (penjelas) al-Our'an. Hadist-hadist 


nabi tersebut merupakan suatu hal yang penting yang dapat 
dijadikan sebagai rujukan bagi pembinaan dan pengembangan 


99 Abdurrahman Oadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh dan Sosial, 
(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 48. 


Phylantropy Islam Investasi Publik & Pembangunan . 67 


zakat. Sumber zakat dan sasarannya harus tepat agar esensi 
dari zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang 
seharusnya memiliki bagian dari harta tersebut. 


Berkenaan dengan hal ini, sebagaimana yang terungkap 
dalam perintah Nabi kepada Muadz ibn Jabal ketika ia diutus 
ke Yaman,'” 


Ted | 3 
”Ajarkanlah kepada mereka bahwa mereka dikenakan pajak, 


yang akan diambil dari golongan orang kaya dan akan 
didistribusikan kepada kelompok miskin di antara mereka.“ 


Hal ini merupakan salah esensi pokok dari tujuan 
berzakat .Dari teks hadist di atas dapat ditangkap bahwa 
perintah berzakat bertujuan untuk mempersempit 
ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai pada batas 
yang seminimal mungkin .Keadilan ekonomi adalah aspek 
yang hendak dicapai dari zakat .Ketahanan suatu masyarakat 
sangat tergantung pada kebijaksanaan distribusi kekayaan di 
antara mereka .Jika dalam suatu masyarakat ada kelompok 
yang berkembang menjadi semakin kaya ,sedangkan 
kelompok yang lain tetap miskin ,maka masyarakat itu lemah 
dan mudah dihancurkan" 


2. Distibusi Dana Zakat dan Pengelolaannya 


Sebagaimana diuraikan di atas, al-Gur'an menjelaskan 
dan mempertegas kelompok-kelompok yang berhak 
menerima zakat. Dalam kata lain, selain yang disebutkan 
dalam al-Gur'an, tidak ada kelompok lain yang berhak untuk 


100 Muhammad ibn Isma'il al-Bukhori, Shohzh al-Buhkhbry, (Kairo, 
Isa al-Bab al-Halabi, t.th.), I, hal. 242. 

101 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj.(Yogyakarta, Yayasan 
Dana Bhakti Wakaf: 1996), hal. 250. 
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menerima bagian dari zakat. Garis demarkasi yang jelas ini 
merupakan batasan-batasan yang tidak boleh diabaikan dalam 
distribusi dana zakat. Penjelasan yang rinci mengenai distribusi 
dana zakat tertuang dalam ayat 60 surat at-Taubah , 


51 Jaw Bs oo WlpEJ las nge Aa 


SL ke Ng BN ya Lean nd 3 


“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fagir, 
miskin, pengurus zakat, para mu'alaaf yang dibujuk hatinya, 
untuk memerdekakan budak, orang-orang yang dililit hutang, 
untuk berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Bijaksana.” 


Kelompok-kelompok yang disebutkan dalam al-OGur an 
tersebut adalah orang-orang fagir, orang-orang miskin, 
para pengurus zakat, orang-orang mu'allaf, rigob untuk 
(memerdekakan)budak,orang-orangyangdililithutang, orang- 
orang yangdalam perjalanan dijalan Allah (ibn sabil) dan orang- 
orang yang berjuang fi sabilillah. Ayat-ayat tersebut bermakna 
sebagai Ooshr (pembatasan) hak pemilikan dana zakat.” 
Distribusi dan penyerahan dana zakat kepada delapan 
kelompok ini adalah bersifat wajib karena adanya kata faridloh 
pada bagian akhir ayat ini.'” 


102 Muhammad Rasyid ridlo, Tafszr al-Mandir, X, (Beirut, Dir al- 
Fikr, 1303 H.), hal. 489-490. Senada dengn apa yang dituliskan oleh Ridlo, 
al-Ourthubi juga menekankan pembatasan (hasr) dalam distribusi zakat. 
Lihat al-Gurthuby, al-Jami' li-ahkdm al-Gur'an, IV, (Beirut, Dir al-Kutub al- 
'ilmiyyah, 1993), hal. 107. Menegaskan akan pentingnya distribusi zakat 
kepada delapan kelompok ini, al-Gurtuby mengetengahkan suatu riwayat 
yang menceritakan tentang prilaku Nabi yang menolak seseorang yang 
meminta bagian dari zakat karena ia, dalam penilaian nabi, tidak layak 
mendapat pasokan dana dari harta zakat. 

103 Ibid., hal. 490. 
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Is Fakir dan miskin 


Miskin berasal dari kata sakana-sukin, 
yang berarti diam, tetap atau reda. Kata ini 
berarti — “diamnya sesuatu setelah  bergerak”.'“ 


Dalam al-Our'an, kata miskin dan kata-kata lain berasal dari 
kata kerja yang sama disebutkan sebanyak 69 kali. Dari 69 
kali tersebut, khusus yang bermakna kemiskinan disebutkan 
sebanyak 23 kalis 11 kali dalam bentuk tunggal (mufrad, 
Singular) dan 12 kali dalam bentuk jama' (plural).'” 


Adapun kata fagir berasal dari kata fagr yang mulanya 
berarti tulang punggung. Fagir adalah orang yang patang 
tulang punggungnya, dalam arti bahwa punggungnya patah 
karena memikul beban yang sedemikian beratnya sehingga 
mematahkan tulang punggungnya." 


Fagir, dalam istilah figih adalah suatu standar kehidupan 
yang di bawah rata-rata. Orang fagir adalah orang yang 
tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena 
kondisinya inilah ia meminta-minta untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kelompok orang yang 
seperti ini mendapat perhatian pertama sebagai kelompok 
penerima zakat. Dengan memperhatikan kelompok yang 
paling rawan ini, berarti telah mempersempit peluang untuk 
terjadinya konflik dalam masyarakat. Sedangkan miskin adalah 
suatu kondisi lemahnya seseorang secara materi, namun ia 
tidak mau meminta-minta. Dari sini, golongan Syafi'iyyah 
menyimpulkan bahwa fagir lebih buruk keadaannya dari 
kelompok orang miskin. 


104 Raghib al-Isfahani, Al-Mufrodit fit Ghorzb al-Our'in, lihat juga Ibn 
Mangdzur, Lisan al-Arob (Beirut, Dir Shadir, 1994). Lihat juga Ourais Shihab, 
Wawasan al-Our'an, (Bandung, Mizan, 1996), hal. 449. 

105 Muhammad Fuad al-Bagy, Al-Mu 'jam al-Mufahros li al-Alfadhz al- 
Our'in, (Beirut, Dar al-Fikr, 

106 Ourais Shihab, Op.Cit., hal 449. 
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Kelompok Malikiyyah menanggapi sebaliknya. Mereka 
mengatakan bahwa miskin lebih parah keadannya dari fagir.'” 
Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini, Sayyid Sabig 
mengambil benang merah dengan mengatakan bahwa fagir 
dan miskin itu esensinya sama. Fagir-miskin adalah lawan kata 
dari orang-orang kaya. Fagir-miskin adalah kelompok orang 
yang tidak memperoleh kecukupan hidup, sedangkan orang 
kaya adalah mereka yang mendapatkan kecukupan hidup." 
Pendapat ini juga didukung oleh OGorodlowi yang 
menyatakan bahwa tidak terlalu urgen untuk 
membedakan fagir dan miskin dari sisi bahasa dan 
istilah, karena pembahasan yang demikian tersebut tidak 
membawakan hasil yang riil dari sisi pendayagunaan zakat.'” 
Fakir dan miskin adalah suatu kondisi di mana seseorang 
tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kafagiran.'" 
Ia tidak memperoleh sesuatu karena ia diam, tidak bergerak, 
karena ia tidak mempunyai kekuatan atau kesempatan untuk 
memperolehnya. 


Mengenai hal ini Sahabuddin menafsirkan kembali 
masalah fagir-miskin yang sesuai dengan kontek sekarang 
ini. Ia mengatakan bahwa masyarakat sekarang ini terbagi 
dalam tiga kategori. Pertama, kelompok orang yang 
pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, dan 


107 TM. Hasbi Ash-Shiddigy, Hukum Figih Islam, (Semarang, Rizki 
Putra: 2001), hal. 141. 

108 Sayyid Sabig, Fikih az-Zaki4h, (Kuwait, Dar al-Bahrain, 1968), III, 
hal. 107. 

109 Oorodlowi, Fikih az-Zakih, II, hal. 456. 

110 Syahrin Harahap, Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan, 
(Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), hal. 83. Pendapat Syahrin sejalan dengan 
Bambang Sudibyo yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi 
depravasi terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar karena adanya 
perbedaan akses dalam bidang ekonomi. Bambang Sudibyo, “Substansi 
Kemiskinan dan Kesenjangan” dalam Awan Setya Dewanta (Ed.) Kemiskinan 
dan Kesenjangan di Indonesia (Yogyakarta, Aditya Media, 1999) hal. 11. 
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mereka ini mengambil jatah zakat. Kedua, yaitu mereka 
yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, namun sisa 
pendapatannya di bawah satu nishap. Mereka ini tidak wajib 
membayar zakat dan tidak berhak menerima zakat. Ketiga, 
kelompok orang yang pendapatannya memenuhi kebutuhan 
pokoknya, dan sisa pendapatannya tersebut melebihi satu 
nishap, terhadap mereka ini diwajibkan untuk berzakat.'" 
Menutut hemat penulis, point pertama adalah masuk dalam 


kategori fagir dan point kedua masuk dalam kategori miskin. 


Masuknya kelompok fagir-miskin sebagai penerimazakat 
bukan berarti memposisikan mereka sebagai “kelas bawah” 
dalam masyarakat. Keberadaan mereka harus diberdayakan 
untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan 
demikian, dana zakat yang sepantasnya diberikan kepada 
mereka adalah bukan hanya sekedar derma yang dapat 
menolong mereka dalam jangka waktu sehari-dua hari. Hal 
tersebut hanya akan menjadikan orang fagir-miskin sebagai 
pengemis sepanjang zaman. 


Umar ibn Khottob pernah mengatakan, jika engkau 
memberikan sesuatu (dana zakat) maka pemberian 
itu harus menjadikan orang yang menerimanya kaya.'” 
Dalam hal ini zakat yang diberikan harus bersifat 
menutupi kebutuhan hidup  fagir-miskin selama 
hidupnya. Seorang petani yang miskin diberikan alat 
pertanian. Seorang pedagang yang miskin selayaknya 
menerima modal yang cukup untuk pengembangan 
usahanya. Tukang bengkel sepantasnya diberikan 
padanya alat-alat mekanik untuk mendukung usahanya. '” 


111 Pendapat Sahabuddin Zaim ini dikutip oleh Sjechul Hadi 
Permono, Pendayagunaan Zakat.., hal. 12. 

112 Dikutip dari Yusuf @orodlowi, Al-Ibadah fz al-Islim, Op.Cit., hal. 246. 

113 Ide-ide seperti ini sebenarnya telah berkembang sejak zaman awal 
Islam. Madzhab Syafi iyyah dan Imam Syafi'i sendiri menetapkan perlunya 
pemberian zakat kepada kelompok miskin untuk mencukupi kebutuhan 
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Dengan demikian, zakat memberikan solusi bagi masalah 
sosial kemasyarakatan. 


Permasalahan yang tidak jarang diperdebatkan 
dalam hal fagir-miskin ini adalah berhakkah fagir- 
miskin yang non muslim menerima dana zakat? 
Sahabuddin mengatakan bahwa dana zakat juga 
mencakup kepentingan kesejahteraan bagi non-muslim.'“ 
Pendapat tersebut dibantah oleh An-Nawawi yangmengatakan 
bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim, 
karena zakat adalah ritual Islam dan dikhususkan untuk orang 
Islam. Non-muslim mendapatkan dana kesejahteraan dari kas 
negara yang lain.'” 


Menanggapi masalah ini Permono mengatakan bahwa 
ulama yang berpendapat bahwa non-muslim tidak boleh 
mendapatkan dana zakat sangatlah lemah. Ada beberapa 
alasan yang dapat dijadikan rujukan dalam hal ini. Pertama, 
Islam datang untuk keseluruhan umatmanusia (OS. al-Anbiya 
107). Kedua, kata fagir-miskin yang terdapat dalam OS. at- 
Taubah : 60 adalah mutlag, bukan mugoyyad. Artinya, tidak 
ada batasan ia muslim atau non-muslim. Hal tersebut juga 
didukung dengan hadist-hadist nabi yang mengatakan bahwa 
zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyyah (Ibadah sosial)."' 


2. Amil 


Kelompok ketiga yang disebutkan dalam al-Guran 
sebagai penerima zakat adalah orang-orang yang terlibat 
dalam mengurusi masalah zakat (al-'amilina “alaiha) yang di 


seumur hidup. Lihat Imam al-Nawami, Al-Majmi' Syarh al-Muhadzab (Mesir, 
Al-Muniriyyah, tt.) hal. 193. Bahkan An-Nawawi menambahkan ide tentang 
pemberian alat produksi kepada fagir-miskin yang sesuai dengan profesi 
masing-masing. 

114 Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat, hal. 17. 

115 Abdul Kholig an-Nawawi, An-Nizhom al-Mal fi al-Islim, (Kairo, Al- 
Mathba'ah al-Fanniyyah al-Hadzst, 1971), hal. 107. 

116 Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan zakat, hal. 18. 
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Indonesia sekarangini dikenal dengan istilah Amil. Penyebutan 
amil setelah fagir-miskin mencerminkan pentingnya posisi 
“amil dalam proses pengumpulan dan pembagian dana zakat 
tersebut. Biasanya, dalam kajian kitab-kitab fikih, “amil 
zakat erat kaitannya dengan pemerintah. Artinya, bahwa 
pengangkatan dan pemberhentian pengelola zakat ada di 
tangan Imam (kepala negara).'” 


Pelimpahan wewenangkepadanegara dalampengelolaan 
zakat ini, menurut Yusuf Oorodlowi mempunyai beberapasisi 
positif sebagai berikut, pertama, jaminan terlaksanya syariah 
zakat. Artinya bahwa negara dengan segala perangkatnya 
dapat memaksakan para wajib zakat yang enggan untuk 
membayar zakat. Karena bukan menutup kemungkinan ada 
banyak orang yang mencari hilah (akal) untuk menghindar 
dari kewajiban berzakat. Kedua, adanya pemerataan dalam 
distribusi dana zakat. Ketiga, menjaga perasaan para mustahig 
zakat. Dengan adanya lembaga negara, orang-orang miskin 
tak harus datang sendiri untuk meminta jatahnya dari orang 
kaya. Keempat, dengan pengelolaan oleh negara, distribusi 
zakat tidak hanya berkaitan dengan indifidu, namun juga 
menyangkut kemaslahatan umum, dan sektor ini hanya 
mampu ditangani oleh pemerintah." 


DiIndonesia, “amil dalam ketentuan figih tidak ditemukan 
Biasanya, “amil dibentuk oleh organisasi sosial keagamaan atau 
ta'mir masjid. Dari pola yang sederhana tersebut, kemudian 
munculide tentanglembaga pengelolaanzakatyangberbentuk 
swadaya masyarakat dan di bawah control dari pemerintahan.” 


117 Sebagai rujukan dalam hal ini dapat dilihat dalam Sayyid Sabig, Fikih 
az-Zakah, Opcit. hal. 112. Lihat Juga Al-Jassas, Ahkam al-Gur'an, (Beirut, Daar 
al-Kutub al-Arabi, 1335 H.) hal 155. Lihat Juga Ibn Hajar al-Asgolani, Subul as- 
salim, (Bandung, Maktabah Dahlan, tt.) I hal. 141. Demikian pula Muhammad 
Raszd Ridlo, Op.Cit., hal 513. Yusuf Gorodlowi, Opcit., II, hal 576. 

118 Yusuf Gorodlowi, Musykilit al-Fagr..., hal. 144. 

119 M. Ouraish Shihab, “Membumikan” Al-Gur'an, (Bandung, Mizan, 
1995), hal. 323. 
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Perkembangan selanjutnya, dengan diundangkannya UU 
Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah 
mempunyai tanggung jawab struktural dalam pengangkatan 
amil zakat. 


Amil zakat di Indonesia dikenal dengan Badan Amil 
Zakat (BAZ) yang tersebar di setiap daerah tingkat I dan II di 
seluruh Indonesia, dengan pusatnya di Jakarta. Aturan tentang 
pengangkatan dan pengukuhan pengurus dan pengelola, 
pembinaan danperlindunganlembaga zakat diatur dalampasal 
6 dan 7 UU Nomor 38 tahun 1999. Ini merupakan starting point 
yang penting bagi perkembangan ke-'amil-an di Indonesia." 
Pengelolaan zakat sekarang ini merupakan aktifitas sosial 
kemasyarakatan yang bersumber dari nilai dan ajaran Islam 
yang mendapatkan justifikasi dan legalisasi dalam sistem 
hukum nasional. 


Arti penting dan signifikansi dengan adanya 
pembentukan ke-'amil-an tersebut akan tampak jika dilihat 
dari sisi perdebatan ulama dalam hal ini, khususnya dalam 
hal penyerahan dan distribusi zakat, yang secara historis 
pernah dilakukan oleh rasulullah dan para sahabatnya. 
Mayoritas ulama sepakat bahwa harta zakat tidak diboleh 
diserahkan sendiri kepada delapan kelompok tersebut.” 

Dalam berbagai literatur fikih dapat disimpulkan bahwa 


120 Namun demikian, sebagaimana yang ditulis oleh Saefullah, 
pengukuhan amil zakat masih mendapat kendala pada tataran empiris. Hal 
ini pula yang menghambat amil untuk mengumpulkan zakat dari para wajib 
zakat. Lihat Aep Saefullah, “Amil Zakat di Persimpangan”, dalam Republika, 
edisi 4 September 2001, hal. 4. 

121 Seperti yang dituliskan Ahmad Abdul Basyir, mantan ketua 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa penyelenggaraan zakat sebaiknya 
dilakukan oleh negara, atau sekurang-kurangnya suatu badan yang akan lebih 
menjamin tersalurkannya pembelajaan harta zakat “sejalan dengan tujuan 
solidaritas sosial”. Hal tersebut dimaksudkan agar pembagian kekayaan di 
kalangan umat dapat terselenggara dengan baik. Lihat Ahmad Azhar Basyir, 
Falsafah Ibadah Dalam Islam, (Yogyakarta, UII Press, 1999), hal. 39-40. 
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pengumpulan zakat kepada “amil lebih legitimate daripada 
membagikannya sendiri.'? 


Namun yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah 
sifat amanah dari para pengelola zakat tersebut. Kegagalan 
Badan Amil Zakat dalam mobilisasi umat untuk membayar 
zakat sebenarnya karena adanya krisis kepercayaan mereka 
terhadap kejujuran BAZ, apalagi yang sering menjabat sebagai 
ketua BAZ, biasanya, adalah mantan-mantan pejabat birokrasi 
yang biasa berfikir tentang proyek dengan segala fee nya.'” 
Dengan demikian, pengelolaan zakat hanyalah merupakan 
pekerjaan “nomor dua” yang jauh dari profesinalitas. Hal ini 
menambahsikap sinis masyarakat terhadap eksistensi lembaga 
Badan Amil Zakat. Oleh sebab itu, masalah kepercayaan 
(amanah) dan profesionalisme merupakan masalah utama 
yang harus dibekali kepada lembaga atau Badan Amil Zakat 
yang akan dibentuk dan dikukuhkan. Tanpa dua hal tersebut, 
Badan Amil Zakat hanya akan mampu berjalan di tempat 
tanpa perubahan yang signifikan. Nama besar zakat dengan 
tema keadilan sosial dan pemerataan hanya akan menjadi 
mimpi kosong belaka. Dengan kesadaran ini, pengurus dan 
pengelola zakat dituntut untuk mampu untuk menjalankan 
tugasnya dengan baik dan benar. 


3. Mu'allafatu Oulubuhum 


Mu'alaafatu gulubuhum adalah orang-orang yang 
dijinakkan hatinya, baik karena lemahnya iman mereka atau 
pengaruh orang tersebut cukup penting dalam masyarakat. 
Sayyid Sabig mengatakan bahwa al-Mu'allafatu Oulubuhum 
adalah seseorang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, 
atau tetap berpegang padanya, atau agar mereka menahan diri 
untuk melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau 


122 Mengenai perdebatan ulama tentang penyerahan harta zakat ini, 
dapat dibaca dalam Yusuf Oorodlowi, Fikih Zakdt, II, hal. 760. 

123 Malik Madany, “Redifinisi Ashnaf Tsamaniyah Sebagai Mustahig 
Zakat”, dalam Asy-Syr'ah No. 7 Tahun 2000, hal. 57. 
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orang-orang yang jasanya dapat diharapkan untuk membantu 
dan membela kaum muslimin. 


Hasbi menuliskan bahwa Ibnul Jauzy mencatat lima 
puluh orang mu'allaf yang mendapat zakat pada masa nabi.'” 
Nama-nama yang tercatat itu terdiri dari kepala suku 
Arab yang punya pengaruh pada saat itu. Di antaranya 
adalah Abu Sufyan, Agra” ibn Habbas, Abbas ibn 
Muraddas, Shofwan ibn Umayyah dan Uyainah ibn Hasan." 
Pemberian itu dimaksudkan agar melemahkan hati mereka 
untuk masuk dalam agama Islam, atau mempertahankan 
keislaman mereka dan membela Islam. 


Para ahli hukum Islam (figihh membagi mu'allaf 
menjadi dua kelompok, empat macam dari kalangan 
muslim dan dua macam dari kalangan non muslim.” 
Yang berasal dari golongan Islam adalah 


»s Tokoh muslim yang mempunyai pengaruh di tengah- 
tengah kaumnya yang masih kafir. Hal ini dimaksudkan 
agar sang tokoh tersebut dapat mempengaruhi orang- 
orang yang ada di sekitarnya untuk memeluk Islam. Ini 
merupakan sebuah strategi da'wah yang saat ini dikenal 
dengan da'wah bi al-hal. Strategi da'wah seperti ini akan 
lebih mengena, karena bersentuhan langsung dengan 
kebutuhan riil masyarakat. 


» Para pemimpin yang imannya masih lemah, dan ia 
dihormati oleh pengikutnya. Hal ini dimaksudkan agar 
mereka bertambah imannya, dan diharapkan sumbangan 
pemikirannya tentang pengembangan Islam. 


124 Sayyid Sabig, I, Op.Cit., 328. 

125 Hasbi Ash-Shiddigi, Op.Cit., hal. 180. 

126 Ahmad Amin, Fajr al-Islam, (Sulaiman Mar'iy, Singapura, 1965), 
hal 238. 

127 Rasyzd Ridlo, Op.Cit., hal. 328. Lihat juga Hasbi, Op.Cit., hal. 
179-180. 
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» Orang-orang Islam yang ada di daerah perbatasan. Hal ini 
dilakukan dengan harapan bahwa mereka akan menjaga 
dan mempertahankan daerah tersebut dari intaian dan 
serangan musuh. 


» Orang-orang Islam yang karena pengaruhnya diperlukan 
untuk menarik dana zakat. Karena tanpa partisipasi 
mereka, para wajib zakat tidak mau memberikan zakat 
mereka. Di Indonesia, yang termasuk dalam kelompok ini 
adalah para elit penguasa dan tokoh masyarakat. 


Adapun mu allaf dari golongan non-muslim adalah : 


» Orang-orang non-muslim yang diharapkan beriman 
dengan adanya pemberian dana zakat kepada mereka. 
Zakat, dalam hal ini adalah difungsikan untuk melemahkan 
hati mereka, Zakat juga dijadikan sebagai daya tarik bagi 
mereka untuk masuk dalam agama Islam. 


« Orang-orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat 
terhadap Islam dan orang-orang Islam. Dengan dana zakat 
yang diberikan kepada mereka, diharapkan mereka dapat 
menahan diri dari perbuatan jahat kepada orang-orang 
Islam. Dengan demikian terwujud kedamaian dalam 
masyarakat. Dalam istilah sekarang, mungkin mereka 
termasuk preman yang harus diberikan uang jaminan 
keamanan. 


Dari uraian di atas, dapat ditangkap bahwa pemberian 
bagian zakat terhadap mu'allaf tersebut mempunyai tujuan 
dan maksud tertentu: misi da'wah, “izz al-Islam wa al 
muslimin. Pemberian zakat terhadap mereka bersifat tentatif 
dan sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan 
rasional, soiologis dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan 
yang ada dan muncul dalam masyarakat. Sebagaimana 
ijtihad yang telah dilakukan oleh Umar ibn Khottob,'” 


128 Beliau adalah seorangsahabat yang sangat dikagumi Nabi, sampai- 
sampai nabi sempat berkata, “seandainya ada nabi sesudahku, maka Umar-lah 
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yang menghapus jatah dana zakat bagi mu'allaf.” 


Ia mengatakan, bahwa Rasulullah memberikan 
dana zakat kepada mereka dengan tujuan untuk 
memperkuat Islam, tapi karena keadaan telah berubah, 
jatah zakat tersebut tidak layak lagi bagi mereka." 
Ijtihad Umar ibn Khottob tersebut merupakan penekanan 
aspek maslahah dengan mengesampingkan ketentuan nash 
yang goth'iy." 


orangnya”. Kelenihan beliau dari sahabat yang lain adalah bahwa beliau 
dikenal sebagai orang jujur, berani, tegas, amanah dan sikap reformisnya. 
Lihat Muhammad Abdur Rahim, Taszr as-Shohdbah, (Mesir, Maktabah at- 
TurAast al-Islamy, 1994), hal. 20. 

129 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab, (Jakarta, Rajawali 
Press, 1991), hal. 140. Latar belakang pemikiran Umar Ibn Khottob dalam 
penghapusan mu'allaf sebagai asfnaf penerima zakat adalah bahwa dana 
zakat diberikan kepada mereka agar mereka masuk Islam dan untuk menolak 
kejahatan yang kemungkinan akan mereka lakukan. Namun, setelah 
eksisnya pemerintahan Islam, strategi dakwah model demikian itu tidak lagi 
dibutuhkan. Lihat Atho' Muzhar, Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi 
dan Liberasi, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998), hal 42. Ketika Shofwan, 
atas perintah Abu Bakar, menghadap dan meminta zakat pada Umar ibn 
Khottob, Umar berkata,” Sesungguhnya Allah telah memperkuat Islam dan tidak 
lagi membutuhkan kalian. Jika kalian ingin masuk Islam, masuklah! Namun jika 
engkau tidak mau masuk Islam, maka antara kalian dan kami adalah pedang”. 
Lihat Ahmad Amin, Op.Cit., hal. 238. 

130 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Terj. (Bandung, 
Pustaka, 1984), hal. 107. 

131 Masalahah adalah suatu metode penggalian hukum dalam Islam 
yang mengedepankan ra'y (akal). Dalam istilah hukum Islam, maslahah 
dikenal dengan penggalian hukum dengan berdasarkan nilai-nilai manfa'at 
dan maslahah secara umum. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 
(Jakarta, Logos, 1999), hal. 141. Terkadang, penggalian maslahah ini 
mengesampingkan nash, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn 
Khottob di atas. Konsep ini, secara definitif dikemukakan pertama kali 
oleh Al-Ghozali dalam karyanya al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul. Dalam 
karyanya tersebut, Al-Ghozali mengatakan bahwa masalahah adalah usaha 
untuk mencari manfa'at dan menghindari mafsadah...Maslahah itu adalah 
menjaga agama, nafs (jiwa), akal, keturunan dan harta. Yang menjamin lima 
hal tersebut merupakan masalahah, sedangkan yang menghancurkannya 
adalah mafsadah. Lihat Abu Hamid al-Ghozali, Al-Mustashfa min “ilm al- 
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Dengan berpijak pada ijtihad Umar tersebut, 
seharusnyalah Badan Amil Zakat (sebagai wakil dari 
pemerintah) sekarang ini berijtihad dan menangkap subtansi 
dari masalah ini. Tindakan Umar tersebut bukanlah bersifat 
selamanya, namun tergantung konteks dan realitas suatu 
tempat pada suatu waktu tertentu. 


4.  Rigob 


Rigob, dalam istilah figih adalah budak belian yang belum 
dimerdekakan oleh tuannya. Kemerdekaan seorang budak 
dapat diraih jika telah menyerahkan sejumlah uang tebusan 
dalam jumlah tertentu. Dana zakat bagian untuk budak, dalam 
kajian kitab fikih, diperuntukkan untuk pembebasan budak 
tersebut. Secara otomatis uang zakat tersebut dimiliki oleh 
tuan pemilik budak itu. Hal ini menunjukan bahwa ajaran 
Islam tidak pernah membiarkan terjadinya proses perbudakan 
manusia atas manusia lainnya. Islam bersifat membebaskan. 


Namun, seiring dengan kemajuan dan perubahan sistem 
sosial yang ada sekarang, perbudakan sudah tidak ada lagi. 
Sebagian daerah (wilayah) Islam tidak lagi membahas rigob 
sebagai bagian dari dan menghapuskannya sebagai mustahig 
zakat. Pendapat ini banyak dianut dan diyagini oleh umat Islam 
sekarang ini. Namun demikian, rigob, dalam konteks modern 
sekarang ini lebih dipahami sebagai “ekploitasi manusia yang 
satu oleh yang lainnya”. 


Pendapat yang cukup “menantang” dalam menafsirkan 
katarigobini,diungkapkanolehMas udiyangmengatakanbahwa 


Ushul, (Baghdad, Al-Musanna, 1970), I, hal. 286-287. Selain al-Ghozali. 
ar-Razi, dalam karyanya al-Mahshil, juga merupakan tokoh penting 
dalam konsepsi maslahah. Dalam sejarah hukum Islam, ath-Thiifi dikenal 
sebagai sosok yang paling liberal dalam mengetengahkan diskusi tentang 
maslahah ini. Lihat Husain Hamid Hasan, Nazhriyyatul Maslahah fi fikih al- 
Isldmy, (Kairo, Dir an-Nahdloh al-Arobiyyah, 1971), hal. 529-567. Konsep 
maslahah selanjutnya dikembangkan oleh Asy-Syatibi dalam al-Muwafagot, 
khususnya dalam jilid kedua dari buku tersebut. 
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rigob adalah gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi 
oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural.” 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan rigob dalam konteks 
dunia modern adalah para buruh-buruh pabrik dan pegawai 
rendahan yang terjerat oleh tirani kekuasaan dan belenggu 
pihak majikan. Yang hendak ditangkap oleh Masdar adalah 
esensi yang tertuang dalam istilah perbudakan tersebut. 
Menurutnya, penindasan adalah esensi dari rigob (perbudakan). 
Jadi, segala bentuk penindasan adalah perbudakan. 


Permono mengatakan bahwa  rigob adalah 
eksploitasi manusia oleh manusia lainnya, 
baik secara individual maupun komunal. 
Dengan demikian, termasuk dalam rigob ini adalah 
pembebasan muslim baik sebagai personal maupun 
masyarakat. Oleh karena itu, dana zakat juga dapat digunakan 
untuk membantu membebaskan negara-negara Islam yang 
terbelenggu oleh penjajahan dan tereksploitasi oleh satanic 
system. 


5. Al-Ghorimin 


Ghorimin adalah orang-orang yang terlilit hutang atau 
pailit. Sebab-sebab kepailitannya tersebut, bisa karena hutang 
untuk kesenangannya sendiri, atau untuk kemaslahatan 
umum. Perbedaannya, orang yang terlilit hutang karena 
kesenangan (kepentingan) pribadi mendapat dana zakat 
karena kefagirannya, sedangkan orang yang dililit hutang 
karena kepentingan umum, hutangnya tersebut dibayarkan 
dengan menggunakan dana zakat. 


Dalam konteks masyarakat sekarang ini, dengan sistem 
network (jaringan kerja) yang berskala internasional, sudah 
selayaknya negara-negara Islam kaya untuk membantu 
negara-negara Islam yang terbelakang, miskin dan otomatis 


132 Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan..., hal. 154-155. 
133 Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat..., hal. 25-26. 
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terlilit hutang. Hal tersebut akan membantu pertumbuhan 
ekonomi negara-negara Islam yang terbelakang tersebut. 


Pemahaman sebagaimana di atas, tidak memposisikan 
“ghorimin” sebagai indifidu un-sich. Ghorimin juga dapat 
dinterpretasikan sebagai suatu komunitas sosial yang 
secara ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan 
terbelakang dan tertinggal. Terhadap mereka ini, sangat perlu 
untuk diberikan suntikan dana zakat yang akan membantu 
mereka untuk meraih akses-akses terhadap kebutuhan- 
kebutuhan hidup layak. Dengan demikian, konsep “ghorimin” 
akan semakin aktual dan berkorelasi dengan point tertama, 
fagir-miskin. 


6.  Sabilillah 


Fi Sabilillah, secara harfiah bermakna “di jalan Allah”. 
Dalam referensi fikih, dengan berpatokan dengan praktek 
rasulullah dan para sahabatnya, ffi sabilillah diartikan sebagai 
orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Ini 
adalah pengertian sabilillah dalam cakupannya yang sempit. 
Pendapat ini dipegang teguh oleh jumhur ulama, terutama 
Syafi 'iyyah dan Hanabilah. 


Sabilillah adalah istilah yang digunakan bagi sekelompok 
orang yang berjuang dalam membela agama, atau biasa dikenal 
dengan jihad. Bentuk jihad dalam konteks modern sekarang 
bisa berjihad dengan mengangkat senjata, lisan, pendidikan, 
poltik, ekonomi, pertahanan keamanan dan lain-lain.' 
Demikian makna sabilillah dalam maknanya yang luas, 
mencakup segala aspek kemaslahatan dan kepentingan umum. 
Fakhruddin ar-Razi mengatakan bahwa penyaluran dana zakat 
kepada fi sabilillah tidak hanya terbatas pada bala tentara saja, 
namum mencakup semua aspek kebaikan dan kemaslahatan 
yang lain (jami' wujuh al-khoir). Pendapat kedua ini, nampaknya 


134 Yusuf al-Gorodlowy, Fikih az-Zakdh, Opcit, II, hal. 657. 
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lebih diminati oleh cendekiawan muslim sekarang ini dan 
lebih kontekstual dengan realitas masyarakat." 


Masdar, dalam  menafsirksan — wujuh  al-khoir 
mengatakan bahwa  wujuh al-khoir adalah jalan 
kebaikan yang meliputi kepentingan semua pihak." 
Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan universal, yang 
melampaui batas nilai-nilai primordialisme, ras, agama, jenis 
kelamin dan kesukuan. Dengan demikian, dana zakat dapat 
digunakan untuk menfasilitasi proses pembangunan. 


Dapat disimpulkan bahwa fi sabilillah mencakup makna- 
makna berikut, 1). Berperang di jalan Allah, berjuang dan 
berjihaduntukmempertahankan Islam, 2). kepentingan agama 
Islam, dalam pengertian yang luas, dan 3). kemaslahatan dan 
kepentingan umum. Jalan menuju Allah meliputi semua hal 
tersebut di atas, kemaslahatan agama dan masyarakat." 


T- Ibn Sabil 


Rangkaian terakhir yang disebut al-Gur'an sebagai 
penerima zakat adalah ibn sabil, yang secara harfiah berarti 
anak jalanan. Dalam referensi fikih, ibn sabil identik dengan 
para musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang 
dibenarkan oleh agama. Karena kehabisan bekal tersebut, ia 
berhak untuk mendapat bagian dari dana zakat. 


Pemaknaanibnsabilsebagaimanadiatastidaksepenuhnya 
salah, namun perlu perluasan makna dengan kondisi sosial 
sekarang ini. Cakupan ibn sabil sabil adalah anak-anak jalanan 
yang terlantar di tepian trotoar, gelandangan yang tersisih di 
bawah kolong jembatan, mahasiswa /pelajar yang kehabisan 
bekal dalam melanjutkan studinya. Pemaknaan yang demikian 


135 Lihat Mahmoud Syalthout, Islam Agidah wa Syrt'ah, (Kairo, Daar 
al-Oolam, 1966), hal. 112. Rasyid Ridlo, Tafsir al-Manir, X, hal. 504. Yusuf 
Oorodlowi, Fikih Zakdt, Il, hal. 645. Hasbi Ash-Shiddigi, Op.Cit., hal. 188-191. 

136 Masdar F. Mas'udi, Op.Cit, hal. 160. 

137 Sjechul Hadi, Pendayagunaan Zakat, hal. 35. 
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ini, akan sangat menyentuh, dan memberi bekas yang sangat 
berarti bagi pihak yang penerima zakat. 


Aplikasi dana zakat bagi kelompok ibn sabil ini adalah 
berupa fasilitas moril dan materiil. Yang berupa moril adalah 
bimbingan kepada mereka yang bersifat memberdayakan. 
Memberdayakan berarti mentransformasikan sebagian 
kekuatan dan kemampuan kepada mereka. 


Adapun yang bersifat materil adalah bantuan berupa 
rumah-rumah singgah bagi gelandangan dan anak-anak 
jalanan, yang dapat dijadikan tempat berlindung di siang 
hari dan beristirahat di malam hari. Pembangunan asrama 
mahasiswa dan penyediaan bea siswa bagi pelajar/ mahasiswa 
yang kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Dengan 
demikian, aspek pemberdayaan merupakan sisi lain yang 
harus menjadi fokus dalam penggunaan zakat. 


Dari uraian tentang mustahig zakat tersebut, dapat 
dikatakanbahwazakatmerupakansaranayangdapatdigunakan 
untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat. Zakat mencakup 
aspek tauhid, hukum (syariah), akhlag, sosial dan ekonomi. 
Dampak dari pemberian zakat tersebut akan memberikan 
ketenangan dan ketentraman baik bagi pemberi dan 
penerima. 


Secara rinci, Ouraish Shihab menguraikan sebagai 
berikut : 


Pertama, mengikis sifat kikir dalam jiwa seseorang 
dan sekaligus melatih untuk memiliki sifat dermawan, 
menghantarkannya untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga 
ia dapat mengembangkan diri dan mensucikan jiwanya. Hal 
ini tercakup dalam wilayah tauhid, hukum dan akhlag. 


138 Alamsyah Ratu Perwiranegara, “Membedah Jantung Kemiskinan”, 
dalam Sepercik Pemikiran Tentang Ekonomi Islam, Editor. M. Natsir Arsyad, 
(Yogyakarta, Penerbit Ananda, 1985). hal. 26-27. 
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Kedua, menciptakan kedamaian bagi pemberi dan 
penerima zakat. Perbedaan dalam akses ekonomi, terkadang 
menimbulkan kedengkian yang tidak jarang akan membawa 
pada kebencian dan ketegangan. Dengan zakat, kedengkian 
tersebut ditekan sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan 
ketenangan. 


Ketiga, pengembangan harta benda. Dalam hal ini, dapat 
dilihat dari dua sisi, yaitu, sisi spiritual dan sosial ekonomi. 
Pada sisi pertama, sebagaimana firman Allah dalam OS. al- 
Bagoroh: 276. Dalam ayat tersebut Allah melarang riba dan 
menganjurkan untuk berzakat dan sodagoh. Pada sisi kedua, 
dapat ditinjau dari ketenangan yang didapatkan oleh pemberi 
zakat dan penerimanya. Dengan ketenangan tersebut, pemberi 
dapatberkonsentrasipada usahanya dan sekaligus memberikan 
daya beli kepada konsumen. Dalam dunia bisnis selarang ini, 
pola yang demikian itu telah mulai dikembangkan dalam 
rangka mendongkrak daya beli masyarakat yang kemudian 
akan memberikan dampak terhadap proses produksi.'” 


C. Zakat Di Indonesia: Pergeseran Paradigma 


Ada dua model kepemimpinan di Indonesia yang 
masing-masing mempunyai pengaruh dalam perubahan 
dan pengembangan masyarakat, formal dan non-formal. 
Kepemimpinan formal dikendalikan oleh raja dan perangkat 
yang ada di dalamnya, yang sekarang melebur dalam sistem 
pemerintahan Indonesia. Pemimpin non-formal adalah kiyai, 
biksu, pendeta, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Masing- 
masing memiliki pengaruh dam sumbangan signifikan dalam 
proses pembangunan di Indonesia. 


139 Muhammad Shohro, dalam hal zakat ini, mengibaratkan seperti 
air laut yang terserap oleh matahari. Kemudian dari langit diturunkan hujan 
yang kemudian akan kembali pada kembali lagi ke laut, bahkan dalam jumlah 
yang lebih banyak. Muhammad Shohro, “Oiro'ah Igtishbdiyyah Jadzdatun li az- 
Zakit”, dalam Muslim Mu'Ashir, Vol. 12 Nomor 47, Beirut, 1986, hal. 69-70. 
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Eksistensi pemimpin non-formal dalam sejarah 
Indonesia adalah sama pentingnya dengan pemimpin formal. 
Bisa dikatakan bahwa setiap fase sejarah bangsa Indonesia 
selalu melibatkan tokoh non-formal. Pada tahap perjuangan 
merebut kemerdekaan, para ulama dan tokoh masyarakat 
merangkul masa untuk menentang penjajahan. Pada tahap 
mempertahankan kemerdekaan, para kiyai di Jawa Timur 
menggalang masa dan santrinya untuk melawan pasukan 
sekutu. Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan 
ulama untuk mensosialisasikan beberapa program 
pembangunan. Pemerintah selalu meminta dukungan para 
ulama dalam proses dan kegiatan pembangunan. Ulama dan 
pemimpin non formal merupakan tulang punggung dalam 
perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 


Peran ulama dalam sosialisasi zakat di Indonesia, sejak 
zaman pra kemerdekaan hingga sekarang ini masih sangat 
diperlukan. Pada zaman penjajahan Belanda, para ulama 
berhasil mengambil hati rakyat untuk membayar zakat demi 
mendukung dana perjuangan. Dana zakat dan sodagoh 
merupakan dana utama dan dianggap penting dalam rangka 
menopang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan 
berpatokan pada hal ini, pemerintah kolonial Belanda merasa 
perlu untuk mengatur sirkulasi zakat yang ada dan beredar 
dalam masyarakat. Pemerintahan Belanda saat itu khawatir 
dengan adanya dana zakat tersebut, yang notabenenya adalah 
dana yang dikumpulkan untuk menentang pemerintahan 
Belanda. Kekhawatiran itu ditambah pula dengan ideologi 
yang berkembang dalam masyarakat saat itu bahwa berjuang 
melawan penjajah Belanda adalah jihad di jalan Allah. Dengan 
demikian, dana yang mengalir ke kantong zakat tidaklah kecil 
artinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 


Ikut-campur pemerintah Belanda dalam hal 
zakat ini berupa aturan pemerintah kolonial Belanda 
mengenai zakat. Aturan tersebut tertuang dalam 
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Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus tahun 1893." 
Menurut pemerintah kolonial Belanda saat itu, bijblad 
tersebut dikeluarkan untuk mencegah terjadinya 
penyelewengan keuangan zakat oleh para pengelola zakat dan 
memudahkan administrasi pemerintahan kolonial Belanda." 
Sebenarnyaalasantersebutmerupakanalasanklasikpemerintah 
kolonial. Sebenarnya, tujuan bijblad 1893 tersebut adalah 
untuk menghambat dana yang mengalir bagi perjuangan 
kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari larangan pemerintah 
kolonial belanda kepada pegawai pemerintah dan priyayi 
pribumi untuk tidak mengeluarkan zakat. Larangan ini pun 
diatur dengan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905." 
Zakat merupakan sumber dana yang besar dalam mendukung 
perjuangan kemerdekaan Indonesia. 


Pada masapenjajahan Jepang, Majlis Ulama Ala Indonesia 
(MIAI) diaktifkan kembali setelah dibekukan oleh pemerintah 
Belanda selama bertahun-tahun. MIAI pada zaman penjajahan 
Jepang mencoba untuk merintis suatu wadah organisasi yang 
mengelola zakat secara khusus. Usaha ini berhasil melahirkan 
tiga puluh Baitul Mal di lima Karisidenan di Jawa, lengkap 
dengan para pegawai dan pengelolanya. 


Namun, MIAI harus kecewa, karena penjajah Jepang 
merasa khawatir dengan dana yang terkumpul dari zakat 
tersebut. Dana tersebut, merupakan ancaman tersendiri 
bagi Jepang. Lebih-lebih setelah Jepang mengetahui bahwa 
umat Islam Indonesai tidak lagi mendukung Jepang dan 
akan menggunakan dana zakat tersebut untuk perang 
(jihad) melawan tentara Jepang. Untuk mempertahankan 
kedudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang selalu 


140 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 
Op.cit, hal 32. 

141 Ibid, hal. 33. 

142 Suparman Usman, Hukum Islam, Op.Cit., hal. 164. Muhammad 
Daud Ali, Op.Cit., hal. 33. 
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mengawasi gerak-gerik MIAI yang pada akhirnya 
membubarkan organisasi tersebut pada tanggal 24 Oktober 
1943." 


Pembubaran MIAI bukan berarti membunuh 
semangat muslim Indonesia untuk memperjuangkan zakat. 
Pasca kemerdekaan, tepatnya tanggal 8 Desember 1951, 
Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tentang 
pelaksanaan zakat fitrah Nomor A./ VII/ 17367. Dalam hal ini, 
Kementerian Agama hanya bersifat sebagai pendukung dan 
pengawas terhadap pelaksanaan zakat di tanah air.'“ 


Tindak lanjut dukungan tersebut, pada tahun 1964, 
Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang 
(RUU) tentang pelaksanaan zakat dan Rencaca Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang (RPPPUU). RUU dan 
RPPPUU tersebut berisikan tentang mekanisme pengumpulan 
dan pembagian zakat serta ide tentang terbentuknya baitul 
mal. Namun RUU tersebut belum diajukan kepada DPR 
dan RPPPUU pun belum diajukan kepada presiden. Kendala 
yang menghambat saat itu adalah karena munculnya 
pemberontakan  G30S/PKI. 


RUU tentang zakat diajukan kembali pada tahun 
1967 kepada DPRGR dengan surat Mentri Agama Nomor 
MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. RUU tersebut dikirimkan 
kepada Kementrian Sosial dan Keuangan pada saat itu. 
Dua kementrian tersebut menanggapi RUU tersebut dan 
menyarankan agar masalah zakat diatur dengan Peraturan 
Menteri Agama, yangkemudianmenghasilkanPeratuan Mentri 
Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan 
Badan Amil Zakat dan PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang 


143 Nourouzzaman Shiddigi, Figih Indonesia, Penggagas dan 
Gagasannya, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hal. 201. 

144 Andy Lolo Tonang, “Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme 
Zakat”, dalam B. Wiwoho dkk., penyunting, Zakat dan Pajak, (Jakarta, Bina 
Rewa Pariwara: 1992), hal. 262. 
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pembentukan Baitul Maal. Baitul Maal ini berstatus semacam 
yayasan dan bersifat semi-resmi. 


Pada hari peringatan Isro' Mi'roj tanggal 26 Oktober 
tahun 1968, di istana negara, presiden Suharto menganjurkan 
umat Islam untuk menggalakkan zakat. Anjurannya tersebut 
diungkapkannya kembali ketika acara idul fitri tanggal 21 
Desember 1968, yang kemudian disusul dengan Surat Perintah 
Presiden RI Nomor 07/PRIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 
1968. Dengan adanya anjuran dan Surat Perintah Presiden 
tersebut, Menteri Agama menginstruksikan penundaan 
pelaksanaan PMA Nomor 4 dan 5 tahun 1968. Puncaknya, 
keluarlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 tahun 
1969 tentang pembentukan panitia penggunaan uang zakat 
yang diketuai oleh Menko Kesra saat itu KH. Dr. Idham 
Chalid, dengan edaran menteri Agama Nomor 3 tahun 1969 
yang menyerukan agar mengirimkan hasil pengumpulan 
zakat kepada Jendral Soeharto presiden Indonesia saat itu, 
melalui rekening Giro Pos Nomor A.10.00. Sebagai tindak 
lanjut, didirikanlah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang 
diketuai langsung oleh presiden Suharto dalam kapasitasnya 
pribadi. Yayasan ini didirikan pada tanggal 17 Februari 1982. 
Anggaran Dasar yayasan ini tercantum dalam Lembaran 
Berita Negara RI. tanggal 26 Februari tahun 1982 Nomor 17. 


Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tanggal 
12 Desember 1989. Instruksi tersebut berisikan tentang 
perintah Menteri Agama kepada segenap jajaran bawahannya 
(KANWIL DEPAG, KANDEPAG, KUA) untuk membantu 
lembaga-lembaga keagamaan yang mrngadakan pengelolaan 
zakat, infag dan sodagoh agar menggunakan uang hasil 
pengelolaannya untuk kegiatan pendidikan Islam.Instruksi 
Menteri Agama ini kemudian diperkuat dengan Keputusan 
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Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI 
Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991. 


Tahun 1998, pasca gerakan reformasi, UU zakat diramu 
lagi dalam UU. No. 38 tahun 1999 tentang zakat. Tahun 
2011, aturan zakat pun disempurnakan seriring dengan 
perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Zakat tidak 
lagi menjadi kajian yang bersifat normatif-teologis, namun 
juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan sosial ekonomi 
masyarakat. Zakat dan wakaf juga dibicarakan di Bank 
Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Nasional 
Keuangan Syariah (KNKS) sebagai social finance yang liguid 
dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. 


Dalam konteks ini, paradigma berpikir zakat yang 
selama beberapa dekade hanya menjadi wilayah kajian elit- 
teorik mulai bergeser menjadi wilayah publik dan aperasional. 
Masyarakat mulai tergelitik untuk melihat substansi zakat 
yang dikaitkan dengan realitas perkembangan ekonomi dan 
sosial masyarakat. Zakat yang sifatnya teologis-normatif 
mulai digiring untuk menjawab kebutuhan manusia dalam 
realitas empiris kemanusiaan. 


D. Pemberdayaan (Empowerment) 


Istilah pemberdayaan merupakan terjamahan bebas dari 
kata empowerment.Empowermwent adalah sebuah istilah yang 
lahirdanberkembangdimasyarakatBarat, khususnya di Eropa.“ 
Lahirnya istilah empowerment di Eropa seiring dengan lahirnya 
eksistensialisme, phenomenologi, neo-marxisme, gerakan 
populis, anti-establishment, civil society dan lain-lain. Konsep 


empowerment adalah sejiwa dengan aliran-aliran yang semisal 


146 Istilah empowerment ini berkembang seiring dengan adanya 
istilah community development. Ide pemberdaan ini selalu terkait dengan 
kelompk sosial tertentu dalam masyarakat. Susan Kenny, Developing 
Communities for the Future: Community Development In Australia, (Australia, 
Thomas Nelon, 1994), hal. 114. 
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dan tumbuh pada pertengahan abad XX-an, atau yang sekarang 
ini dikenal dengan aliran Post modernisme. 


Empowerment berarti memberikan power (daya, 
kemampuan) kepada mereka yang tidak mampu, tidak berdaya 
(powerless). Pemberdayaan adalah konsep yang lahir pada akhir 
abad XX-an, dan di Indonesia, hidup pada awal dekade 1970 dan 
berkembangterus pada tahun 1980 dan 1990-an, bahkan hingga 
sekarang ini. Pemberdayaan merupakan konsep yang lahir dari 
perkembanganpemikiranmasyarakatBarat, khususnya Eropa.” 
Konsep ini lahir dari suatu keyaginan bahwa setiap indifidu 
mampu untuk menentukan arah dan nasibnya sendiri.“ 
Pemberdayaan adalah memberikan kekuatan (power, 
daya) kepada orang lain atau suatu kelompok 
untuk  mengaktualisasikan eksistensi diri mereka. 
Pemberdayaan — adalah  redistribusi kekuatan dari 
kelompok yang lemah kepada kelompok yang kuat." 
Pemberdayaan adalah sebuah proses yang bertujuan 
untuk konsolidasi, penegakan atau perubahan dan 
redistribusi kekuatan dalam kontek budaya yang partikular.” 
Molyneux mengatakan, bahwa pemberdayaan adalah 
suatu konsep pemikiran untuk kegiatan aksi yang 
dialamatkan pada suatu kondisi dan posisi marginalisasi."' 
Sebagaimana yang terungkap dari karya Chambers yang 
menyatakan bahwa ketidakberdayaan sangat terkait erat 


147 W.M. Pranarka dan Vidyandika Moeljarto, “Pemberdayaan 
(Empowermwent)”, dalam Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, 
(Jakarta, Centre For Strategic dan International Studies, 1996), hal. 44. 

148 Susan Kenny, Op.Cit. hal. 76. 

149 Jim Ife, Community Development Creating Community Alternatives-vision, 
Analysis and Practice, (Australia, Longman, 1997), hal. 56. 

150 Sandra Morgen dan Ann Bookman, “Rethinking Women and Politics: 
An Introductory Essay” dalam Ann Bookman dan Sandra Morgen, (editor), Women 
and the Politic of Empowerment, (Philadelpia, Temple University Press, 1988) 
hal. 4. 

151 Dikutip oleh Onny S. Prijono, “Pemberdayaan Wanita Sebagai 
Mitra Sejajar Pria”, dalam Pranarka, Op.Cit. hal 198. 
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dengan kelemahan fisik, kemiskinan, kerapuhan dan isolasi. 
Ketidakberdayaan bukan berarti tidak memiliki daya, tapi ada 
faktor lain yang membuat mereka tidak berdaya dan berada 
pada posisi marginal." 


Pemberdayaan adalah suatu kesadaran yang berusaha 
untuk mewujudkan pemerataan “daya” pada kelompok 
masyarakat yang ter-sub-ordinasi. Yang finalnya adalah agar 
mereka mempunyai suatu posisi tawar yang seimbang di 
tengah masyarakat. 


Ide dasar pemberdayaan ini adalah menginginkan 
setiap orang untuk memiliki “kekuatan” yang merupakan 
modal utama dalam proses aktualisasi eksistensi diri tersebut. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Morghenthau sebagai 
berikut: 


“Man is born to seek power, yet his actual condition 
make him a slave to the power of others (Pada hakekatnya 
manusia dilahirkan untuk meraih kekuatan, namun kondisilah 
yang menjadikan mereka budak-budak dan berada di bawah 
kekuasaan orang lain)”. 


Pemberdayaan dilakukan dengan dua cara. Pertama, 
proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses 
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan 
atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi 
lebih berdaya. Kecendrungan pertama ini dapat dinamakan 
sebagai kecendrungan primer dari proses pemberdayaan. 
Sedangkan kecendrungan kedua, atau kecendrungan skunder, 
yaitu proses pemberdayaan yang lebih menekankan pada 
proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu 
agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 
menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui 


152 Robert Chambers, Rural Development: Putting Last First, (New 
York, Longman), hal. 113-114. 
153 Dikutip oleh Pranarka, ibid, hal. 44. 
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proses dialog. Model kedua ini dikembangkan oleh Paulo 
Freire, dengan konsepnya tentang conscientizationj yaitu suatu 
proses stimulasi kekuatan dengan membangun kesadaran 
kritis suatu masyarakat terhadap realitas sosial yang mereka 
hadapi." 


Pemberdayaan sebagaimana yang tertulis di atas masih 
bersifat umum dan belum menyentuh sisi-sisi khusus aspek 
riil kehidupan. Kata pemberdayaan akan memiliki makna 
yang spesifik jika kata tersebut disandingkan dengan kata- 
kata seperti politik, ekonomi, kelompok miskin, serikat 
pekerja, perempuan dan lain-lain. Dengan demikian, kata 
pemberdayaan akan memiliki makna yang jelas yang sangat 
mungkin diraba oleh kerangka pikir manusia. Pemberdayaan 
politik berarti memberikan kekuatan kelompok orang yang 
kurang atau bahkan tidak mempunyai bergaining positin (posisi 
tawar) dalam struktur masyarakat. Pemberdayaan kelompok 
miskin, sebagaimana yang tertuang dalam program IDT 
adalah memberikan daya kepada kelompok miskin untuk 
memperoleh kesempatan yang sama untuk memperbaiki 
status dan posisi hidup mereka. Pemberdayaan perempuan 
merupakan usaha untuk memberikan daya kepada perempuan 
untuk menyadari ketimpangan perlakuan masyarakat —yang 
bernuansa patriarkat- terhadap eksistensi perempuan dan 
menciptakan kondisi serta posisi tawar (bergaining Position) 
perempuan yang sejajar dengan laki-laki. Pemberdayaan 
dalam bidang ekonomi adalah memberikan kekuatanm dan 
kesempatan produksi dan distribusi yang sama kepada setiap 
indifidu yang ada dalam masyarakat 


Pada intinya, gerakan pemberdayaan ini ada karena 
adanya proses marginalisasi terhadap kelompok-kelompok 
yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah 
kelompok miskin yang tertindas dan terbelakang secara 


154 Paulo Freire, Pedagogy of the Opressed, (New York, Seabury Press, 
1070), hal. 13. 
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ekonomi, pendidikan dan politik. Proses marginalisasi inilah 
yang menjadi poros utama dalam proses pemberdayaan. 
Peroses pemberdayaan ini adalah menggugah kesadaran setiap 
individu untuk memperbaiki diri dari satu posisi menuju posisi 
yang lebih baik. 


Untuk memberdayakan mereka ini, dituntut suatu 
gerakan penyadaran yang bersifat timbal balik. Salah 
satu alat yang dapat dijadikan instrumen pemberdayaan 
adalah agama. Agama, sebagaimana yang dikatakan 
oleh banyak pakar, mempunyai daya yang cukup 
kuat untuk merubah ideologi dan cara pandang 
masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah sosial." 
Dalam Islam, zakat sebagai ibadah yang bernuansa sosial 
kemasyarakatan, dapat dijadikan sebagai instrumen utama 


dalam proses pemberdayaan ini. 


E. Wakaf: Desain Institusi Sosial-Ekonomi Modern 


Asal kata wakaf adalah wagafa-yagifu yang artinya 
berhenti, menahan, dan diam di tempat. Dalam konteks 
pengembangan harta, wakaf adalah menahan hak milik 
seseorang atas keinginan pemilik barang untuk dimanfaatkan 
sesuai dengan kehendak /niat pemilik barang. Versi Hanafiah, 
bukan hak milik yang dipindahkan, namun hanya sebatas nilai 


155 Banyak pakar ilmu-ilmu sosial yang mengkaitkan agama dengan 
masalah-masalah sosial, khususnya di sekitar masalah kewiraswastaan 
dan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah Max Waber, Robert 
Narasumber. Bellah, Clifford Geertz dan lain-lain. Tesis Weber mengatakan 
bahwa ajaran etik protestan telah mengilhami jiwa kewiraswastaan umatnya. 
Taufig Abdullah, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, (Jakarta, PT. 
Gramedia, 1988), hal. 3. Lihat Juga M. Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi dan 
Manajemen, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1990), hal. 63-64. Demikian juga 
dengan tesis yang dibangun oleh Geerzt yang mengkalsifikasi masyarakat 
Jawa dengan tipologi abangan, santri dan priyai. Menurut Geerzt, golongan 
santri dengan jiwa reformisnya lebih mempunyai etos kerja yang ulet dan 
memiliki jiwa wiraswasta yang handal. Lihat Cliffod Gerzt, The Religion of 
Java, (Amerika, The Free Press of Glencoe). 
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manfaat atas suatu barang yang dialihkan untuk kepentingan 
umum. Dengan demikian, kajiannya ada pada pelepasan 
hak milik (“ain) dan pemanfaatan hak milik, yang masing- 
masing berdampak pada konsekwensi hukum (kepemilikan) 
atas barang. Namun yang pasti bahwa substansi wakaf 
adalah memberikan peluang kepada banyak orang untuk 
mengembangkanpotensi yang dimiliki dengan memanfaatkan 
harta wakaf. Semakin banyak harta wakaf, maka semakin 
banyak peluang produksi yang mungkin dimainkan. Begitulah 
kira-kira gambaran yang dapat diberikan terkait wakaf 
(penahanan) harta/ manfaat atas barang. 


Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat (1) 
dituliskan bahwa “wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang 
atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 
sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 
selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan 
umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”. Definisi ini 
diadopsi dari definisi yang ditetapkan ulama di berbagai 
kitab fikih klasik, dengan asumsi bahwa harta wakaf adalah 
benda tak bergerak yang dapat dimanfaatkan secara sosial 
atau ekonomi. Dalam prakteknya, hampir 90Yo harta wakaf 
diperuntukkan untuk sosial, kuburan, masjid, mushalla, 
lembaga pendidikan, dan lain-lain. 


Desain pola wakaf seperti di atas, oleh beberapa ahli 
ekonomi Islam dianggap tidak produktif, karena nilai investasi 
wakaf dengan pola di atas adalah untuk investasi jangka 
panjang yang seringkali dalam prakteknya tidak dapat terukur 
dengan tingkat spekulasi tinggi. Motivasi pelaksanaan wakaf 
selama ini adalah ibadah, relasi hamba dengan Tuhan-nya. 
Doktrin yang dikembangkan adalah sadagah jariyah, yang oleh 
ahli tafsir dikatakan sadagah yang tidak pernah putus karena 
benda yang disedekahkan terus digunakan / dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Dalam hal ini wakaf dipahami sebagai sadagah 
jariyah, dengan pahala yang terus mengalir. 
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Dengan tanpa mengabaikan makna pahala dalam wakaf, 
namun yang substansi adalah nilai ekonomi pemanfaatan 
suatu barang. Pelepasan hak milik oleh seseorang untuk 
kepentingan umum harus dilihat secara konprehensif. Di 
balik pelepasan hak milik, ada nilai ekonomi yang harus 
diperhitungkan dan diperjuangkan. Jika merujuk pada kajian 
magashid, setiap perintah derma dalam Islam tujuannya adalah 
untuk menguatkan posisi kelompok lemah (al-mustad'afun). 
Terlebih lagi wakaf, nilai ekonomi yang dikeluarkan 
besar yang tentu tujuannya adalah investasi besar untuk 
kepentingan /kesejahteraan masyarakat. Di sinilah posisi 
penting nadzir wakaf. Tidak hanya sebatas menerima, namun 
juga bertanggung jawab untuk mengembangkan manfaat atas 
harta yang diberikan/ diserahkan. Penyerahan harta wakaf 
adalah pintu untuk mengembangkan manfaat harta yang 
diserahkan. Tanggung jawab nadzir adalah mengembangkan 
manfaat atas harta. Oleh karenya, nadzir wakaf tidak hanya 
ahli agama dan tokoh masyarakat, namun juga melibatkan 
akademisi, praktisi ekonomi, dan profesional. 


Dari sinilah kemudian muncul pemikiran tentang 
perluasan model pengelolaan wakaf, dan pergeseran harta 
wakaf: dari harta tidak bergerak menuju harta bergerak 
dengan berbagai pertimbangan: 


1. Muslim yang hendak mendapatkan peluang untuk sadagah 
jariyah tidak dibatasi hanya untuk kelompok the have. 


2. Substansi wakaf adalah pemanfaatan atas barang agar 
memiliki manfaat lebih dari sebelumnya. 


3. Perlu dipikirkan wakaf uang (cash wagf) sebagai jawaban 
atas stagnasi pengelolaan wakaf selama ini. 


Dari sini kemudian, fatwa MUI Indonesia tahun 2002 
tentang wakaf uang diterbitkan. Point fatwa MUI dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
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1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/ Wagf al-Nugud) adalah wakaf 
yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau 
badan hukum dalam bentuk uang tunai. 


2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat 
berharga. 


3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). 


4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk 
hal-hal yang dibolehkan secara syar 'iy 


5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, 
tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. 


Dalam UU. No 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 
(1) dituliskan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif 
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah. Paradigma ini memungkinkan wakaf untuk didesain 
dalam konteks modern. Wakaf tidak hanya berupa benda 
tak bergerak, namun harta yang bersifat liguid pun dapat 
diperankan sebagai wakaf, selama manfaat dan substansi 
wakaf terdapat di dalam proses. Wakaf dan zakat adalah 
instrumen yang mungkin dimainkan untuk investasi publik 
yang mendukung pembangunan. 


F.  Zakat-Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat 


Dalam ajaran Islam, ada semacam penegasan bahwa 
setiap muslim bertanggung jawab dalam memberikan 
keberdayaan kepada muslim yang lain. Hal tersebut tampak 
dalam ayat sebagai berikut, 


CW AA) KS peleb3 lo ya UG 


“Sesungguhnya muslim itu bersaudara, maka saling 
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bernasehatlah di antara kalian” 


Ayat tersebut di atas juga diperkuat oleh sabda rasul yang 
sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat, yang berbunyi 
sebagai berikut : 


Len nb At OLI pagi 
“Orang mu'min itu bagaikan sebuah bangunan, (yang tiang- 


tiangnya) saling menguatkan antara yang satu dengan 
lainnya” 


Hadist nabi di atas mengisyaratkan kepada setiap 
muslim, yang mampu khususnya, untuk memberdayakan 
saudaranya yang lain. Bila yang satu lemah, maka pihak yang 
lain berkewajiban untuk menolong pihak yang lemah tersebut. 
Salah satu sarana yang erat kaitannya dengan pemberdayaan 
masyarakat miskin, dalam konteks Islam, adalah dengan 
mengefektifkan zakat dan shodagoh. Proses pemberdayaan 
itu dapat dilihat dalam gambar berikut ini : 


Rahmat Allah 


Raai manusia 


Rezeki Allah 
baai umanusia 


Rezeki orang kaya 


zakat, infag 


Zakat, Infag 
aa RN 


Out Put Pemberdayaan 


Yang diharapkan dari adanya perintah berzakat ini adalah 
adanya proses pemberian daya (power) dari si kaya kepada si 
miskin. Sifat keberdayaan yang dituntut adalah keberdayaan 
secara penuh. Bukan hanya sekedar memberikan dana yang 
bersifat karitas dan komsumtif belaka. 


Mustahigz 
akat 
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Dalambidangekonomi, munculnyaistilahpemberdayaan 
ekonomi umat dalam beberapa dekade terakkhir ini 
mengindikasikan bahwa akses umat Islam dalam kegiatan 
ekonomi sangatlah rendah. Data lapangan juga menunjukkan 
hal yang sama. Kelompok masyarakat muslim tersingkir dalam 
kegiatan ekonomi. Hal ini menuntut kepekaan masyarakat 
muslim khususnya untuk menjadikan zakat sebagai sarana 
untuk memberdayakan ekonomi umat, yang merupakan 
sarana pokok dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan 
yang lain. 


Secara historis, Islam pernah menunjukkan bahwa 
zakat mampu membantu kaum miskin-lemah untuk 
mengaktualisasikan diri mereka. Namun sekarang ini, zakat 
kehilangan ruh pemberdayaannya. Untuk melihat sebab- 
sebab hilangnya ruh pemberdayaan yang terkandung dalam 
zakat dapat dilihat tiga aspek. Pertama, dari pihak (wajib zakat) 
muzakky. Parawajibzakatbanyakyangengganuntukmembayar 
zakat dan bahkan berusaha untuh mencari hilah (alasan) 
hukum untuk menghindar dari membayar zakat. Dari sisi ini, 
muzakky perlu diberdayakan pemahamannya agar mampu 
menangkap makna substantif dari kewajiban membayarzakat. 
Kedua, Aspek pengelola. Kegagalan pemberdayaan dengan 
melalui dana zakat sebenarnya juga terjadi karena minusnya 
kemampuan para pengelola zakat. Bahkan di beberapa 
daerah, para pengelola zakat banyak yang menggelapkan 
dana zakat atau tidak mampu mengelola dana zakat secara 
baik dan profesional. Dengan demikian tidak banyak wajib 
zakat yang mempercayakan penyerahan zakat kepada amil. 
Konsekwensinya, dana zakat hanya bersifat karitatif dan 
habis dalam sehari, kehilangan aspek pemberdayaanya. Ketiga, 
pihak penerima zakat (mustahig). Sebagian penerima zakat 
juga terkadang tidak mengerti hendak diapakan harta yang 
diterimanya. Sebagian mereka menghabiskannya, sedangkan 
sebagian yang lain menambah modal usaha atau membuka 
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peluang-peluang baru dalam usaha. Terhadap kelompok yang 
pertama, ini yang perlu diperhatikan. Merekalah yang menjadi 
objek utama pemberdayaan. 


Tiga aspek tersebut harus bekerja secara ajeg 
untuk mencapai pendayagunaan zakat yang efektif, 
yang memberdayakan. Tanpa hal tersebut, mustahil sisi 
pemberdayaan yang diharapkan dari zakat akan terwujud. 


Para wajib zakat harus memahami tanggung jawab 
sosial-nya secara penuh. Para pengelola harus merencanakan, 
melaksanakan dan mengembangkan program-program dalam 
rangka pemberdayaan kelompok miskin. Dan kelompok 
miskin harus berjuang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan 
yang melilitnya dengan dana zakat yang diberikan padanya. 
Dengan pemahaman yang proporsional terhadap tugas dan 
kewajiban masing-masing, daya yang diberikan dan yang 
diterima akan merubah the useless group (kelompok marjinal) 
menjadi the powerless group. 
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ZAKAT DAN WAKAF 
SEBAGAI INVESTASI PUBLIK 


A. Investasi Dalam Islam 


etiap manusia memiliki kebutuhan yang harus 
dipenuhi dalam kehidupannya. Berbagai 


upaya ditempuh demi mendapatkan apa yang 
dibutuhkannya. jika kebutuhan satu telah terpenuhi, maka 
akan ada lagi kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan 
tingkatan kebutuhan manusia yaitu primer, sekunder 
dan tersier. Perubahan waktu cenderung menimbulkan 
kekuatiran apakah pada masa mendatang dapat memenuhi 
kebutuhan seperti pada saat ini. Sehingga seseorang berfikir 
untuk mempersiapkan cadangan yang dibutuhkan untuk 
masa mendatang. Jika persediaan kebutuhan telah terpenuhi 
maka faktor keamanan menjadi penting sebab pada 
hakikatnya suatu asset bisa berkurang nilainya jika disimpan 
atau tidak digunakan. Setelah itu timbul lagi keinginan 
seseorang berusaha untuk mempertahankan nilai asset yang 
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dimiliki atau bahkan memperbanyak nilai assetnya sehingga 
cadangan semakin bertambah banyak. Hal inilah yang 
mendasari seseorang untuk melakukan aktivitas investasi 
demi mendapatkan kehidupan yang layak di masa mendatang 
sesuai dengan firman Allah SWT berikut: 


- o 
Ja en 


Pn 


Pa 
2 


Ga Ep AN ANA sa AU 
AN Da ai AN NAN 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” (O.S. Al-Hasyr : 18) 


Investasi merupakan adopsi kata dari Bahasa Inggris 
“Investment” yang berarti menanam. Dalam Bahasa Arab, 
Investasi disebut Istismar yang berarti keinginan untuk 
mendapatkan hasil. Secara umum, investasi adalah menunda 
konsumsi pada saat ini untuk dirasakan manfaatnya di masa 
yang akan datang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
investasi merupakan penanaman uang atau modal pada 
suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh 
keuntungan. 


Jogiyanto mendefiniskan investasi sebagai penundaan 
konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif 
selama periode waktu sehingga dapat meningkatkan utility 
total. Investasi ke dalam aktiva produktif dapat berbentuk 
aktiva nyata seperti rumah, tanah dan emas atau berbentuk 
aktiva keuangan yang diperjualbelikan diantara investor 
(pemodal). Investor melakukan investasi untuk meningkatkan 
utilitinya dalam bentuk kesejahteraan keutungan."” 


156 Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan analisis investasi, 
(Yogyakarta, BPFE: 2017), hlm. 3-7. 
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Nurul Huda mengklasifikasikan investasi menjadi dua 
yaitu, investasi pada financial asset dan investasi pada real 
asset. Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang 
misalnya berupa sertfikat deposito , commercial paper, surat 
berharga pasar uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat 
dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, 
warrant opsi, dan yang lainnya. sedangkan investasi pada 
real asset dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, 
pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan 


dan yang lainnya.” 


Investasi merupakan bentuk kegiatan muamalah yang 
sangat dianjurkan dalam mengembangkan asset/harta yang 
dimiliki dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariat 
Islam. Berinvestasi membuat asset/harta menjadi produktif 
dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dalam perspektif 
ekonomi Islam, motivasi investasi tidak hanya mengejar 
keuntungan semata. Namun, ada beberapa faktor pendorong 
dalam melakukan kegiatan investasi. Pertama, kewajiban 
seseorang untuk membayar zakat pada asset/harta yang 
dimiliki saat telah mencapai nisab mendorong pemilik harta 
tersebut untuk mengelola assetnya melalui kegiatan investasi. 
Sehingga melalui kegiatan investasi, pemilik asset dapat 
mempertahankan jumlah/nilai assetnya. Kedua, motivasi 
sosial merupakan spirit yang menjiwai seseorang melakukan 
kegiatan investasi dengan cara membantu masyarakat 
yang tidak memiliki modal akan tetapi memiliki keahlian 
dalam menjalankan usaha baik dilakukan dengan kerjasama 
(musyarakah) ataupun dengan bagi hasil (mudharabah). Dapat 
disimpulkan bahwa prinsip investasi dalam Islam bukan 
hanya untuk meraih profit saja namun ada faktor agama 
(kepatuhan terhadap ketentuan Syariah) dan faktor motivasi 


157 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar 
Modal Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.8. 
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sosial (kemaslahatan masyarakat) dalam melakukan aktivitas 
investasi. 


Menurut Muhammad, ada beberapa prinsip Ekonomi 
Islam yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi (investor) 
sebagai berikut: 


1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram baik dari 
segi zatnya maupun cara mendapatkanya serta tidak 
menggunakannya untuk hal-hal yang haram. 


Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi 
Keadilan pendistribusian kemakmuran 


Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha. 


2 on gn 


Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi) dan 
gharar (ketidakjelasan / samar-samar) 


B. Konsep Resiko dalam Islam 


Dalam melakukan investasi ada beberapa pertimbangan 
yang perlu diperhatikan yaitu, Return (keuntungan), risk 
(resiko), time factor (jangka waktu). Menurut Irham, resiko 
merupakan bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu 
keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan 
yang diambil bedasarkan berbagai pertimbangan pada saat 
ini.” Sedangkan return adalah tingkat pengembalian atau 
hasil yang didapat dari kegiatan melakukan investasi. 


Beberapa jenis resiko yang bisa timbul dan perlu 
dipertimbangkan dalam berinvestasi yaitu: 


1. Resiko Pasar yaitu resiko yang timbul akibat fluktuasi 
pasar secara makro dimana pelaku investasi tidak bisa 


158 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: UPP 
STIM YKPN, 2002), H1m.436. 

159 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keungan ( Bandung: Alfabeta, 
2014), Hlm. 357. 
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menghindari namun bisa mengelola dan meminimalisir 
resiko tersebut 


2. Resiko Likuiditas yaitu resiko yang berkaitan dengan 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 
jangka pendeknya. 


3. Resiko Bisnis yaitu resiko yang berkaitan dengan suatu 
kegiatan usaha atau bisnis 


4. Resiko Pembiayaan yaitu resiko yang timbul sebagai 
akibat ketidakmampuan pengelola dana dalam melakukan 
pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah 
ditentukan 


5. Resiko Kepatuhan yaitu resiko yang berkaitan dengan 
ketentuan Syariah dalam memilih produk investasi 


6. Resiko inflasi yatiu resiko yang berkaitan dengan daya beli 
masyarakat. 


Return dan risk merupakan dua hal yang tidak bisa 
terpisahkan dan memiliki hubungan yang positif diatara 
keduanya. Jika pelaku investasi (investor) menginginkan return 
yang besar maka resiko yang akan ditanggung juga akan besar. 
Dalam upaya mencari nafkah, seseorang dihadapkan pada 
ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Manusia boleh 
saja membuat rencana dan mengharapkan keuntungan dalam 
melakukan investasi, namun tetap saja tidak bisa memastikan 
apa yang akan didapatkan dari hasil investasi tersebut. Sesuai 
dengan firman Allah SWT pada Algur'an surat Lugman ayat 
34: 


Ju 5 3 SI J3 aa Ls 2xe 3 5 


Sai (33 KEL IE oi leg EN 
OS EME Ai 3 


“Sesungguhnya hanya di Sisi Allah Ilmu tentang hari kiamat 
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dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang 
ada dalam Rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat 
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. 
Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia 
akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal” 


Ayat diatas merupakan dasar pemikiran konsep resiko 
dalam Islam yang bisa menjadi pijakan dalam melakukan 
kegiatan ekonomi ataupun investasi. Konsep ketidakpastian 
merupakan salah satuunsur manajemen.resiko dalam ekonomi 
Islam. Pelaku investasi (investor) tidak bisa menhindari 
resiko namun bisa meminimalisir terjadinya resiko melalui 
manajemen resiko. 


C. Zakat Sebagai Investasi Publik 


Investasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki unsur 
ketidakpastian karena keuntungan yang dihasilkan tidak pasti. 
Investasi berbeda dengan praktek riba dan spekulasi. Perbedaan 
mendasar investasi dan riba ada pada sisi resiko yang dihadapi. 
Investasi merupakan kegiatan usaha yang mengandung resiko 
karena perolehan kembaliannnya tidak pasti. Sedangkan riba 
kurang memiliki resiko karena hasil yang didapat sudah pasti 
dan tetap. Selanjutnya perbedaan mendasar investasi dengan 
spekulasi adalah spirit yang menjiwainya. Spekulasi hanya 
dimiliki oleh orang yang memiliki mental “ ingin cepat kaya” 
dengan menghalalkan berbagai upaya tanpa berpegang pada 
prinsip kepatuhan Syariah. Spekulasi juga tidak memberikan 
dampak bagi perekonomian bagi masyarakat baik yang 
bersifat positif maupun produktif. 


Investasi dalam Islam merupakan suatu bentuk aktif dari 
kegiatan ekonomi Syariah sebab setiap harta akan dikenakan 
zakat jika telah mencapai nisab. Jika harta didiamkan, 
maka harta akan termakan oleh zakat sehingga jika dilihat 
dari sisi ekonomis maka akan membuat harta seseorang 
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akan berkurang Salah satu hikmah zakat adalah timbulnya 
keinginan seseorang untuk menginvestasikan hartanya agar 
bertambah. 


Menurut Vithzal, golongan masyarakat yang aktif 
melakukan investasi adalah golongan masyarakat muzakki. 
Golongan masyarakat ini memliki potensi melakukan investasi 
akibat sumber daya ekonominya berlebih setelah memenuhi 
kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berjaga jaga. Investasi 
ini tentu akumulasi dan perannya dalam perekonomian 
secara makro sangat besar. Dengan berfungsinya sistem 
zakat dan dilarangnya riba serta spekulasi maka akumulasi 
dana besar yang dimiliki golongan muzakki akan ditransfer 
menajdi investasi sebagai reaksi untuk menghindari resiko 
berkurangnya harta mereka akibat kewajiban zakat dan motif 
ingin menjaga atau bahkan menambah jumlah kekayaan 
(harta) para muzakki. Sehingga akumulasi harta tersebut 
akan terus berputar dan berputar. Dengan demikian, tingkat 
velocity akan terjaga atau bahkan akan terus meningkat seiring 
dengan jumlah akumulasi investasi.'” 


Dalam ekonomi konvensional salah satu faktor yang 
mempengaruhi investasi adalah tingkat suku bunga. Dasar 
keputusan untuk berinvestasi dilihat dari perbandingan antara 
keuntungan yang diharapkan dengan suku bunga. Sebaliknya, 
dalam sistem ekonomi islam, investasi tidak dipengaruhi 
oleh tingkat bunga namun dipengaruhi oleh meingkatnya 
keuntungan yang diharpakn dan tingkat zakat atas dana yang 
tidak produktif. 


Muhammad berpendapat bahawa fungsi investasi dalam 
ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan fungsi investasi 


160 Veithzal Rivai Zainal, Manajemen investasi Islami, (Yogyakarta: 
BPFE, 2016), Hlm.341. 
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dengan motivasi suku bunga, dan dapat digambarkan sebagai 
berikut:'" 
Gambar 1 
Fungsi investasi dalam Islam 
Tingkat keuntungan yang diharapkan (1) 


Berbeda dengan perilaku ekonomi lain, dalam ekonomi 
Islam kasus oportunitas cost menjadi nol (yaitu ketika asset 
yang tidak produktif tidak diinvestasikan), tidak akan 
terjadi karena tiap asset yang telah mencapi nishab dan 
haul akan dikenakan zakat. Oleh sebab itu dalam ekonomi 
Islam motivasi atau dorongan untuk investasi lebih tinggi 
daripada perilaku ekonomi lainnya, gambaran formulasi 
diatas Nampak jelas bahwa zakat dapat mempengaruhi 
investasi dan permintaan investasi ditentutkan oleh tingkat 
keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi unsur-unsur dari 
tingkat keuntungan tersebut adalah tingkat zakat atas asset 
yang tidak atau kurang produktif dan tingkat zakat atas asset 
keuntungan dari investasi. 


161 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, Hlm. 643. 
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TEOLOGI PEMBERDAYAAN 
EKONOMI UMAT 


A. Landasan Teologis Pemberdayaan Ekonomi Umat 


alam realitas kehidupan, manusia dihantui 
pa ketakutan. Pertama, ketakutan pada 
peperangan, dan kedua ketakutan akan 
kemiskinan. Hal tersebut juga ditandaskan dalam al-Our'an 
dalam surat al-Gurgisy: 4. Dua hal tersebut, menurut penulis 
adalah sumber dari segala ketidakstabilan dalam masyarakat. 
Muhammad Hatta juga menegaskan bahwa hanya orang- 
orang yang merasakan keadilan dan kemakmuran yang bisa 
dididik untuk percaya kepada Tuhan. Anak jalanan, pengemis, 
dan mereka yang bergulat dengan kesulitan hidup sulit 
diharapkan untuk percaya kepada Tuhan. Untuk memikirkan 
masalah agama, hendaklah manusia itu hidup dalam nuansa 
keadilan, kecukupan dan kemakmuran.'” 


162 Muhammad Hatta, Ilmu dan Agama, (Jakarta, Yayasan Idayu, 
1983), hal. 16. 
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Dalam memandang kemiskinan, umat Islam 
mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan 
tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan landasan 
teologis yang mereka yagini. Perbedaan teologis tersebut 
juga menelorkan solusi dan pemikiran tersendiri dalam 
menghadapi kemiskinan. Setidaknya, ada empat paradigma 
teologis dalam Islam dalam memandang kemiskinan.'” 
Secara lebih rinci, dikemukakan di sini pandangan kelompok- 
kelompok Islam terhadap kemiskinan. 


Kelompok pertama mengatakan bahwa kemiskinan adalah 
ketentuan dan rencana Tuhan bagi umatnya. Kemiskinan 
adalah tagdir yang harus diterima. Pendapat ini diwakili 
oleh kelompok tradisionalis. Dalam paradigma pemikiran 
kelompok tradisionalis, kemiskinan adalah skenario besar yang 
direncanakan Tuhan bagi umatnya, dan manusia tidak bisa 
menangkaprahasia di balik rencana Tuhan. Kemiskinan adalah 
bentuk ujian bagi keimanan seseorang. Pemikiran seperti ini 
dipengaruhi oleh teologi Sunni tentang predeterminisme. 


Pemikiran seperti ini tidak hanya melekat pada benak 
orang-orang Islam di desa yang sering diasosiasikan sebagai 
kelompok Nahdlatul Ulama. Pemikiran seperti ini telah 
menjamur di benak mayoritas masyarakat dan organisasi- 
organisasi Islam. Banyak orang dan organisasi Islam yang 
mengidentifikasikan diri sebagai kelompok modernis, namun 
ketika kembali kepada permasalahan teologis, khususnya 
yang berkaitan dengan usaha manusia, mereka sesungguhnya 
lebih layak untuk dikatakan sebagai kelompok tradisionlalis. 


Teologi seperti ini banyak ditolak oleh kalangan rasional 
Islam. Sebagaimana yang terungkap dalam tulisan Jalaluddin 
Rahmat yang menyayangkan sikap sebagian mahaguru 
muslim yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah sudah 


163 Mansour Fagih, “Islam dan Marginalisasi Kaum Pinggiran”, dalam 
Ulumul Our'an, Nomor 6/ VII/1997. hal. 11-14. 
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takdir Tuhan. Kemiskinan adalah suatu ujian yang harus 
diterima dengan lapang dada. Kemiskinan adalah kejayaan 
yang digilirkan oleh Allah di antara umatnya, dan tidak 
perlu upaya untuk mengatasi dan mengentas kemiskinan." 
Bahkan tidak sedikit ulama dan para da'i yang 
melegitimasi kemiskinan dengan menggunakan ayat- 
ayat al-Guran dan sunnah nabi. Sikap fatalisme sa 
ini, menurut kang Jalal adalah kekeliruan berfikir." 
Dengan demikian, menurut kang Jalal, untuk mengentaskan 
kemiskinan di kalangan umat Islam yang pertama dan utama 
yang harus dilakukan adalah mengatasi kekeliruan berfikir 
tersebut. 


Kelompok kedua adalah kelopmpok modernis, yang 
memandang kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan 
karena adanya kesalahan dalam sikap, budaya dan 
teologi. Kesalahan dalam teologi khususnya, kelompok 
ini menyerang keyaginan teologi yang menjadi landasan 
kelompok tradisionalis, yang dalam pandangan kelompok 
modernis, sebagai sikap yang fatalistik. Pandangan seperti 
ini, menurut kelompok modernis, adalah kesalahan fatal 
yang harus dihindari. Kemiskinan dan keterbelakangan yang 
melilit bangsa Indonesia adalah konsekwensi logis yang harus 
diterima oleh masyarakat karena absennya mereka dalam 
proses pembangunan. Maka untuk merubah semuanya, perlu 
penafsiran baru terhadap konsep keagamaan secara rasional. 


Oleh banyak ahli, munculnya kelompok ini berakar dari 
teologi Mu'tazilah, yang oleh orang Barat disebut dengan 
Neo Mu'tazilah yang dimotori oleh Muhammad Abduh. Di 
Indonesia, mula-mula kelompok ini mempengaruhi gerakan 
Muhammadiyah, yang kemudian berkelanjutan pada tahun 
1970-an dengan munculnya gerakan “kelompok pembaharu” 


164 Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, (Bandung, Mizan, 1998), hal. 255. 
165 Tentang kekeliruan berfikir ini baca Jalaluddin Rahmat, Ibid. hal. 
239-240. Lihat juga Jalaluddin Rahmat, Rekayasa Sosial, Op.cit, hal. 4-20. 
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babak kedua. Tidak heran jika pada tahun 1970-an sering 
diperdengarkan semboyan-semboyan tentang sekulerisasi 
Islam, pembaharuan teologi, Islam dan pembangunan dan 
lain sebagainya." 


Esensi dari gerakan kelompok modernis adalah lebih 
melihat pada sikap mental dan budaya sebagai unsur yang 
penting dalam perubahan. Bagi kelompok ini, umat Islam 
harus mampu untuk menjawab tantangan zaman. Oleh sebab 
itu, upaya pembaharuan kelompokini lebih menekankan pada 
merubah sikap dan pandangan teologi untuk lebih rasional. 


Kelompok ketiga adalah penganut paham revivalis. 
Kelompok ini menganalisa faktor internal dan eksternal dari 
sebab kemiskinan. Kemiskinan dalam masyarakat muslim, 
menurut mereka, adalah karena berpalingnya masyarakat 
muslim dari nilai yang tertuang dalam al-Our'an dan sunnah. 
Masyarakat muslim sekarang ini lebih gandrung kepada 
ideologi lain, yang notabenenya adalah tidak islami. Seperti 
marxisme, kapitalisme, zionisme dan lain-lain. 


Kelompok ini menolak keras ide-ide development yang 
dihembuskan oleh kapitalisme dan memaksakannya di negara- 
negara Islam. Menurut kelompok revivalis, development adalah 
agenda dan konsep Barat dalam menghancurkan Islam . Oleh 
sebab itu mereka menolak devepmentalisme dan globalisasi 
yang dibawa oleh Barat. 


Sebagai solusi mereka membentuk suatu komunitas 
tersendiri yang dijadikan sebagai alternatif bagi idelogi 
kapitalisme. Mereka menerbitkan buku, membentuk 
komunitas tersendiri dalam bidang ekonomi, pendidikan 
dan politik. Oleh Barat, mereka dikenal dengan kelompok 
fundamentalis. 


166 Mansur Fagih, “Rekonstruksi Kaum Tertindas”, dalam Spiritualitas 
Baru:Agama dan Aspirasi Rakyat, Penyunting Ahmad Suaedy dkk., 
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994), hal. 220-227. 
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Sebagai konsekwensi penolakan mereka terhadap Barat, 
kelompok fundamentalis ini dianggap sebagai penghalang 
utama bagi developmentalisme. Barat juga tidak segan- 
segan menghalang dan memerangi gerakan kelompok 
fundamentalis ini dengan berbagai cara. 


Kelompok keempat adalah transformatif. Kelompok 
ini adalah kelompok alternatif dari tiga golongan di atas. 
Kelompok ini percaya bahwa kemiskinan merupakan akibat 
dari ketidakadilan sistem yang ada dalam masyarakat, baik 
sistem politik, ekonomi dan kultur. Oleh sebab itu, agenda 
mereka adalah membangun struktur yang baru dan adil. Nilai 
fundamental yang diperjuangkan adalah keadilan. Fokus 
kerja mereka adalah mencari akar teologi, metodologi dan 
kerangka aksi untuk memungkinkan terjadinya transformasi 
sosial. 


Pemihakan mereka kepada kelompok miskin tidak hanya 
diilhami oleh al-Gur'an dan sunnah, tetapi juga hasil analisis 
kritis mereka terhadap realitas dan struktur yang ada dalam 
masyarakat. Islam dipahami sebagai agama pembebas bagi 
yang tertindas dan menjadikan sistem yang mengeksploitasi 
menjadi sistem yang adil. 


Pemikiran seperti ini digulirkan oleh Fazlur Rahman, 
Ashgar Ali Engineer, Hasan Hanafi dan lain-lain. Mereka 
semua mengakui Islam sebagai agama yang membebaskan, 
namun sifat yang membebaskan dalam Islam itu 
tersumbat oleh pemikiran orang-orang Islam sendiri'”, 
demikian ungkapan Muhammad Abduh. Pengaruh pemikiran 
ini dapat dilihat dalam banyak gerakan Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang dimotori oleh generasi muda Islam Indonesia 


167 Lihat Fazlur Rahman, Islam, Op.cit. Lihat juga karyanya Major 
Themesof Our'an, Op.cit.. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, 
Op.Cit. Hasan Hanafi, “Mddzd Ya'ni al-Islam al-Yasar' dalam Islam al-Yasar, 
Mesir, Januari 1981. 
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dan beberapa intelektual dalam tubuh Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyyah. ' 


B. Ekonomi Kerakyatan: Membinngkai Teologi 
Ekonomi 


Istilah ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan 
adalah ide yang muncul dari pemikiran Sukarno 
yang dikombinasikan dengan  pemikiran-pemikiran 
Muhammad Hatta yang kemudian menghasilkan pasal 
33 UUD 1945 yang menjadi corak ekonomi Indonesia.'” 
Ekonomi rakyat/ kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang 
dilakukan oleh danuntukkesejahteraanrakyatsendiri. Namun, 
selama beberapa dasawarsa, ekonomi kerakyatan ini tidak 
mendapatkan tempat yang baik dalam sistem pembangunan. 
Kebijakan pemerintah terlalu mengutamakan konglomerasi 
ekonomi yang kemudian menimbulkan kemiskinan dan 
kesenjangan yang terlalu dalam anatara kaya-mismin, pusat- 
daerah, penguasa-rakyat dan lain sebagainya. 


Pemandangan dan kesenjangan yang kontras ini, 
direspon oleh pemerintah dengan menggagas kembali 
ekonomi rakyat/kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan 
adalah sistem yang mencoba mewujudkan keadilan, sama 
rasa dan sama rata. Misi ekonomi kerakyatan sebagai sebuah 
sistem adalah kesejahteraan negara (welfare state) dan bukan 
kesejahteraan orang seorang (individual). Jadi jelas bahwa 
ekonomi kerakyatan ini sangat menopang ekonomi kaum 
pinggiran, khususnya pengusaha kecil dan menengah. Hal 


168 Mansour Fagih, Islam dan Marginalisasi, Op.cit., hal. 14. 

169 Ide dasar Sukarno sebenarnya menentang imperialisme dan 
kapitalisme yang mencekik leher dunia ketiga saat itu. Lihat Sukarno, Di 
Bawah Bendera Revolusi, 1964, hal. 174-183. Sedangkan Hatta mempunyai 
ide tentang ekonomi sosialis yang bersifat religius yang kemudian tertuang 
dalam sistem koperasi. 
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ini menurut para pakar ekonomi adalah benteng terakhir 
perekonomian Indonesia. 


Sebagai contoh, dalam masa awal krisis ekonomi tahun 
1997, ekonomi kecil dan menengah mampu bertahan, bahkan 
semakin mengembangkan diri dalam bisnis. Hal tersebut 
terjadi, menurut Mubiyarto, karena ekonomi kecil tidak banyak 
terkontaminasi oleh sistem perdagangan global sekarang ini.” 
Masih menurut  Mubiyarto, pengembangan sistem 
perekonomian rakyat ini perlu dikembangkan untuk 
mendukung sistem perekonomian Indonesia.'” 


Kebijakan pemerintah — untuk menggalakkan 
ekonomi kerakyatan, pada era reformasi ini tampak pada 
TAP No. XVI/1998 yang menegaskan tentang perlunya 
penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak 
pada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi rakyat." 
Pada sidang bulan November 1998, dalam sidang istimewa 
MPR dihasilkan beberapa keputusan reformatif dalam 
bidang ekonomi yang merupakan koreksi fundamental 
terhadap praktek kebijakan ekonomi Orde Baru yang tidak 
memihak kepada ekonomi kerakyatan. Salah satu ketetapan 
tersebut berjudul Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi 
Ekonomi. 


170 Mubiyarto, “Sistem Ekonomi Yang Mahal Bagi Rakyat”, dalam 
Kompas edisi 23 Agustus 1999. 

171 Mubiyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta, BPFE, 
2001), hal. 245. 

172 Yang menarik adalah penolakan ekonom-ekonom muda 
terhadap istilah ekonomi kerakyatan yang digunakan saat ini. Bagi mereka, 
istilah tersebut sarat dengan muatan politis. “Nama” rakyat terjual untuk 
kepentingan orang-perorang dan satu kelompok tertentu saja. Lihat 
Mubiyarto, ibid, hal. 239. Istilah ekonomi kerakyatan juga membuat panas 
kuping sebagian konglomerat yang sudah terbiasa mendapat “keistimewaan” 
selama beberapa dekade (1987-1997), karena ekonomi kerakyatan sedara 
terang-terangan didesign untuk memihak pada kelompok ekonomi lemah. 
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Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berarti 
menciptakan suatu kondisi pembanguan yang berkelanjutan 
(sustainable development). Pembanguan yang berkelanjutan 
hanya akan berhasil di kala seluruh komponen masyarakat 
mempunyai kekuatan untuk ikut serta dalam proses 
pembangunan tersebut. Artinya bahwa pemberdayaan 
masyarakat merupakan pra-kondisi yang harus dibangun 
dalam pembangunan yang berkelanjutan, termasuk di 
dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi. 


Sebagai bagian terbesar dari rakyat Indonesia, umat 
Islam adalah kelompok yang seharusnya mengambil 
peran banyak dalam rangka mensukseskan program 
pemerintah tersebut. Keberadaan lembaga zakat yang 
berskala nasional adalah salah satu bentuk kepedulian umat 
dalam rangka turut serta dalam pembangunan. Adanya 
lembaga zakat di Indonesia dilandaskan pada kesadaran 
bahwa masyarakat Islam Indonesia berada pada lapis 
bawah ekonomi dan terpuruk pada perangkap kemiskinan. '” 

Keberadaan lembaga zakat sebenarnya merupakan 
kesempatan emas yang harus difungsikan oleh umat Islam 
dalm rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 
Hal ini merupakan entry point untuk menganalisis segala faktor 
yang memungkinkan peran umat dalam proses pembangunan 
dengan sarana dan prasarana yang ada. 


Alasan yang cukup mendasar untuk mengikutsertakan 
umat dalam proses pembangunan sekarang ini adalah bahwa 


173 Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, (Yogyakarta, 
LkiS, 2000), hal. 92. Pada hakekatnya, keberadaan Badan Amil Zakat 
disebabkan desakan sebelas ulama yang mendatangi presiden Suharto 
umtuk meminta agar mengakrifkan admisnistrasi, mengkoordinasi dan 
memperoduksi pengumpulan dan distribusi zakat.Selain itu, mereka juga 
meminta agar setiap provinsi mendirikan lembaga zakat. Taufik Abdullah, 
“Zakat collection and distribution in Indonesia”, dalam Muhammad Arif 
(editor), The Islamic Voluntary Sector in Shoutheast Asia, (Singapore, Institute 
of Shoutheast Studies, 1991), hal. 53. 
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masyarakat Islam, baik secara pendidikan dan ekonomi berada 
pada tingkat bawah. Salah satu sebab yang turut menghasilkan 
kwalitas yang demikian tersebut, menurut penulis, adalah 
faktor ekonomi dan kemiskinan. 


Masalah kemiskinan di belahan dunia ketiga adalah 
masalah pelik yanghingga hariinibelumterjawab secaratuntas. 
Kegagalan dalam menyelesaikan hal tersebut merupakan 
pertanyaan besar bagi para pendekar pembangunan yang 
berkecimpung aktif dalam proses pengentasan kemiskinan. 


Menurut hemat penulis, kegagalan pembangunan dalam 
mengentas kemiskinan adalah karena program mereka tidak 
disertai dengan analisis yang tuntas dan bersifat holistis dalam 
melihat kemiskinan. Kemiskinan sangat terkait dengan urusan 
politik, ekonomi dan budaya. Pemberdayaan ekonomi ummat, 
bagaimanapun strategisnya, harus dilandasi dengan analisis 
berbagai faktor yang berkaitan dengan hal tersebut. Tanpa 
pemahaman yang jernih, setiap usaha untuk memberdayakan 
ekonomi umat hanya akan menjadi publikasi yang bersifat 
“lipstick” belaka. Akibatnya, pemberdyaan ekonomi umat 
hanya akan menjadi publikasi politik dan ekonomi untuk 
mempopulerkan nama belaka. Pemberdayaan ekonomi umat 
berubah menjadi memperdayakan ekonomi umat. 


Untuk menghindari hal tersebut, proses pemberdayaan 
ekonomi umat harus disertai dengan analisis terhadap 
berbagai faktor yang dapat mendorong keberlangsungan 
pemberdayaan dan faktor-faktor yang menghalanginya. Hal 
tersebut penting karena berkaitan dengan strategi yang akan 
diambil dalam pemberdayaan ekonomi umat. 


Tapi yang perlu diingat dan diperhatikan adalah bahwa 
kondisi kemiskinan di Indonesia tergolong parah, lebih-lebih 
di daerah bagian timur, karena kemiskinan sebagaimana yang 
digambarkan oleh kang Jalal sebagai vicious circle, lingkaran 
setan kemiskinan. Lingkaran (circle) yang dimaksud oleh 
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kang Jalal tersebut adalah sebagaimana tampak dalam bagan 


berikut ini: 
an 


Ma 
produktifitas 


Menurut kang Jalal, pendapatan yang rendah akan 
mempengaruhi pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan 
akan mempengaruhi kwalitas SDM. Kwalitas SDM akan 
mempengaruhi produktifitas, dan produktifitas akan 
mempengaruhipendapatan. Lingkaraniniakan selalu berputar 
dan tidak akan habisnya. Oleh sebab itu, pemberdayaan 
ekonomi umat harus dicanangkan untuk menembus langsung 
pada pusat jantung kemiskinan. 


Musa Asy'ari, dalam rangka pemberdayaan ekonomi 
umat menawarkan tiga garis besar strategi.” “Pertama, 
pemberdayaan ekonomi umat harus dimulai dengan 
pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah penanaman 
nilai religius, iman, islam dan ihsan yang economic oriented. 
Agama harus dikenalkan dari aspek ekonomi. Ketiga mata 
rantai religius tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Iman 
adalah refleksi metafisi yang berkaitan antara hamba dan 
Tuhan, Islam adalah konsep ibadah dan mu'amalah yang 
berkaitan dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan 
manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya. Sedangkan 
ihsan adalah implementasi nilai iman dan islam dalam 
kehidupan sehari-hari. 


174 Musa Asy'ari, Islam, Rtos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, 
(Yogyakarta, LESFI, 1997), hal. 125-154. 
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Menurut Musa, pendidikan agama (Islam) harus dikemas 
dan perlu untuk meletakkan masalah ekonomi dan kekayaan 
secara proporsional. Hal ini ditujukan untuk membentuk 
pikiran yang kritis terhadap anak didik dan agar mereka 
mampu menghadapi realitas yang ada. Harta janganlah 
dipandang sebagai suatu hal yang negatif, sebagaimana yang 
sering berkembang di lingkungan agama, “hidup miskin lebih 
baik dari hidup kaya” .'” 


Strategi kedua adalah pembentukan jama'ah ekonomi 
melalui program pembinaan berkelanjutan. Pembentukan 
jama'ahekonomimelaluipembinaanyangberkelanjutanadalah 
pengelompokan beberapa orang untuk mempersiapkan diri 
sebagai wirausaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan 
sebagai bekal penting dalam memasuki dunia usaha. Program 
pembinaan yang berkelanjutan dapat dilakukan dalam tahap- 
tahap sebagai berikut, 


« Memberikan pelatihan. Pelatihan ditujukan untuk 
memberikan dan membuka wawasan tentang wirausaha, 
dan sebaiknya diarahkan pada hal-hal yang aktual yang ada 
dalam masyarakat. 


« Permodalan. Permodalan adalah masalah penting dalam 
usaha, tapi bukan yang terpenting. Dana zakat yang 
ada dapat digunakan untuk menyediakan modal dan 
mengembangkan usaha. 


« Pendampingan. Masyarakat miskin, tidak hanya cukup 


dengan memberikan moidal usaha saja. Yang lebih, agar 


usahanya tetap berlanjut adalah pesertalendampingan." 


175 Menurut Romo Mangun, pernyataan tersebut merupakan 
pernyataan yang meninabobokan masyarakat. Tokoh agama yang sering 
menyerukan kalimat tersebut juga terbius oleh suatu sistem politik 
yang melestarikan kemiskinan. YB. Mangunwijaya, “Kemiskinan Sukarela 
Religius” dalam Ulumul 9ur'an, No. 6/VIH/1997. 

176Lukman Sutrisno mengatakan “Bagi rakyat, kailnya saja tidak 
cukup” dalam Ulumul Gur'an Op.Cit. hal. 18. 
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»« Membentukjaringan Bisnis. Dengan adanya pembinaan 
yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan akan lahir 
wirausahawan muslim sejati. Wiraswasta adalah adalah 
pijakan yang kokoh bagi ketahanan suatu bangsa. Proses 
selanjutnya adalah membuat jaringan bisnis untuk 
pemasaran hasil-hasil produk wiraswasta tadi. Hasil 
produk bisa berupa industri, hasil pertanian, perikanan dan 
lain-lain, sesuai dengan kondisi geografi masing-masing 
daerah. 


Strategi ketiga adalah optimalisasi institusi sosial 
leagamaan. Institusi sosial keagamaan harus dirumuskan 
kembali agarmeresponmasalah-masalahsosialkemasyarakatan 
yang ada. Institusi agama harus aktual dan kontekstual dalam 
menghadapi realitas. 
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